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BABII
TINJAUAN PUSTAKA

Secara konseptual sebagaimana dalam buku panduan PNPM PISEW,
Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah merupakan organisasi non
pemerintah yang dibentuk berdasarkan atas prakarsa masyarakat sendiri berkaitan
dengan  pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan  Masyarakat
Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah\ (PNPM-PISEW)
yang dipergunakan sebagai wadah bagi proses pengambilan keputusan tertinggi
di masyarakat di tingkat desa untuk menangani/berbagai persoalan kehidupan
masyarakat khususnya dalam upaya” ‘penanggulangan kemiskinan pada
masyarakat desa yang bersangkutan,

Oleh karena merupakah, organisasi non pemerintah, maka organisasi
LKD tersebut diharapkdn menjadi lembaga mandiri yang independen serta
terbebas dari berbagdi imacam pengaruh intervensi pemerintah dan kelompok
kepentingan_tertenti, sehingga dalam tatanan pemerintahan yang baik (good
governance)) berkedudukan dan berperanan scjajar dengan pemerintah serta
sektor swasta vang ada, yang masing-masing mempunyai tugas dan
tanggungjawab sendiri-sendiri dalam rangka pencapaian tugas pembangunan

khususnya dalam pemberdayaan masyarakat miskin.
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Pengikuisertaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam

pelaksanaan PNPM-PISEW bertujuan :

1. Menurunkan jumlah penduduk miskin dan terciptanya lapangan kerja

2. Memberdayakan masyarakat desa

3. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan

4, Memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut belajar dan
meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan pembangunan prasarana,
mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemarifaatan’ dan sampai dengan
pemeliharaan

5. Mengembangkan rasa memiliki pada mdsyarakat, yang pada akhirnya
mengembangkan rasa tanggumg ) jawab dalam memelihara dan
mengembangkan prasarana‘selanjutnya

6. Menguatkan kapasitas™ kélembagaan LKD di desa dam pengalaman
melaksanakan kégiatan PNPM-PISEW

7. Dalam rangka pembangunan wilayah pengikutsertaan masyarakat setempat,
termasuk)pemanfaatan sumber daya lokal akan merperkecil aliran dana keluar
sehingga dapat memperbesar proses multiplier (percepatan pertumbuhan).

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagai institusi lokal yang
terbentuk dari, oleh dan untuk masyarakat, khususnya kaum miskin, yang

memiliki peranan strategis dalam PNPM-PISEW yaitu mulai dari tahap
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perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemeliharaan. Sementara itu tugas

LKD dalam program tersebut secara terperinci meliputi hal-hal berikut :

1. Mengikuti :
a. Rapat persiapan Pelaksanaan Konstruksi (RPPK)
b. Pelatihan administrasi proyek dan teknis konstruksi yang diadakan di

kecamatan oleh Pokja Kecamatan dibantu oleh FK, Ttl serta mengikuti
OJT (On the Job Training)

2. Melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur, sesudi déngan SP3

3. Melakukan pencatatan penggunaan dana pada “buku” kas umum serta
mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran

4. Mengajukan termin pencatran dana kepads PPK dengan lampiran sesuat
dengan yang dipersyaratkan

5. Menyelenggarakan transparansi pelaksanaan kegiatan melalui musyawarah
desa dan penempelan~informasi pelaksanaan kegiatan di papan-papan
pengumuman dén/  memastikan dapat diakses oleh semua pihak (Pra
Konstruksisdan pasca Konstruksi)

6. Menyampaikan kemajuan kegiatan fisik kepada PJOK Kecamatan dengan
mempublikasikannya melalui media komunikasi yang ada di tingkat desa

7. Membuat dan menyampaikan laporan akhir kepada PPX, yang berisi laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan beserta kelengkapannnya

8. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan,

penggunaan dana, kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan hasil akhir
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pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui musyawarah desa
dan menempelkan di papan-papan informasi

9. Memfasilitasi pembentukan KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara)

10. Mengarsipkan seluruh dokumen-dokumen PNPM PISEW yang menjadi
tanggungjawab LKD.

Salah satu tujuan dan sasaran Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM —
PISEW) yaitu penguatan institust lokal di tingkat desa, untik meningkatkan
kapasitas dan partisipasi masyarakat datam pengelolaan‘pembangunan mulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan<eimeliharaan. Hal ini tercermin
dari pelaksanaan kegiatan dan yang ménerima manfaat adalah masyarakat
melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa) (LKD) yang ada di desa. Intervensi
dilakukan melalui penyediaan Bantuan teknis dan bantuan stimulus infrastruktur
sosial dan eckonomi dasar, yang diharapkan dapat mendukung upaya
pemberdayaan sosial\.eKonomi masyarakat.

Menumt'\Grigg (dalam Pranoto, 2007) Infrastruktur merujuk pada sistem
fisik yang miepyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan
gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi
kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Ststem infrastruktur
merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi
dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan

sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan,
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instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem
sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Defimsi teknik juga memberikan
spesifikasi apa yang dilakukan sistem infrastruktur dan mengatakan bahwa
infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan
pelayanan publik yang penting.

Sarana lingkungan menurut SNI 03-6967-2003 didefinisikan sebagai
fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan
mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Bedangkan prasarana
lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan jyang memungkinkan
lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana’mestinya. Prasarana dapat
diartikan sebagai infrastruktur. Untuk menéiptakan suatu lingkungan pemukiman
yang baik maka diperlukan infrastriktur pemukiman dan fasilitas umum
pemukiman. Adapun yang dimaksud déngan infrastruktur pemukiman ialah jalan
lokal, saluran drainase, “pengadaan air bersih, pembuangan air kotor,
persampahan, listrik‘dan telepon.

Dalam, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan
Infrastruktur) Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM -PISEW) ada beberapa
komponen kegiatan, antara lain :

1. Pembangunan Infrastruktur Skala Kecil
Dalam PNPM PISEW terdapat enam kategori kegiatan pembangunan
infrastruktur skala kecil yang secara langsung dilaksanakan oleh Lembaga

Kemasyarakatan Desa (I.LKD), Yaitu
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a. Infrastruktur transportasi, yaitu pembangunan jalan, jembatan, tambatan
perahu, dan komponen terkait.

b. Pemngkatan produksi pertanian yaitu pembangunan irigasi tersier.

c. Peningkatan pemasaran pertanian, yaitu pembangunan pasar, gudang
produksi, dan lantai jemur.

d. Air bersih dan sanitasi yaitu pembangunan sanitasi lingkungan (MCK)
dan air bersih (perpipaan, bak penampungan air bersih, sumur pompa
tangan, hidran umum).

e. Pendidikan yaitu rehabilitasi gedung Sekolah ‘Dasar (SD) dan Sekolah
Menengah Pertama (SMP), termasuk fa$ilitas pendukung seperti kamar
mandi/ WC serta pengadaan sarana‘pendakung kelas seperti meja belajar,
kursi dan papan tulis, tapi tidak-t¢timasuk buku-buku pelajaran sekolah.

f Kesehatan yaitu rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu (perawatan
dan non-perawatan), serta pembangunan atau rehabilitasi Polindes/
Poskesdes, Posyandu dan Rumah Singgah.

2. Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Lokal, Fasilitator dan Masyarakat
Wntik pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan harus
mempertimbangkan hal-hal sebagati berikut :

a. Memenuhi kebutuhan infrastruktur yang prioritas bagi masyarakat miskin
dan diusulkan oleh masyarakat dalany musyawarah desa.

b. Tidak memerlukan pembebasan lahan

c¢. Beroreintasi pada pengembangan wilayah pedesaan
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d. Dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat
e. Memprioritaskan pemberian kesempatan kerja kepada masyarakat desa
setempat
f. Mengutamakan penggunaan material setempat
g. Penggunaan teknologi sederhana yang dapat dilaksanakan oleh
masyarakat atau teknologi yang sesuai dengan kebutuhan setempat.
h. Merupakan infrastruktur yang dapat dilaksanakan dan dikeiola oleh
masyarakat.
i. Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, sosial dan budaya.
j. Tidak tumpang tindih dengan kegiatan sektor.ldin yang sejenis
k. Terintegrasi dengan sistem infrastmikturyang ada.
Untuk masing-masing jenis in{rastiuktur yang akan dilaksanakan harus
memenuhi atau berlandaskan pdda kritéria-kriteria sebagai berikut :
1) Kriteria Infrastruktur Transportasi
a. Infrastrukturialan dan Jembatan
Pembangunan baru, peningkatan atau rehabilitasi jalan tanah,
jalan‘rabat beton, dan perlengkapannya yaitu jembatan kayu, jembatan
besi, jembatan beton, jembatan gantung, gorong-gorong dan lain-lain
mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut :
1) Lahan untuk jalan desa telah tersedia
2) Beroreintasi kepada pengembangan wilayah (jalan poros/ penghubung

desa)
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3) Menghubungkan pusat kegiatan (pasar, TP}, sentra produksi) ke outlet
(jalan poros desa lain/ jalan dengan fungsi lebih tinggi/ sungai/ laut/
ferry).

4) Diprioritaskan untuk infrastruktur jalan dan jembatan pedesaan yang
memiliki nilai pelayanan ekonomi yang tinggi.

5) Kontruksi sederhana dengan mempertimbangkan sumber daya
setempat (tenaga kerja, material, peralatan dan teknologi) sehingpa
mampu dilaksanakan oleh LKD

6) Kontruksi jalan dan jembatan harus _memenuhi standar teknis
sebagaimana diatur dalam Panduan Teknis PNPM PISEW.

b. Tambatan Perahu

1) Pembangunan baru, peningkatan atau rehabilitasi Tambatan Perahu
termasuk di dalamfiya jalan penghubung antara tambatan perahu
dengan perumahin dan permukiman.

2) Kontruksi ~Tambatan Perahu harus memenuhi standar teknis
sebagaimana diatur dalam Panduan Teknis PNPM PISEW.

3. Kriteria infrastruktur untuk Peningkatan Produksi Pertanian
Pembangunan baru, peningkatan atau rehabilitasi irigasi pedesaan
berupa irigasi pedesaan, embung, bendung sederhana atau air tanah/ mata air,
yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri, dilakukan dengan kriteria-
kriteria sebagai berikut :

a. Luas areal dacrah irigasi pedesaan maksimal 100 hektar
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b. Kontruksi sederhana dengan mempertimbangkan sumber daya setempat
(tenaga kerja, material, peralatan dan teknologi) sehingga mampu
dilaksanakan oleh LKD.

c. Bukan bagian dari irigasi teknis atau ingasi yang telah masuk dalam
inventarisasi DPU Pengairan.

d. Jenis infrastruktur yang boleh dilaksanakan terdiri atas bangunan
pengambilan, saluran, bangunan bagi dan bangunan pelengkap

e. Kontruksi memenuhi standar teknis sebagaimana diatuf dalam Panduan
Teknis PNPM PISEW

4. Kiriteria Infrastruktur untuk Pemasaran Pertadian/ Pasar Desa

Pembangunan baru, peningkatan atéu rehabilitasi pasar desa untuk

pemasaran pertanian dapat berupa‘bangunan pasar desa, gudang, lantai jemur,
dan jenis infrastruktur lain” yang mendukung pemasaran produk pertanian,
dilakukan dengan kriterta-kriteria yaitu diperuntukan bagi desa dengan
dominasi mata percabdrian penduduk sebagail petani yang belum memiliki
infrastruktar \unfuk pemasaran pertanian atau dalam kondisi tidak bisa
berfungsi)secara optimal.

5. Kiriteria Pembangunan Air Bersith dan Sanitasi

a. Pembangunan baru, peningkatan dan rehabilitasi pembangunan air minum
berupa sumur gali, swnur pompa tangan, penangkapan mata air,

penampungan air hujan, pengelolaan air permukaan, instalasi pengolahan
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air sederhana, Hidran Umum/ HU, dilakukan dengan kriteria-kriteria

sehagai berikut :

1) Diperluan bagi masyarakat miskin yang rawan air minum, yaitu desa
yang air tanah dangkalnya tidak baik minum karena payau/ asin atau
langka dan selalu mengalami kekeringan pada musim kemarau.

2) Memtiliki cakupan pelayanan yang luas (jumlah jiwa calon pengguna)

3) Sesuai dengan kebutuhan dan kondisi/ karateristik setempat.

b. Sanitasi Pedesaan

Pembangunan baru, peningkatan dan rehabilitasi sanifasi pedesaan berupa

sarana MCK dan drainase dilakukan ‘dengan kriteria-kriteria sebagai

berikut :

1) Diperuntukan pada masydrakat miskin dengan kondisi sanitasi
lingkungan buruk

2) Lokasi/ kawasan yang rawan air bersih

3) Memilikicakupan pelayanan yang luas (jumlah jiwa calon pengguna).

4) Dampak lingkungan yang ditimbutkan adalah yang paling minimum

5), Higienis dan mudah dalam pemeliharaannya, dalam arti masyarakat
dapat melakukannya secara mandiri.

6. Kriteria Sarana Pendidikan
Peningkatan dan rehabilitasi sarana Sekolah Dasar dan sekolah
Menengah Pertama dengan prioritas untuk sekolah dasar dilakukan dengan

kriteria-kriteria sebagai berikut :
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a. Dapat berupa rehabilitasi dan atau pembangunan baru atau penambahan
kelas, pengadaan meja dan kursi, kamar manndi dan WC, air bersih dan
bangunan penunjang lainnya.

b. Tidak boleh untuk membangun sekolah baru, insentif pengajar, pembelian
alat tulis dan buku.

c. Diprioritaskan pada sekolah dengan kondisi buruk dan atau di kawasan
penduduk miskin, atau tidak didapatkan sekolah negeri atau milik
yayasan di wilayah tersebut.

d. Kontruksi memenuhi standar teknis sebagaimana di atur dalam Panduan
Teknis PNPM PISEW atau standar{ percncanaan kontruksi yang
ditentukan pleh instansi terkait (Kerhentrian Pekerjaan Umum) |

e. Tidak diperbolehkan untuk mefbangun sckolah swasta milik pribadi
perorangan kecuali dalafrikondisi sesuai kriteria pada poin 3 (tiga).

7. Kriteria Infrastruktur untuk/Sarana Kesehatan
Pembangunan atau rehabilitasi untuk Polindes/ Poskesdes, Posyandu
dan Rumah“Singgah serta rehabilitasi untuk Puskesmas dan Puskesmas

Pembanty berupa sarana penunjang seperti ruang perawatan, ruang periksa,

pengadaan meja dan kursi, kamar mandi, dan WC, air bersih atau bangunan

penunjang lainnya sesuai dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

a. Hanya untuk fasilitas non medis, tidak boleh untuk insentif paramedik,

pengadaan obat-obatan dan alat-alat kedokteran
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b. Diprioritaskan pada wilayah rawan penyakit atau tingkat prevalensi
penyakit tinggi
c. Memiliki cakupan pelayanan yang luas (jumlah penduduk pengguna) dan
kawasan penduduk miskin dan atau aturan perencanaan dan kebijakan
instansi terkait (Kementrian Kesehatan).
Selanjutnya oleh karena LKD ini merupakan organisasi yang dasar
pembentukannya bersifat mandiri, sukarela, terbuka, transparan dan kemitraan

maka untuk penjelasan selanjutnya dibutuhkan beberapa konsep teori antara lain :

A. Kajian Teori
1. Good Governance

United Nations Developmerit ) Programe (UNDP) mendefinisikan
governance sebagai “ the exercise of political, economic and administrative
authority to manage .4, nation’s affair at all levels”. Menurut definisi ini
governance mempuriyal tiga kaki (three legs), yaitu economic, political dan
administrative\ _Ecomonics governance melipuli proses-proses pembuatan
keputusan {decision making processes) yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di
dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. FEconomic
governance mempunyai implikasi terhadap equity, poverty dan quality of life.
Political governance adalah proses-proses pembuatan keputusan untuk
formulasi kebijakan, sedangkan administrative governance adalah sistem

implementasi proses kebijakan. Oleh karena itu institusi dari govermance
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meliputi tiga domain, yaitu state { negara atau pemerintahan), private sector
(sektor swasta atau dunia usaha) dan sociefy (masyarakat), yang saling
berinteraksi dan menjalankan fungsinya masimg-masing (LAN, 2000:5).
Konsep good governance sejak tahun 1991 dipromosikan oleh
beberapa agensi multilateral dan bilateral seperti JICA, OECD, GTZ (Keban;
2000: 52). Mereka memberikan tekanan pada beberapa indikator, antara lain:
(1) demokrasi, desentralisasi dan peningkatan kemampuan pemerintah; (2)
hormat terhadap hak asasi manusia dan kepatuhan te¢hadap” hukum yang
berlaku; (3) partisipasi rakyat: (4) efisiensi, akuntabilitas” transparansi dalam
pemerintah dan administrasi publik; (5) pengutrangan anggaran militer, dan (6)
tata ekonomi yang berorientasi pasar. OECIDvdan World Bank (LAN; 2000:6)
memsinonimkan good governane€ ) dengan penyelenggara manajemen
pembangunan yang solid_“dan ' bertanggungjawab yang sejalan dengan
demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokast dana investasi yang
langka. Dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif,
menjalankanmdisiplth anggaran seria penciptaan legal and political frameworks
bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Sedangkan UNDP (Widodo,
2001:24) dalam workshop yang diselenggarakannya menyimpulkan “that good
governance system are participatory, implying that all members of governance
institutions have a voice in influencing decision making “ Namun dalam

perkembangan berikutnya lembaga ini memberikan definisi good governance
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sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta
dan masyarakat (society).

Lembaga Administrasi Negara (2000:6) mendefinisikan good
governance sebagali penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan
bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga “kesinergisan™
interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan
masyarakat (society). Pada tataran ini, good governance berorientasi pada 2
(dua) hal pokok, yakni: Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada
pencapaian tujuan nasional. Pada tataran ini, good goverrance mengacu pada
demokratisasi  dalam  kehidupan bemegara._ “dengan elemen-elemen
konstituennya, seperti legitimacy, accountability, scuring of human right,
autonomy and devolution of power.dan assurance of civilion control; kedua,
pemerintahan yang berfungsi/Secaraideal yaitu secara efektif dan cfisien dalam
melakukan upaya mencdpai tujuan nasional. Dalam konteks ini, good
governance tergarfturig, pada sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan
administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Dari ‘beberapa pengertian good governance di atas, maka dapat
diidentifikasi indikator-indikator vang terkandung didalamnya. UNDP (LAN;
2000:7) mengajukan karakteristik good governance, sebagai berikut:

1. Participation; Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan
keputusan, baik secara langsung maupun secara intermediasi institusi

legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun
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atas dasar keabsahan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara
konstruktif.

2. Rule of law; kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang
bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia.

3. Transparancy; Transparansi dibangun atas dasar keabsahan arus informasi.
Proses-proses, lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima
oleh mereka yang membutuhkan.

4. Responsive, Lembaga-lembaga dan proses-proses haru§ mencoba untuk
melayani setiap stakeholders.

5. Consensus Orientation; Good governancé_ menjadi perantara kepentingan
yang berbeda untuk memperoieh pilihan/terbaik bagi kepentingan yang
lebih juas, baik dalam kebijakan~"kebijakan maupun prosedur-prosedur.

6. Equity, semua warga negdra, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai
kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

7. Effeciiveness ‘ond. “effeciency; Proses-proses dan lembaga-lembaga
menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan
menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

8. Acuntability, Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta
dan masyarakat (civil society) bertanggungjawab kepada publik dan
lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada
organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut

untuk kepentingan internal dan eksternal organisasi.
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9. Strategic vision; Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif
good governance dan pengembangan yang luas dan jauh ke depan sejalan
dengan apa yang dipertukan untuk pembangunan seracam ini.

Sementara itu, United Nations {(Keban; 2000, 52) merumuskan
indikator good governance yang meliputi: (1) kernampuan, yaitu kemampuan
yang cukup untuk melaksanakan kebijakan dan fungsi-fungsi pemerintah,
termasuk sistem administrasi publik efektif dan responsif; (2) akuntabilitas
dalam kegiatan pemerintah dan transparan dalam pengarhbilan keputusan; (3)
partisipasi dalam proses demokrasi, dengan memanfaatkan sumber informasi
dan publik dan dari swasta; (4) perhatian terhadap.pemerataan dan kemiskinan;
dan (5) komitmen terhadap kebijakan ekénorni’yang berorientasi kepada pasar.

Memahami governance adalah)bagaimana memahami integrasi peran
agen pembangunan; pemeririiah (birokrasi), pihak swasta dan civil society.
Lembaga pemerintah hards imampue menciptakan lingkungan ekonomi, sosial
budaya, politik dan” hukum serta keamanan yang kondusif. Pihak swasta
berperan positif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan
memperluas “lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, sedangkan civil
society harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktivitas
perekonomian, sosial, politik terimasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap
jalannya aktivitas-aktivitas tersebut. Sehingga pemahaman geod governance
adalah terjadinya hubungan yang sinergis dan kontruktif di antara aktor-aktor

birokrasi, pihak swasta dan masyarakat. Hubungan yang sinergis dan kontruktif
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akan terjadi manakala ada pengerahan sumber daya yang optimal dan potensial
yang dimiliki oleh masing-masing aktor (agen) pembangunan tersebut atas
dasar kesadaran dan kesepakatan bersama terhadap visi yang ingin dicapai
dalam pelayanan publik (Suharyanto, 2005: 86-87) .

Dalam menciptakan good governance di suatu negara hendaknya
mampu mendekatkan antara unsur pemerintah, unsur swasta maupun
masyarakat. Pemerintah hendaknya menyerahkan sebagian dari kekuasaannya
kepada swasta dan masyarakat, sehingga keduanya dapat fnengambil porsi yang
tepat dalam pembangunan melalui kemitraan angara, pemerintah, swasta dan
masyarakat. Hubungan sinergis antara mas¢arakat, pemerintah dan swasta
menjadi bagian penting dalam good governaice tersebut. Menurut Sulistiyani
(2004:76) pemerintah diposisikan sebagai Tasilitator atau katalisator, sedangkan
tugas untuk pembangunan m€hjadi tanggung jawab seluruh komponen Negara
termasuk dunia usaha, ‘dan ‘masyarakat. Bentuk ideal relasi yang ingin
diwujudkan adalah/ Kemitraan” antara pemerintah, masyarakat, swasta,
organisasi massa, ‘organisasi politik, organisasi profest dan LSM. Dengan
demikian konsep good governance merujuk pada tiga pilar utama, yaitu public
governance, corporate governance dan civil society.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa wujud good governance
adalah merujuk kepada sebuah proses pembuatan kebijkan dan proses dimana
kebijakan tersebut dilaksanakan yang melibatkan baik Negara (pemerintah),

sektor swasta maupun masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan
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kebijakan tersebut (Eko Prasojo, et.al). Disini dapat terlihat adanya interaksi
antar sektor tersebut dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan

sebagaimana dapat digambarkan sebagai berikut :

Masya-
Negara rakat

Sektor
Negara

Sumber : Buku Pemenntdhan Waerah, 2007
Gambar 2.1 Keseynbangan Tiga Unsur

2. Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan  penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari konteks
pembangunan.masvafakat. Menurut Korten (Sulistiyani; 2004: 37) terdapat dua
pendekatain dalam pembangunan, yakni Top-down dan Button Up. Pendekatan
top-dowr merupakan bentuk blue print strategi (cetak biru) merupakan
pendekatan yang bersumber pada pemerintah, dengan demikian masyarakat
hanyalah sebagai obyek pembangunan semata Sedangkan bottom up
merupakan strategi pembangunan yang memposisikan rakyat sebagai pusat

pembangunan atau pusat perubahan sehingga terlibat dalam proses perencanaan
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sampai people centered development. Lebih lanjut Korten (Hum; 2008:84)
menegaskan bahwa kegagalan model pembangunan di negara-negara
berkembang seperti model pembangunan community development dan model
partisipasi kebanyakan disebabkan karena model tersebut tidak memberikan
kesempatan kepada rakyat miskin ikut dalam proses pengambilan keputusan
yang menyangkut pemilihan, perencanaan, pelaksanaan terhadap program
pembangunan. Dengan kata lain masyarakat miskin pada khususnya hanya
dianggap sebagai objek dari pembangunan itu sendir.

Menurut Sulistiyani (2004:38-40), kelemahan yang paling menonjol
adalah mematikan inisiatif dan kreativitas masyarakat. Bentuk penyeragaman
kegiatan melatui pendekataan pembangunan’ini juga menimbulkan banyak
masalah. Cara pandang yang kaku telalh mengabaikan kekhususan wilayah dan
masyarakat. Dengan demikian peridekatan ini tidak memperhatikan aspek
sosial budaya, perbedaanpotlensi wilayah, kemampuan sumber daya manusia,
sehingga program /pembangunan sampai dengan bentuk kegiatan dibuat
seragam (sama) untuk semua wilayah.

Konsep pemberdayaan sesungguhnya merupakan visualisasi dari
pendekatan bottom-up. Sebelumnya  konsep pemberdayaan dikalangan
pemerintah akrab dikenal dengan pembangunan partisipatif. Akan tetapi karena
idealnya pekerjaan yang harus dilakukan oleh masyarakat, justru menimbulkan
masalah juga. Masyarakat belum seluruhnya memiliki perilaku peduli dan

inisiatif serta kemampuan yang memadai. Sebagian besar masyarakat Indonesia
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masih berkiblat pada perintah, sehingga tinggal menjadi pelaksana saja, bukan
menjadi konseptor. Kondisi tersebut tampaknya begitu mengakar, akibatnya
internalisasi nilai-nilai pembangunan yang sudah berlangsung puluhan tahun.
Sepertinya nilai tersebut telah mengkristal dan tertanam di hati masyarakat,
bahwa program dari pemerintah adalah merupakan suatu given saja, oleh
karena itu masyarakat diterima sebagai suatu pemberian yang harus diterima
apa adanya (taken for granted). Program-program pembangunan dikemas
sedemikian rupa sebagai barang jadi dan masyarakat tinggal menerima apa
adanya saja.

Pendekatan pembangunan yang dipandang lebih relevan dalam
melakukan pembangunan di Indonesia adalalipendekatan campuran atau model
campuran (mix model) antara pendekatan dan atas dan pendekatan dari bawah.
Bentuk outentik dari pendeKatan'im adalah bahwa konsep umum program
pembangunan telah dibuat oleh decision maker. Dengan demikian hasil
kebijakan pembarigunan adalah berupa pelicy yang masih bersifat umum.
Sedangkan pihak pemerintah daerah dapat menginterpretasikan pelicy tersebut
untuk <kepentingan lokal, yang mungkin sifatnya spesifik dan kasuistik.
Interpretasi tersebut tertuang ke dalam policy guidelines yang merupakan hasil
kerjasama dengan masyarakat, perguruan tinggi, NGO, organisasi massa atau
kelompok pengembang swadaya masyarakat yang lain.

Konsep pemberdayaan masyarakat mepurut Pranaka dan Priyono

(1996) dapat dilakukan dalam 3 (tiga) fase, yaitu fase inisial, fase partisipatoris
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dan fase emansipatoris. Pada fase inisial, semua proses pemberdayaan berasal
dari pemerintah, oleh pemerintah dan diperuntukan bagi rakyat. Pada fase ini
rakyat bersifat pasif, melaksanakan apa yang direncanakan pemerintah dan
tetap tergantung kepada pemerintah. Pada fase partisipatoris, proses
pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah
bersama masyarakat, dan diperuntukan bagi rakyat. Pada fase ini masyarakat
sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju
kemandirian. Kemudian ketika fase emansipatoris, proses pemberdayaan
berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat deéngan dukungan oleh
pemierintah. Pada fase ini masyarakat sudah”mené¢mukan kekuatan dirinya,
sehingga dapat melakukan pembaharuan dalam/mengaktualisasikan diri.
Pemberdayaan masyarakat (seharusnya mempunyai nilai kesetaraan,
bahwa masyarakat juga haru$, diberi kesempatan dalam proses pengambilan
keputusan mulai dard~"t2hap identifikasi, perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, moniforing dan evaluasi, sehingga masyarakat dapat memelihara
keberlanjutan‘kegiatan dan dapat mempertanggungjawabkan secara terbuka apa
yang telah " diputuskan bersama. Pembangunan yang berorientasi pada
masyarakat semestinya memberikan kesempatan kepada setiap anggota
masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan dengan
mendapatkan kesempatan yang sama dan menikmati hasil pembangunan
tersebut. Syarat dari keikutsertaan seluruh anggota masyarakat, selain peluang

dan akses yang sama. Konsekuensinya masyarakat harus berdaya untuk
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berperan serta dalam pembangunan. Maka adalah sebuah keharusan memulai
konsep pembangunan tersebut dengan apa yang dinamakan dengan
pemberdayaan masyarakat.

Untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berdaya perlu
sekiranya dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat yang lebih komprehensif
serta berorientasi jauh kedepan dan berkelanjutan (sustainable). Pemberdayaan
yang harus dilakukan adalah bagaimana pemerintah dan stakeholders lainnya
mampu bersinergi dalam merencanakan program, ¢ melaksanakan dan
mengawast.

Menciptakan masyarakat berdaya /mendju masyarakat mandirni
merupakan tanggung jawab bersama (anfard” pemerintah, swasta maupun
masyarakat melalui mekanisme kerhitraan yang serasi dan seimbang. Ide dasar
kemitraan tersebut dimunculkéan sebagai kritik pendekatan pembangunan yang
bersifat fop-down, yang.keémudian memposisikan pemerintah scbagai aktor
dominan, dan membiarkan sikap keacu tak acuhan pihak swasta terhadap
proses pembérdayaan kaum lemah (Sulastiyam, 2004:193).

Dar1s berbagai macam konsep tentang pemberdayaan masyarakat
tersebut, maka yang dapat digunakan untuk membantu dalam membahas
‘masalah pemberdayaan adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat dilihat
sebagai pemberian daya kepada masyarakat, karena pada hakekatnya
pemberdayaan masyarakat merupakan penciptaan suasana atau kondisi yang

memudahkan kemungkinan potensi masyarakat untuk dapat berkembang. Hal
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ini didasari pada logika bahwa tidak ada manusia atau masyarakat yang tidak
memiliki daya. Hanya saja manusia tersebut dapat saja belum memahami akan
kemampuan atau daya yang dimilikinya, atau apabila masyarakat menyadar
daya yang dimiliki maka mungkin saja daya tersebut dirasakan belum mampu
untuk dikembangkan secara mandiri. Bila asumsi imi yang berkembang maka,
menurut (Sulistiyani : 2004), pemberdayaan dapat dikatakan upaya untuk
membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan
kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengeémbangkannya

sehingga mengantarkan pada proses kemandirian.

3. Kemitraan

Menurut Sulistivani (2004:129-130), kemitraan dilihat dari perspektif
etimologis kemitraan diadaptasi dari Kata partmership dan berasal dari asal kata
partner. Partner dapal.~diterjemahkan “pasangan jodoh, sekutu atau
kompanyon” sedangkans partnership diterjemahkan menjadi persekutuan atau
perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu
bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan
kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau
tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Bertolak dan
pengertian tersebut, maka faktor terbentuknya kemitraan apabila memenuhi

persyaratan sebagai berikut: (1) ada dua pihak atau lebih; (2) memiliki
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kesamaan visi dalam mencapai tujuan; (3) ada kesepakaian; (4) saling
membutuhkan.

Misi utama dari kemitraan adalah membantu memecahkan
permasalahan ketimpangan dalam kesempatan berusaha, ketimpangan
pendapatan, dan ketimpangan antar wilayah yang dibangun atas landasan saling
membutuhkan, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan fungsi dan
tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan dan proporsi masing-masing
terlibat. Terjadi pooling of resources atan penggabungan sumberdaya, sumber
dana, sumber informasi untuk mendapatkan kombinasi terbaik agar memberi
nilai tambah (sinergi) dalam kemitraan.

Kemitraan dapat diartikan sebagai bentuk atau usaha bersama sektor
publik dan private untuk mencapdtuwjuan bersama. Dimana sektor publik
menunjuk pada instansi nef, pemerintah atan kelompok tertentu dalam
masyarakat. Kemitraan dapat diartikan sebagai aktivitas bersama diantara
kelompok yang bérkepentingan berdasarkan pada pengenalan kekuatan dan
kelemahan masing-masing, dan mencapai tujuan yang disepakati bersama yang
dikembangkan'melalui komunikasi yang efektif dan tepat waktu.

Berkowitz (2000:67-72), menyatakan bahwa kolaborasi adalah metode
yang digunakan oleh organisasi atau individu yang bergabung bersama untuk
meningkatkan kemampuan dari terbatasnya sumber daya organisasi melalui: (1)
memperbaiki atau mengembangkan keuntungan dari suatu kegiatan melalui

usaha bersama; (2) proses membangun hubungan dari svatu kegiatan melalui
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usaha kekuasan dalam mengambil keputusan; dan (3) saling tukar informasi,
membagi sumber daya dan mengembangkan kapasitas untuk keuntungan
bersama dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama.

Padget & Berkowitz, (2004:251-257) menyatakan kolaborasi adalah
individu dan kelompok yang bekerjasama untuk keuntungan bersama dengan
mengutamakan hubungan horizontal dari hirarki. Koalisi menunjuk lebih
khusus kepada kelompok yang bekerja sama dari pada individu. Selanjutnya,
kemitraan menjangkau lintas sektoral meliputi batasan\/yang luas dari
pemerintah. Kemitraan kolaborasi merefleksikan praktek Kerjasama di antara
pemerintah dan mitra kerja yang berkerjasama.

Berdasarkan definisi tersebut, <(kefitraan merupakan suatu upaya
kolaboratif yang terus menerus giinayméncapai tujuan bersama. Kemitraan
merupakan kerjasama di antafa dua-atau lebih pihak (komponen) yang saling
terkait dan bekerjasama sebagal mitra dan sebagai perwujudan usaha bersama
dan dengan adanya komitmen bersama. Kemitraan mengandung unsur-unsur
sebagai berikut:

1. Terdapat dua atau lebih pihak (komponen) yang terlibat yakni pemerintah,
swasta dan masyarakat.

2. Keduanya bekerjasama sebagai mitra, dalam hal ini tidak ada yang sifatnya
membawahi pihak lain.

3. Adanya tujuan bersama berdasarkan komitmen yang hendak dicapai.

4. Setiap pihak memiliki tanggung jawab sendiri.
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5. Setiap pihak memberikan input berupa finansial, teknologi, pengetahuan
atau sumber lainnya dalam sebuah proses pembelajaran.

Pola kemitraan tersebut memerlukan upaya yang efektif untuk
mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan/ ditentukan sebelumnya.
Konsep dan pengertian kemitraan yang dimaksudkan adalah keterkaitan pihak
pemerintah, masyarakat, swasta atau kelompok peduli lainnya untuk ikut
melakukan pelayanan urusan publik, ikut melayani tugas-tugas pelayanan yang
biasa dilaksanakan oleh pemerintah dan menjadi tanggung javab pemerintah.

Menurut Dwiyanto, (1996:17) dalam pola kemitraan pemerintah,
masyarakat dan swasta bisa melakukan pembagian kerja yang wajar dan saling
melengkapi sesuai dengan kapasitas dan fungsifiya masing-masing. Pemerintah
biasa memusatkan perannya sebdgai, regulator, fasilitator dan promotor
penyelenggaraan pelayanan publik.” Swasta karena kemampuannya dalam
memberi respon terhadap-kébutihan masyarakat secara cepat dan efisien biasa
lebih banyak dilibdtkan dalam kegiatan operasional terutama dalam produksi
dan distribusi‘pelayanan publik. Untuk pelayanan publik tertentu yang bersifat
lokal, unik dan spesifik maka masyarakat akan bisa berperan secara efektif
dibandingkan dengan pemerintah dan perusahaan bisnis.

Lebih lanjut Dwiyanto mengatakan, bahwa birokrasi pemerintah akan
kehilangan peranan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kendatipun
dalam proses produksi dan distribusi pelayanan publik perannya semakin

berkurang, namun secara kualitatif peranan pemerintah justru semakin penting.
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Pemerintah tetap memegang kekuasaan penting tetrutama dalam penentuan
kebijakan dan prioritas pelayanan. Standar pelayanan dan pemantauan
performasi scktor swasta. Hanya untuk pelayanan tertentu yang memegang
sangat vital kedudukannya bagi kepentingan negara dan masyarakat banyak,
birokrasi pemerintah perlu terlibat dalam penyelenggaraannya. Namun
demikian, keterlibatan birokrasi pemerintah dalam penyelenggaraan suatu
pelayanan publik, tidak berarti bahwa mereka perlu diberi monopoli.
Kemungkinan untuk melibatkan swasta untuk berkompetisi‘dengan birokrasi
pemerintah sebaiknya selalu terbuka. Sektor swasta ‘dalam hal ini tidak saja
perusahaan swasta atau dunia usaha tetapiJupa kelompok — kelompok
masyarakat lainnya non pemerintah afaw, nont birokrasi seperti LSM, NGO,
LKD, Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga swasta lainnya yang mempunyai
kepedulian terhadap penanggulangan kemiskinan.

Kemitraan bukanlah/seékedar sekumpulan aturan main yang tertulis dan
formal atau suatud kéntrak kerja melainkan Iebih menunjukkan perilaku
hubungan_yang\beérsifat intim antara dua pihak atau lebih di mana masing-
masing‘pibak membantu untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Wilson dan
Wilson (1994:95) kemitraan sckurang-kurangnya memiliki sifat-sifat dasar
sebagai berikut:

1. Lebih bersifat jangka panjang bukan sekedar hubungan sesaat oleh sebab
tujuan-tujuan yang ingin dicapat biasanya lebih mendasar, disamping itu

hubungan sesaat tidak dapat membangun relasi yang mendalam.
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2, Lebih difokuskan pada pemecahan persoalan bersama untuk mencapai
tujuan bersama bukan sekedar menjual suatu produk (barang atau Jasa).

3. Didasarkan atas nilai-nilai tuhur seperti lazimnya suatu kenjasama seperti
kejujuran, keterbukaan, saling percaya, saling memperhatikan, kesetaraan
dan sebagainya.

4. Saling bergantung dimana tiap pihak sesuai peran dan fungsi masing-
masing saling membutuhkan dan dibutuhkan agar tercapai tujuan bersama.

Selain sifat dasar tersebut kemitraan merupakan_jalinan kerjasama
antara kedua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan di-thana pihak-pihak yang
bermitra mempunyai kedudukan yang sejajar (@qual standing). Selain itu juga
proses kemitraan akan terjadi dan benar-benar dapat disebut kemitraan épabila
kedua pihak saling membutuhkan,/ Saling melengkapl/ mengisi, saling
menguntungkan, saling menghormati, saling memberi kepercayaan dan saling
memperkuat,

Kemitraan(sast ini diperlukan dan menjadi suatu kebutuhan terutama
dalam program. pemberdayaan masyarakat. Ada tiga alasan menurut Linton
(dalamm\Parwoto, 2006) dianggap penting: (1) persoalan yang dihadapi oleh
semua pihak (stakeholder), para pelaku pembangunan (sektor swasta dan
masyarakat) dan penyelenggara pembangunan (pemerintah) sudah sangat
kompleks dan kronis sehingga tidak ada satu pihakpun yang mengklaim
memahami persoalan yang dibadapi oleh pihak lain. Akibatnya tindakan

sepihak/ disclesaikan secara sepihak saja tidak lagi memadai, termasuk
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misalnya meningkatkan pelayanan saja. Diperlukan kerjasama atau bentuk
hubungan baru antar pihak (penyelenggara dan pelaku pembangunan) yang
lebih intim untuk bersama-sama memecahkan persoalan bersama yang sudah
kronis tersebut untuk mencapai tujaun bersama pula; (2) pergeseran posisi
utama dari pemerintah dan swasta (sebagai pemasok) ke masyarakat. Ini berarti
masyarakatlah yang kini menentukan apa yang perlu dan bagaimana dipasok.
Seringkali tuntutan masyarakat tidak mampu lagi dipenuhi oleh pasokan
konvensional; (3) Keterbatasan sumberdaya di semua_pihak baik pihak
pemerintah sebagai penyelenggara pembangunamy maupun di pihak pelaku
pembangunan lainnya; swasta maupun masyarakat, sehingga perfu dilakukan
sinergi untuk mencapai tujuan bersama? Keterbatasan sumberdaya dapat dilihat
dari dua sist; pertama, dari sisi_kélangkaan dapat diartikan (i) keterbatasan
ketersediaan sumberdaya yang ~dibutuhkan oleh semua pihak, artinya
sumberdaya yang tersedia tefbatas yang membutuhkan banyak, sehingga setiap
penggunaan oleh, satu/pihak akan berpengaruh pada pihak lain. Jadi perlu ada
kerjasama baru, yang lebih konseptual dan mendasar atau (ii) keterbatasan
dalam“art) tiap pihak menguasai sumberdaya yang sama secara terbatas
sehingga untuk memproduksi sesuatu perlu kerjasama yang lebih konseptual
sechingga tercapai sinergi. Kedua, dan sisi penyebaran diartikan bahwa tiap
pihak hanya menguasai satu atau dua jenis sumberdaya saja ( dana saja, tanah
saja atau tenaga kerja saja) sehingga untuk menghasilkan sesuatu perlu

keterlibatan semua pihak yang menguasai sumberdaya yang berbeda. Dengan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



42
13/40951.pdf

demikian maka yang dibutuhkan bentuk kerjasama baru yaitu kemitraan
bersifat jangka panjang, berorientasi pada pemecahan persoalan bersama,
didasarkan nilai-nilai fuhur dan tercapainya saling ketergantungan.

Lebih lanjut Parwoto mengatakan, agar kemitraan seperti tersebut di
atas dapat berjalan maka penerapan kemitraan harus mengikuti prinsip-prinsip
dasar sebagai berikut: (1) Partisipasi/ Participation (P), semua pihak memiliki
kesempatan yang sama untuk menyatakan pendapat, memutuskan hal-hai yang
berlangsung menyangkut nasibnya dan bertanggungjawab atas semua
keputusan yang telah disepakati bersama. Dalam melaksanakan partisipasi
maka semua pihak harus memperhatikan kétepatan waktu atau momentum
arlinya partisipasi harus tepat waktw/ ‘puckual (P), sehingga terjadi
singkronisast, (2) akseptasi/ acceptable/(A), kehadiran tiap pihak diterima oleh
pihak lain apa adanya dan dalam kesetaraan. Ini juga berarti bahwa tiap pihak
lain apa adanya' dandatami kesetaraan. Ini juga berarti bahwa tiap pihak
memiliki fungsi masing-masing dan di dalam fungsi masing-masing tersebutlah
terjadi kesetaraan, Agar tiap pihak dapat diterima oleh pihak lain maka kepada
tiap pihak /dituntut untuk bersikap bertanggung jawab atau dapat diandalkan
atau bersifat tanggung gugat/ collaboration (C); (3) komunikasy
communication (C), masing-masing pihak harus mau dan mampu
mngkomunikasikan dirinya beserta rencana kerjanya sehingga dapat dilakukan
koordinasi dan sinergi. Untuk itu tiap pthak dituntut untuk mau meleburkan

dirinya menjadi satu kesatuan/ collaboration (C); (4) percaya/ trust (1),
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masing-masing pihak harus dapat mempercayai dan dipercaya atau saling
percaya karena tidak mungkin suatu hubungan kerjasama yang intim dibangun
di atas kecurigaan atau saling tidak percaya. Untuk itu tiap pihak dituntut untuk
berani bersikap terbuka/ fransparant (T); (5) berbagi/ share (S), masing-masing
harus mampu membagikan dirinya dan miliknya (time freasture and talents)
untuk mencapai tujuan bersama dan bukan satu pihak saja yang harus
berkorban atau memberikan segalanya sehingga tidak lagi proporsional. Dalam
prinsip berbagi ini juga mengandung arti penyerahan/ sybmit (put under control
of another- S) artinya tiap pihak disamping siap membcri juga siap menerima
pendapat orang lain termasuk dikritik.

Menurut Kooiman (dalam Isele, 2006:167) kemitraan merupakan
jawaban alternatif untuk menerobos berbagai kebuntuan dengan kesadaran
bahwa, pertama, kebijakan publik seyogyanya melibatkan semua stakeholders,
baik pemenintah, kalarmrgan swasta, maupun masyarakat sipil; kedua, masing-
masing aktor tersebut memiliki karakteristik tersendini yang ditandat oleh
berbagai kéterbatasan di satu sist serta keunggulan di sisi lain sehingga
interaksi yang komplementer merupakan prasyarat bagi keberhasilan integrasi
energy; dan ketiga, kemitraan merupakan pilar penting bagi pembentukan good
governance, atau sebagaimana dinyatakan beberapa analis, kemitraan
merupakan salah satu cin khas penting dari model new governance.

Salah satu prasyarat kunci bagi bekerjanya kemitraan adalah

kesetaraan dalam pengambilan keputusan, pemilikan sumberdaya, akses
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informasi dan sebagainya. Dominasi salah satu pihak hanya akan berakibat

pada penarikan diri pihak lain. Selain persyaratan tersebut, pengalaman di

beberapa Negara yang sudah dan sedang mengembangkan program-program

kemitraan memberikan pelajaran penting bahwa kemitraan hanya akan efektif
dan berkelanjutan jika terdapat visi bersama, kejelasan visi, sense of purpose,
adanya kepemimpinan yang efektif yang dapat menjamin tercapainya
keuntungan kolaboratif, akuntabilitas mutal dan multi arah, interdependensi dan
komplementaritas, adanya proses pembelajaran bersama,’ serta kesetaraan
kekuasaan. Demikian halnya saling percaya, saling\menghargai, kredibilitas
dan kompetensi semua partisipan dan kommsiikasi yang partisipatoris dan

sejajar (Lele, 2006:168).

Menurut Mohr dan Spekman (1994: 132-135) ada 3 faktor yang
berhubungan dengan keberhasilan kemitran, yaitu :

1. Kepercayaan, magyarakat” sebagai kelompok sasaran diberi kepercayaan
memilth dan “menentukan jemis kegiatan yang sesuai dengan potensi
wilayah,\masalah yang dihadapi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
itu'sendiri, produktif dan bekelanjutan. Suatu kemitraan tidak akan berhasil
kecuali bila ada kepercayaan timbal balik antara pthak yag bermitra dan
kepercayaan ini akan tercapai bila masing-masing mitra bertindak secara
konsisten terhadap sasaran hasil yang dituju. Dengan adanya kepercayaan
yang timbal balik dan saling terbuka antara pihak yang bermitra akan

meningkatkan kemampuan beradaptasi dan saling tukar menukar informasi
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untuk memecahkan permasalahan secara bersama-sama untuk mencapai
hasil yang lebih baik.

2. Komitmen jangka panjang, komitmen jangka panjang antar mitra dapat
ditunjukkan dengan adanya kesediaan mitra untuk dilibatkan dan secara
terus menerus bersama-sama dalam memecahkan masalah yang tidak
diantisipasi sebelumnya. Dengan adanya komitmen dalam hubungan
kemitraan diharapkan terjadi keseimbangan pencapaian sasaran jangka
pendek dan sasaran jangka panjang dari masing-masing mitra dan
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara\befsama-sama tanpa ada
rasa takut akan perilaku oportunitis.

3. Komunikasi yang efektif, dikarendkan ‘0leh adanya perbedaaan budaya,
tyjuan, sasaran akhir yang dikehendaki oleh masing-masing pihak yang
bermitra akan terjadi konilik 'dan mengakibatkan terjadinya pertentangan
dalam hubungan .antar mitra. Komunikasi yang efektif akan membantu
meminimalkan Kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan pihak yang
bermitrdy, Termasuk didalamnya pembentukan saluran komunikasi yang
efékiif) vang dapat digunakan untuk memotivasi anggota mitra ikut
berpartisipasi dalam perencanaan, menentukan sasaran akhir dan usaha
korporasi untuk menciptakan harapan yang sesuai.

Menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 1997:71-81), untuk dapat
mengimplementasikan kebijakan kemitraan maka diperlukan beberapa

persyaratan, antara lain (1) kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/
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Instansi pelaksana; (2) tersedia waktu dan sumber daya; (3) keterpaduan
sumberdaya yang diperlukan; (4) implementasi didasarkan pada hubungan
kausalitas yang handal; (5) hubungan kausalitas bersitat langsung dan hanya
sedikit mata rantai penghubung; (6) hubungan ketergantungan harus dapat
diminimalkan; (7) kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan; (8)
tugas-tugas terperinci dan diurutkan secara sistematis; (9) komumikast dan
koordinasi yang baik; (10) pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut
kepatuhan pihak lain.

Selanjutnya dengan jelas dikemukakan Dwayanto’(1996:19-20) bahwa
keberhasilan upaya pengembangan kemitradh pemerintah dan swasta dalam
pelayanan publik ditentukan oleh banyak faktor, yakni : (1) kemitraan yang
menekankan pada coproduction dan coprovision hanya akan bisa berjalan
efektif kalau diikuti oleh perubahan sikap dan orientasi pejabat birokrasi
pemerintah (2) pemgrintab/ periu terus mengembangkan dan memberikan
fasilitas untuk  ‘méngembangkan sektor swasta; (3) pemerintah periu
mengurangi‘keterlibatannya dalam kegiatan operastonal pelayanan publik kalau
sektor', swasta-organisasi voluntir dan perusahaan bisnis sudah bisa
melakukannya; (4) pengalthan peran pemerintah kepada swasta hendaknya
dilakukan secara transparan dan terbuka; dan (5) pemberian kekuasaan yang
besar kepada scktor swasta perlu diikuti oleh perbaikan efektifitas kontrol

birokrasi dan politik.
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4, Model Kemitraan Dalam Pemberdayaan Masyarakat
Model adalah pola (contoh, acuan, ragam) dari sesuatu yang akan
dibuat atau dihasilkan {(Departemen P dan K, 1984:75). Definisi lain dan
model adalah abstraksi dari sistem sebenarnya, dalam gambaran yang lebih
sederhana serta mempunyai tingkat prosentase yang bersifat menyeluruh, atau
model adalah abstraksi dari realitas dengan hanya memusatkan perhatian pada
beberapa sifat dari kehidupan sebenarnya (Simamarta, 1983: ix - xi1).
Jenis-jenis model dapat dibagi dalam lima kelas yang berbeda :
1. Kelas I, pembagian menurut fungsi :

a. Model deskriptif : hanya menggambarkan situasi sebuah sistem
tanpa rekomendasi dan peramalan.
Contoh : peta organisasi

b. Model prediktif : mOdel im menunjukkan apa yang akan terjadi, bila
sesuatu terjadi,

c. Model dormatif : model yang menyediakan jawaban terbaik
terhadap satu persoalan. Model i memben rekomendas1 tindakan
tindakan yang perlu diambil.

Contoh : model budget advertensi, model economics, model marketing.
2. Kelas I, pembagian menurut struktur.
a. Model Ikonik : adalah model yang menirukan sistem aslinya,
tetapi dalam suatu skala tertentu,

Contoh : model pesawat,
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b. Model Analog : adalah suatu model yang menirukan sistemn aslinya
dengan hanya mengambil beberapa karaktenstik utama dan
menggambarkannya dengan benda atau sistem lain secara analog.
Contoh : aliran lalu lintas di jalan dianalogkan dengan aliran air dalam
sistem pipa.

c. Model Simbolis : adalah suatu model yang menggambarkan sistem
yang ditinjau dengan simbol-simbol biasanya dengan simbol-simbol
matematik. Dalam hal ini sistem diwakili oleh vanabel-vanabel dan
karakteristik sistem yang ditinjau.

3. Kelas III, pembagian menurut referansi waktu.

a. Statts : model statis tidak< ‘wemasukkan faktor waktu dalam
perumusannya.

b. Dinamis : mempunyai unsur-waktu dalam perumusannya.

4. Kelas IV, pembagian menurut referansi kepastian.

a. Deterministik ~;“dalam model ini pada setiap kumpulan nilai input,
hanya ada satu output yang unil_(, yang merupakan solusi dari model
dalam keadaan pasti.

b. Probabilistik : model probabilistik menyangkut distribusi
probabilistik damn input atau proses dan menghasilkan suvatu deretan
harga bagi paling tidak satu vanabel output yang disertai dengan

kemungkinan-kemungkinan dari harga-harga tersebut.
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¢. Game : teon permainan yang mengembangkan solusi-solusi optimum
dalam menghadapi situasi yang tidak pasti.

5. Kelas V, pembagian menurut tingkat generalitas.

a. Umum

b. Khusus
Kelima kelas model di atas dapat digunakan sesuai dengan situasi,
kondisi, bentuk darn sesuatu hal yang diproduksi. Selanjutnya model yang akan
dikembangkan dalam penelitian Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini

termasuk deskriptif yaitu model yang menggambarkan model kemitraan di

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ~Pengembangan Infrastruktur

Sosial dan Ekonomt Wilayah (PNPM-PISEW).

Dalam menghadapi tanmtangan-tantangan pelayanan publik, aparat
pemerintah perlu mengetahut berbagai bentuk/ pola kemitraan antara
pemerintah, pihak swasta_dan masyarakat. Menurut Mustopadidjaja (dalam
Suharyanto 2005:98-102) bentuk kemitraan dapat diidentifikasikan dalam
beberapa tirigkat dan satuan yaitu :

1. Kémitraan Makro. Kemitraan ini merupakan kontribusi yang bersifat antar
sektor pelayanan publik. Kemitraan makro ini dapat dilihat daiam lingkup
internasional dan nasional. Dalam lingkup internasional, kemitraan
diperfukan untuk menghadapi era globalisasi yang mengarah kesistem
ekonomi yang membuka peluang bagi pemerintah Negara manapun untuk

membuka kegiatan usaha di Negara lainnya. Peluang “go mternasional”
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sudah seharusnya direspon pemerintah Indonesia dengan membuka pintu
usaha nasional serta bersiap diri menghadapi tantangan persaingan dalam
memanfaatkan peluang bismis yang ada di tanah air. Kunci peningkatan
daya saing adalah efesiensi dan kualitas barang dan jasa yang dipasarkan.
Hal ini mendorong pada keunggulan kompetitif, disamping meningkatkan
keunggulan komparatif.

2. Kemitraan Sektoral. Kemitraan sektoral ini merupakan hubungan kerjasama
para agen pembangunan dalam pelayanan publik di masing-masing sektor.
Pemerintah mempunyai peran untuk menyediakan.dan pihak swasta diberi
kesempatan untuk terlibat dalam pelayanafipublik, terutama di wilayah
yang mempunyai intensitas kebutulian dan’ tingkat pertumbuhan pelayanan
publik tmggi serta mempunyai Kelayakan ekonomi (menguntungkan) bagi
pihak swasta, Untuk meningkatkan kemitraan sektoral, peranan yang perlu
ditempuh oleh peprerintah’adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan,pelayanan informasi, termasuk prioritas alokasi dana
pemerintah’dalam pelayanan publik;

b.“Memberi perhatian khusus bagi pengembangan sumber daya yang
dikelola oleh masyarakat dalam skala menengah, dan kecil guna
menopang atau memperkuat struktur ckonomi masyarakat.

c. Mendorong kemitraan pembiayaan dalam menanggung beban biaya
pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik, terutama di

bidang sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi.
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d. Melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan pelayanan publik yang
penting namun tidak dijangkau atau tidak dapat diserahkan kepada
pihak swasta. Hasil identifikasi ditindaklanjuti dengan memberikan
pelayanan publik seperti kegiatan lainnya.

3. Kemitraan regional. Kemitraan ini dituyjukan untuk menghadapi
kesenjangan dan mewujudkan pemerataan pembangunan beserta pelayanan
publiknya, dengan mendorong investasi dan peningkatan kualitas sumber
daya manusia di wilayah yang belum berkembang. \Perhatian khusus
diberikan kepada wilayah yang secara geografis.terpencil, minus, krtis,
kantong kemiskinan, dan terbetakang. Tindakan ini sekilas tidak rasional
bagi pihak swasta, namun tetap” realistis untuk dilaksanakan dengan
kemitraan. Lingkup yang dijangkau adalah pemerintah pada tingkat
atasnya, dalam kerangka‘\menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat
pertumbuhan dengan mémanfaatkan secara optimal sumber daya setempat
dan dikelolaSetara efisien, nyaman dan aman dalam arti luas. Misalnya,
untuk memenuhi pelayanan publik di swatu desa tertinggal maka kemitraan
diferapkan dalam lingkup kecamatan atau kabupaten. Hal imi1 diharapkan
dapat meningkatkan kegiatan perekonomian atau bahkan pariwisata yang
pada ujungnya bisa memenuhi motivasi pihak swasta dalam mendapatkan
keuntungan secara ekonomis.

Untuk mewujudkan kondisi di atas, masyarakat dan pihak swasta

memerlukan peranan pemerintah dalam hal :
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a. Desentralisasi dalam perizinan pelayan publik yang dikelola oleh pihak
swasta dan efisien pelayanan birokrasi bagi perizinan kegiatan-kegiatan
pelayanan publik.

b. Insentif fiskal dan moneter yang Iebih nyata dalam pelayanan publik di
daerah tertinggal

c. Ketersediaan dan kemudahan mendapatkan informasi mengenai potensi
vang bisa dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik di daerah.

Selain berdasarkan kontribusi yang diberikan “dalam bentuk
kemitraan pada tingkat operasional dapaty diidentifikasikan bentuk
kemitraan, yaitu bentuk kemitraan, pembiayaan, yang dikembangkan
sebagai solusi masalah kelangkaan ‘\dani” atau keterbatasan modal; dan
bentuk kemitraan teknis; yang difungsikan sebagai solusi atas kekurangan
tenaga profesional dan kelemahan iptek, baik dalam organisasi pemerintah
maupun organisasi’Swasta:

Semenjak pemerintahan orde baru upaya meningkatkan kemampuan
masyarakat\juga dilakukan, namun tidak sepenuhnya memiliki kontribusi
dalam ) pembangunan. Dalam pembangunan pada masa orde bam
pembangunan dilaksanakan melalui proses pendekatan terpusat. Pendekatan
ini dinyatakan dalam bentuk pembangunan darn pemerintah oleh pemerintah
untuk rakyat.

Pemaknaan pendekatan dari pemerintah, oleh pemerintah untuk

masyarakat adalah:
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. Datangnya ide, rencana pembangunan dan sekaligus proses perencanaan
dan penctapan keputusan datangnya ide dari pemerintah tanpa
melibatkan masyarakat.

2. Implementasi kebijakan pembangunan juga dilakukan oleh pemerintah,
tanpa melibatkan aktor-aktor masyarakat seperti tokoh masyarakat
kaum profesional, para ahli di bidang tertentu, ormas-ormas sebagai
figur masyarakat, Dengan demikian masyarakat hanya merupakan pihak
yang diperlakukan sebagai sasaran/ objek pembangunan yang tidak
punya andil kecuali menerima begitu saja_apa yang diinginkan
pemerintah.

Ternyata pendekatan pembdngutian terpusat yang memposisikan
dominasi pemerintah tersebut tidak”mampu menghasilkan kemakmuran
secara nyata. Walaupan\ perekonomian secara agregat mengalami
kebangkitan dan-~pertumbuhan, akan tetapi hanyalah merupakan
kemakmuran, Sefnu.Di balik pertumbuhan ekonomi yang divisualisasikan
melalui ‘GNP dan GDP ternyata tersimpan kerapuhan masyarakat dan
tereipta ketergantungan yang beruntun.

Akhirnya kelemahan pendekatan pembangunan demikian ini
disadari kelemahannya, dan digantikan oleh pendekatan kedua yaitu
pendekatan pembangunan dari pemerintah bersama rakyat, oleh pemerintah

bersama rakyat untuk rakyat. Pemaknaan pendekatan ini adalah:
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1. Datangnya ide dan perencanaan dilakukan oleh pemerintah bersama
masyarakat, Tetap: kenyataannya ide berupa input, permintaan mungkin
bisa datang dam masyarakat, akan tetapi dalam proses formal
terbentuknya kebijakan seringkali sudah dikendalikan oleh pusat.

2. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dilakukan bersama antara
pemerintah dengan masyarakat. Akan tetapt pengertian masyarakat di
sim jangan dibayangkan bahwa masyarakat luas secara otomatis dapat
mengakses, karena dalam hal im tentu ada katup- katup yang mengatur
secara formal. Memang masyarakat mulai ‘ditcmpatkan pada posist
sebagai subjek pembangunan, akan, tetapi dal hal ini masih bersifat
selektif. Masyarakat yang terlibat langsung sebagai pelaku utama
sangatlah terbatas jumlahnya:

3. Masyarakat pada .“hakikatnya masih merupakan tujuan dari
pembangunan situ sendiri, sehingga masih sangat kental intervensi
pemerintalnterhadap masyarakat.

Sedikit‘banyaknya pendekatan ini sudah mencerminkan suatu watak
kemitraan antara pemenntah dan masyarakat. Akan tetapi kemitraan yang
terbentuk ternyata masih timpang belum ada unsur swastanya. Dengan
demikian seolah tidak ada tanggung jawab sosial bagi kalangan pebisnis
dan swasta dalam pengertian luas.

Pendekatan kedua juga belum seberapa efektif, pada kenyataannya

dominasi pemerintah masih besar. Peran masyarakat dalam proses

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




55
13/40951.pdf

perencanaan sebagaimana terekspresikan melalui perencanaan dari bahwa,
terkesan banyak merupakan formalitas belaka.
Pendekatan pembangunan ketiga dilontarkan sebagai upaya
merealisasikan bentuk kemitraan pemerintah dan masyarakat. Pendekatan
pembangunan yang dimaksud adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat
dan didukung oleh pemierintah. Pemaknaan pendekatan ini adalah
1. Datangnya ide dan perencanaan pembangunan hendaknya dilakukan
oleh masyarakat dengan mempertimbangkan aspek-aspek lokal yang
bersifat kasuistik. Pemerintah membenkan  fasilitas konsultasi,
informasi data anggaran dan tenaga ahli yang dibutuhkan

2. Masyarakat mengimplementasikan sendiri apa yang telah direncanakan
dengan fasilitasi pemerintali, ) baik berupa anggaran, tenaga ahli,
teknologi dll

3. Kemanfaatan hasil spémbangunan untuk masyarakat dan sekaligus
menajemeh /hasil” pembangunan juga dilakukan dalam sistem sosial
masyarakatdimana mereka tinggal.

Peran pemerintah pada umumnya berada pada posisi fasilitasi
(fasilitator) terhadap pelaksanaan pembangunan. Fasilitasi tersebut dapat
berupa kebijakan politik, kebijakan umum, kebijakan sektoral/
departemental, maupun batasan-batasan normatif lain. Di samping itu
fasilitasi dapat berupa tenaga ahli, pendanaan, penyediaan teknologi dan

tenaga terampil dan lain-lain (Sulistiyam, 2004, 94-96)
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Selanjutnya menurut Sulistiyani (2004:130-132) bentuk lain dan
kemitraan adalah bertolak dari pemahaman akan dunia organisma, batk
yang bersel satu yang tidak kasat mata, maupun hewan yang dapat terlihat,
maka kemitraan dibedakan menjadi:

1. Pseudo partnership, atau kemitraan semu

2. Mutalism partership, atau kemitraan mutualistik

3. Conjugation partnership, atau kemitraan melalur peleburan dan
pengembangan

Kemitraan semu adalah merupakan. sebuah persekutuan yang
terjadi antara dua pihak atau lebth, namuf tidak sesungguhnya melakukan
kerjasama secara seimbang satu dergan laihnya. Bahkan pada suatu pihak
belum tentu memahami secara bénar‘akan makna sebuah pesekutuan yang
dilakukan, dan untuk tujdan apa’itu semua dilakukan serta disepakati. Ada
suatu yang unik dalam Kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak
atau lebih sarha’~,sdma penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi
pihak-pthak, yang bermitra belum tentu memahami substansi yang
diperjuangkan dan manfaatnya apa.

Kemitraan semu semacam ini tampak nyata terjadi pada pola
pembangunan yang dilakukan pada jaman orde baru, yang sering
disosialisasikan melalui slogan “pembangunan dari dan oleh pemerintah
sesungguhnya tidak mengetahui apa makna dari semua itu, walaupun

mereka yakin bahwa itu sangat penting.
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Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak
atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan
kemitraan vaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan
manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara optimal.
Berangkat dani pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan,
dua agen/ organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda,
melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang
bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam
mewujudkan vist dan misinya, dan sekaligus menunjang satu dengan lain.
Pemikiran kemitraan demikian ini diadop$i, dari pela simbiosis mutualisme
yang terjadi antara kerbau dan burung dalgm kehidupan binatang,.

Kemitraan konjungsi adalah’ kemitraan yang dianalogikan dari
kehidupan “paramesium™, dan paramecium melakukan konjungsi
(penggabungan) untuk_mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu
sama lain, dan‘s¢lanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari
analogi tersebut maka organisasi, agen-agen kelompok atau perorangan
yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan
organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau
lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemanpuan
masing-masing.

Bentuk kemitraan yang dikembangkan berdasarkan atas azas

kehidupan organisasi pada umumnya. Berdasarkan pengamatan yang
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dilakukan atas fenomena-fenomena hubungan kerjasama antar organisasi
adalah mencakup:
1. Subordinate union of parimership
2. Linear union of partnership
3. Linear collaborative of partnership

Kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebth yang
berhubungan secara subordinatif atau kemudian disebut subordinate union
of partnership. Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih
yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan‘yang tidak seimbang satu
sama lain. Dengan demikian hubungan yang-tercipta tidak berbeda dalam
satu garis lurus yang seimbang satudengafrlainnya, melainkan berada pada
hubungan atas - bawah, kuat —-{emah. Oleh karena kondisi demikian ini
mengakibatkan tidak ada‘sharing dan peran atau fungsi yang seimbang.

Kemitraan.dengan'melalui penggabungan pihak-pihak secara linear
atau garis lurtiss selanjutnya disebut dengan linear union of partnership.
Dengan ‘démikian pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan kerjsama
adalahorganisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relatif.
Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan atau misi, besaran/ volume usaha
atau organisasi status atau legalitas.

Kemitraan dengan kerjasama secara linear selanjutnya disebut
dengan linear collaborative of partnership. Dalam konteks kemitraan ini

tidak membedakan besaran atau volume, status legalitas atau kekuatan para
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pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-visi yang

saling mengisi satu dengan lainnya. Dalam hubungan kemitraan ini tetjalin

secara linear, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling tersubordinasi.
Secara umum terdapat empat bentuk kemitraan lain, yaitu :

1. Contributory Partnership atau kemitraan melalui kontribusi. Yaitu
suatu kesepakatan yang mana sebuah organisasi swasta atau publik
menyetujui memberikan sponsor atau dukungan, umumnya berupa
dana, untuk beberapa kegiatan yang akan mempunyai sedikit atau sama
sekali efek terhadap proses partisipasi. Sementara kontribusi dana selalu
merupakan hal yang esensial bagi suksésnya kegiatan

2. Operational Partnership atau kémitraan operasional. Merupakan jenis
kemitraan dengan peserta atad mitra melakukan pembagian kerja, tidak
hanya dalam pengdambilan keputusan. Disini penekannya untuk
mencapai kesepakatan atas tujuan yang diinginkan bersama, kemudian
bekerjasamia/untuk mencapainya. Kerjasama ini dapat begitu tinggi,
yang\mana peserta saling berbagai sumber daya bukan uang dalam
dumlah besar. Kekuasaan utama masih dipegang oleh peserta yang
mempunyai sumber dana dan im1 biasanya dipegang oleh lembaga-
lembaga pemerintah.

3. Consulrative partnership. Yaitu bentuk kemitraan dimana instansi yang
bertugas mengelola sumber daya atau lingkungan secara aktif mencari

masukan dari perscorangan, kelompok serta organisasi lain di luar
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pemerintah. Mekanismenya biasanya melalui pembentukan komite,
yang dirancang terutama untuk memberikan saran pada instansi publik
tentang isu atau kebijakan khusus. Kontrol jelas dipegang instansi
publik yang mempunyai kebebasan untuk memilih saran yang
diberikan. Walaupun demikian kemitraan karena instansi publik
mengetahui  harga politis yang harus dibayarkan dengan tidak
dipakainya saran publik yang mereka kumpulkan.

4. Collaborative Partnership. Dalam kemitraan ini terjadi pembagian
kekuasaan dalam pengambilan keputusan  yvang sesungguhnya.
Tujuannya untuk mencapai tujuan yang-diterima oleh semua pihak,
yang mana informasi, dana dan t€naga saling dipertukarkan. Ini
merupakan satu-satunya bentuk kemitraan yang mana setiap peserta
mempunyai otonomil Lebil khusus lagi, dalam bentuk ini instansi
pemerintah memberikan beberapa kekuasaannya kepada organisasi di
luar pererintai. Umumnya pelimpahan ini tidak disertai
tanggungjawab, yang tetap secara formal dipegang oleh instansi
pemerintah. Dalam bentuknya yang terbaik, keputusan dicapai melalui
consensus.

Menurut Sulistiyani (2004:130), dari perspektif etimologis tujuan
terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik,
dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Dengan

demikian kemitraan hendaknya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak
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yang bermitra, dan bukan sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan atau
merugikan, Untuk terjadinya sebuah kemitraan yang kuat dan saling
menguntungkan serta memperbesar manfaat memerlukan komitmen yang
seimbang antara satu dengan lainnya. Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-
pihak yang bermitra tersebut dapat memiliki status yang sama atau subordinate,
memiliki kesamaan misi atau misi berbeda tetapi saling mengisi / melengkapi

secara fungsional.

5. Manajemen

Telah banyak dirumuskan oleh” parapakar tentang pengertian
manajemen. Rumusan manajemen menurtut’ George Terry adalah pencapaian
fujuan organisasi yang telah  ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan
bantuan orang lain. S¢jalan dengan rumusan itu Mary Parker Follet menyatakan
manajemen adalah  seni~dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.
Demikian pula Druckeér merumuskan pengertian manajemen sebagat kegiatan
spesifik dalam» menggerakkan sejumlah orang agar berlangsung efektif dalam
mencapai fujuan dan organisasi menjadi produktif. Selanjutnya manajemen
dapat juga diartikan sebagai kiat mengatur atau mengelola semua sumber daya
yang dimiliki organiasi untuk mencapai fujuan organisasi secara efesien

(Irawan dkk, 2000).
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Berdasarkan pengertian manajemen diatas, manajemen dapat diartikan
sebagal suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana,
mengimplementasikan dan menyelesaikan aktivitas demi tercapainya tujuan-
tujuan (Rarminto dan Winarsih 2005; 4). Dengan demikian ada tiga hal
yang penting yang berkaitan dengan fungsi manajemen yaitu perencanaan,

pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Aspek - aspek mendasar yang terkandung daldm“peréncanaan adalah
penetapan tujuan dan aktivitas-aktivitas yang“\aKan~ dilaksanakan untuk
mencapai tujuan seperti apa yang harus diKerjakan, dimana dikerjakan, siapa .
dan bagaimana hal tersebut dikerjakan (Djaenuri, 1997). Menurut (Gaspersg,
2004), tujuan dikategorikan balkyapabila tujuan tersebut memiki kriteria
SMART (Spesific, Measurable, Aggressive but Attainable, Result Oriented and
Time Bound). Tujuanthams mereflesikan pencapaian spesifik yang diinginkan,
terukur, dapat dicapaigtujuan menyatakan suatu hasil dan adanya batasan waktu
dalam mencapai tujuan. Berkaitan dengan ‘perencanaan, nal yang penting
berupa wjuan yang hendak dicapai, persyaratan yang ditentukan, sistem dan

prosedur yang ditetapkan serta personil yang terlibat.

Langkah berikutnya dalam fungsi manajemen adalah tahap pelaksanaan.
Pelaksanaan pada hakekatnya merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan
untuk melaksanakan rencana, betapa baiknya perencanaan tidak akan bermakna

Jika dilaksanakan secara tidak benar. Pada tahap ini banyak kegiatan yang
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dilakukan, tetapi beberapa kegiatan penting antara lain menyangkut aktivitas
penyusunan dan pengalokasian sumber daya, mengarahkan orang-orang untuk
bekerja, aktivitas menyatukan kegiatan organisasi agar terintegrasi secara
harmonis, aktivitas pengelolaan anggaran dan aktivitas mengelola staf sebagai

sumber daya organisasi (Djaenuri, 1997).

Kegiatan pengawasan merupakan langkah terakhir dari fungsi
manajemen. Kegiatan pengawasan termasuk dalam salah satu kegiatan yang
menentukan keberhasilan pencapaian tujuan, melalui Kegiatan pengawasan,
maka akan segera diketahui pelaksanaan rencana’kegiatan berdasarkan atau
tidak. Sebaliknya hasil pengawasan dapat’ dijadikan umpan balik untuk
perencanaan berikutnya. Efektivitas. pengawasan sangat ditentukan dengan
keabsahan fakta yang terkumpul, kKetepatan melakukan evaluasi dan tindakan
perbatkan (Manulang, 20605), Adapun cara mengumpulkan fakta lapangan
melalui peninjauan pribadi, interviu, Japoran tertulis dan pengawasan terhadap

hal-hal yang bersifat khusus.

B. Kerangka Berpikir
Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Pemenntah Daerah
melakukan kemitraan agar program penanggulangan kemiskinan dapat
dilaksanakan lebih terintegrasi dan terkoordinasi diperlukan perpaduan

kerjasama antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam program tersebut

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



13/40951.pdf
64

seperti LKD dan Pemerintah Daerah, sehingga perlu menganalisis bentuk
kemitraan antara LKD dengan Pemerintah Daerah.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2

berikut ini :
KEMITRAAN LKD DENGAN
PEMERINTAH DAERAH M
PENYELESAJAN MASALAH ANAVISIS DATA

DAN PEMBAHASAN

F 3

Penelitian deskriptif dengani PENGAMBILAN
pendekatan kualifatif, DATA PRIMER
DAN SEKUNDER

F 3

L. Saling memberikan-fianfaat antar pihak yang
bermitra

2. Fungsi mandjemen? perencanaan, pelaksanaan,

pertanggungjawaban dan pengawasan.

I. Bagaimana pelaksanaan kemitraan antara LKD dengan Pemda dalam PNPM-PISEW
2. Model kemitraan apa antara LKD dengan Pemerintah Dacrah dalam PNPM-PISEW

[—
.

Terbatasnya akses sumberdaya produktif
2. Lemahnya kelembagaan, dan terbatasnya tingkat pelayanan sarana

dan prasarana
3. Partisipasi masyarakat yang minim dalam usaha-usaha

pembangunan yang dilakukan pemerintah

Gambar 2.2. Skema Kerangka Pikir Penelitian
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C. Definisi Konsep dan Operasional
Penelitian ini menggunakan sejumlah istilah utama/ kunci yang
berhubung dengan masalah penelitian. Semua istilah tersebut penulis berupaya
mendefinisikannya guna menyamakan pengertian dan menghindarkan
kesalahanpengertian antara maksud penulis dan pembaca.
Guna maksud menyamakan definisi mengenai istilah-istulah yang
penulis pakai, berikut int diberikan batasan istilahnya :

1. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah lembaga kenjasyarakatan yang
sudah ada dan diakui keberadaannya oleh masyarakat desa dan pemerintahan
desa, seperti kelompok Perkumpulan Petani/Pemakar Air (P3A), Karang
Taruna, PKK, Remaja Masjid, Remaja, Ger¢ja dan sebagainya. Setiap LKD
harus mempunyai struktur organisasi yang terdiri dan Ketua, Bendahara,
Sekretaris, Tenaga Tekni§\dan~ Anggota. Pengurus organisasi tersebut
sekurang-kurangnya -terdiri 'dan lima (5) orang, dengan minimal satu
anggotanya adalalvperempuan atau perwakilan dan unsur minoritas di desa.

2. Program PNPM~ PISEW adalah salah satu upaya pemerintah untuk
mempercepat pembangunan ¢konomi masyarakat yang berbasis sumber daya
iokal, mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan di
daerah pedesaaan, memperbaiki pengelolaan pemerintah dan penguatan
institusi di pedesaan. Intervensi dilakukan melalui penyediaan bantuan teknis
dan bantuan stimulus infrastruktur sosial dan ekonomi dasar yang diharapkan

dapat mendukung upaya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat melalui
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mekanisme yang partisipatif dan sinkron dengan sistem perencanaan
pembangunan yang ada.

3. Secara konseptual pelaksanaan kemitraan adalah hubungan dan interaksi
antara dua pihak atau lebih yang ditempuh melalui kerjasama yang serasi,
selaras dan seimbang yang akan membentuk satu kesatuan hubungan dalam
satu wadah kemitraan yang serasi, selaras, seimbang di mana masing-masing
pihak saling bekerjasama saling berhubungan untuk mencapai tujuan dan
mempunyai kesamaan arah dalam mencapai tujuan. [Se€ard operasional
pelaksanaan kemitraan antara LKD dan Pemerintah” Daerah dijelaskan
melalui mdikator sebagai berikut :

a. Tahap Perencanaan
Hal-hal penting yang” berkaitan dengan perencanaan, berupa
tujuan yang hendak ditapai sistem dan prosedur yang diterapkan dan
personil yang teslibat/serta persyaratan yang harus di penuhi dalam
kemitraan. . Tahap Perencanaan, menggunakan indikator : Penyusunan
proposal'kegiatan, Pengajuan proposal kegiatan dan Pencairan dana.
b. Tahap pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan, beberapa kegiatan yang menjadi fokus
perhatian adalah : pertama, menyangkut aktifitas penyusunan dan
pengalokasian sumber daya sehingga kegiatan dapat dilaksanakan tepat
pada waktunya. Kedua, mengarahkan orang-orang untuk bekerjasama.

Ketiga, aktifitas menyatukan kegiatan organisasi agar terintegrasi secara
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harmonis sehingga sistem dan prosedur dapat dilaksanakan secara
konsisten. Keempat, aktifitas pengelolaan anggaran dan aktifitas
mengelola staf sebagai sumber daya organisasi, yang menggambarkan
hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam kemitraan.
c. Tahap pertanggungjawaban, menggunakan indikator :
Pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan melalui penyusunan
dan penyampaian laporan kegiatan.
d. Tahap pengawasan
Pada tahap pengawasan sangat diteritukan dengan keabsahan
fakta yang terkumpnl, ketepatan waktu ¢valuasi dan tindakan perbaikan.
4. Bentuk kemitraan adalah model kerjasama antara LKD dengan Pemerintah
Daerah dalam suatu wadah kebersamiaan dengan mengedepankan nilai-nilai
kemitraaan, dimana kedua“pihak mempunyai aktifitas bersama dengan
memiliki kesamaan bentuk potensi, tidak membedakan status atau kekuatan,
dalam upaya memanggulangi kemiskinan sebagai tujuan yang ingin dicapai
bersama. Bentuk kemitraan sebagai berikut :
a. ModelPseudo Partnership, atau Kemitraan Semu
1. Hubungan kedua pihak tidak serius melakukan kerjsama, kalaupun itu
ada sifatnya hanya formalitas
2. Tidak ada tujuan yang jelas, sehingga visi yang diperjuangkan tidak

ada kejelasan
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3. Relasi hubungan atas-bawah schingga lebih bersifat top down.
b.  Subordinatif Union Of Partnership
1) Status dan kemampuan masing-masing pihak tidak seimbang
2) Adanya dominasi salah satu pihak yang kuat sehingga tidak ada
sharing dan peran serta fungsi yang seimbang
3) Relasi hubungan atas-bawah schingga lebih bersifat top down
c. Contributory Partnership
1) Kedua pihak dalam melakukan kegiatan faktor dana merupakan aspek
utama untuk suksesnya suatu kegiatan, scmentara aspek lan tidak
begitu penting
2) Dominasi pada pihak yang memnipunyat kontribusi banyak
3) Relasi hubungan atas-bawal’s¢hingga lebth bersifat top down
d. Operasional Partnership
1) Sistem pembagian kerja yang terpisah
2) Otoritas keKuasaan dipegang oleh pemilik dana terbesar
3} Relasi hubungan atas-bawah sehingga lebih bersifat top down
e. CGonsullative Partnership
1) Bersifat konsultast saja atau sekedar forum sumbang saran
2) Otoritas berada pada pihak tertentu dalam menentukan saran yang
akan diputuskan
3) Relasi hubungan atas-bawah sehingga lebih bersifat top down

[ Colaborative Partnership
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1) Adanya pembagian kekuasaan dalam pengambilan keputusan
2) Otonomi masih dipegang oleh instansi Pemerintah
3) Relasi hubungan atas-bawah sehingga lebih bersifat top down
g Linear Union of Parinership
1) Posisi kedua pihak pada garis lurus
2) Mempunyai kesamaan tujuan atau misi, besaran/ volume usaha atau
organisasi, status atau legalitas
h. Linear Colaborative or Partnership
1) Tidak membedakan besaran volume, status/egalitas kekuasaan kedua
pihak
2) Visi misi saling mengisi
3) Hubungan secara linear, pada paris lurus tidak saling tersubordinasi
i.  Kemitraan Mutualisitik
1) Memahami pentingnya melakukan kemitraan
2) Saling niepiberi’dan mendapatkan manfaat
3) Tujuan jelas dan dapat dilakukan secara optimal
4) Sumberdaya tidak harus sama, tidak membedakan besaran volume,
status/ legalitas kekuatan pihak lain
5) Saling melengkapi atas kekurangan yang dimiliki oleh pihak lain
6) Posisi kedua pihak berada pada posisi yang sama dan tidak saling
tersubordinasi

7) Tidak ada pihak vang merasa dominan
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BAB I
METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pada hakekatnya penelitian sosial merupakan suatu upaya untuk
mengungkapkan fenomena sosial tertentu dan pembentukan kesimpulan teoritis
tentang jalin menjalinnya gejala atau fenomena sosial terscbut. Seperti juga
melihat kemitraan antara Lembaga Kemasyarakatan Desa” (LKD) dengan
Pemerintah Daerah dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonofmi Wilayah (PNPM-PISEW) di
Kecamatan Airgegas.

Penelitian tentang Kkemitradn~antar Lembaga Kemasyarakatan Desa
(LKD) dengan Pemerintah Déerah dalam Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Pengembangan-Infrastruktur Sostal dan Ekonomi Wilayah (PNPM-
PISEW) di Kecandatan“ Airgegas merupakan penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2005:6) mengemukakan bahwa
penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku,
persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam
bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yanag alamiah dan

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
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Menurut Mardalis (1990) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif
tidak menggunakan hipotesa atau tidak menguji hipotesa melainkan hanya
mendiskripsikan apa adanya dengan variabel-variabel yang diteliti. Pendapat lain
tentang penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk
mengumpulkan mmformasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau
keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian
dilakukan. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (Moleong 2005 : 4)
mengemukakan bahwa penelitian kualitatif yang menghasilkan data desknptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pfilaku yang diamati.
Penelittan kualitatif juga mempunyai desain/-penelitian sementara yang
berkembang di lapangan dan menganalisis data”dengan cara induksi. Menurut
Moleong (2005:11) penelitian deskriptif adalah peneltian berisi kutipan data
untuk memberi gambaran penyajian'laporan. Data tersebut mungkin berasal dari
naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, tape recorder, dokumen
pribadi, catatan atay‘niemo dan dokumen resmi lainnnya.

Dengarhdermikian, metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode yang berusaha menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan
subjek atau objek penelitian (sescorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain)
berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau mengemukakan gejala-gejala sesuai
dengan aspek yang diteliti.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka

untuk mencapai derajat keilmiahan data, peneliti melakukan iuji keabsahan data.
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Moleong (2000) dan Nasution (1990) menyatakan bahwa ada 4 (empat) kriteria

yang dapat digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu : credibility,

transferability, dependability, confirmability

1. Credibility
Penerapan konsep derajad kepercayaan ini berfungsi untuk melaksanakan
inquiry sedemikian rupa, sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat
dicapai. Selain itu berfungsi untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan
hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh penelii pada kenyataan
ganda yang sedang diteliti dengan jalan memperpanjang masa observasi,
melakukan peer debriefing (hasil kajian didiskasikan dengan orang lain agar
mendapatkan kritik dan saran), trigrigulasi”(untuk mengecek kebenaran),
member check (mengecek ulang” ganis besar berbagai hal yang telah
disampaikan informan). Tfiangulasi adalah tchnik pemeriksaan keabsahan
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan
pengecekan atai\sébagai pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 2000
:178). Triangulasi dalam penelitian Tugas Akhir Program Magister (TAPM)
ini adlalah mietode atau cara pengumpulan data ganda yang antara lain berupa
: pengamatan, wawancara dan analisis dokumen. Untuk memperoleh data
dilakukan dengan pengamatan dan wawancara dengan para informan sesuai
dengan rumusan inasalah penelitian. Data-data yang diperoleh dari hasil
pengamatan dan wawancara dicocokkan dengan dokumen-dokumen yang di

dapat. Teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian ini selain menggunakan
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triangulasi metode juga menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber
dilakukan dengan meminta penjelasan berulang kepada informan mengenai
informasi vang telah diberikannya untuk mengetahui keabsahan atau
ketegasan informasinya dalam suatu wawancara tambahan. Selain itu
keterangan dari informan lain untuk mengetahui derajat kepercayaan
informan tersebut.

2. Transferability
Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung padatkesamaan antara
konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan ‘keteralihan tersebut
peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan-data kejadian empirts dalam
konteks yang sama.

3. Dependability
Kebergantungan dan kepdstian antuk mengecek serta memastikan hasil
penelitian im1 benar, ‘atan salah, peneliti akan mendiskusikan dengan
pembimbing seCara setahap demi setahap, mengenai konsep-konsep yang
dihasilkans dilapangan setelah hasil penelitian dianggap benar, kemudian
diadakan) seminar tertutup dan terbuka dengan mengundang teman sejawat
dan pembimbing.

4. Confirmability
Dalam penelitian kualitatif. uji konfirmability mirip dengan uji dependability,
schingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji

konfirmability berarti menguji hasil penelitian. dikaitkan dengan proses yang
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dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang
dilakukan, maka penelitian tersebut teltah memenuhi standar konfirmability,

Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

B. Informan

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 37 LKD di Kecamatan Airgegas
Kabupaten Bangka Selatan. Sampel penelitian harus mencerminkan kondisi
sesungguhnya dari jumlah populasi yang ada. Apabila jumlah | subyek penelitian
kurang dari 100, maka semuanya diambil sehingga\ pen¢litian ini sekaligus
menjadi penelitian populasi. Dengan demikian, sesuai dengan topik dan lokasi
penclitian, maka yang menjadi populasi‘dalamy penelitian ini adalah Lembaga
Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka
Selatan, dianggap potensial dalam menunjang akurasi data.

Pemilihan lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja (purposive),
yaitu Kecamatan Airgégas Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan pertimbangan
waktu, biaya‘dan tenaga. Kesamaan lokasi penelitian dengan tempat tinggal
peneliti,"diharapkan akan mempermudah, mempercepat dan menjamin akurasi
data. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Moleong (2000 : 61)
dimana cara terbaik yang ditempuh dalam penelitian lapangan adalah dengan
jalan mempertimbangkan teori substantif yakni : pergilah, jajagilah di lapangan

untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan.
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C. Instrumen Penelitian
Data yang diperlukan untuk mengadakan penelitian Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sostal dan Ekonomi

Wilayah (PNPM-PISEW) ini adalah mengutamakan data primer dan didukung

oleh data sekunder untuk memperkuat.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan mengadakan
wawancara mendalam kepada informan yaitu : birokrat pada tingkat
pemerintah kabupaten, kecamatan, desa yang terlibat| dalam Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan
Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) dan, masyarakat Kecamatan Airgegas
sebagai sasaran program ini dan hasil/pengamatan yang dilakukan dilapangan
terhadap fenomena-fenomena ‘empiris yang terjadi berkaitan dengan
kemitraan antara LKD" “dan” Pemerintah Daerah dalam program
penanggulangan kemiskinan PNPM PISEW di Kecamatan Airgegas.

2. Sumber data yang kedua adalah melalui pengumpulan data sekunder. Data
sckunder mempakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari informan
seperti proses mendapatkan data primer yaitu data yang diperoleh sudah
diolah seperti dokumen-dokumen tertulis dan studi kepustakaan. Data
sekunder yang dibutubkan merupakan data mengenai gambaran umum atau
deskripsi  tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW).

Sedangkan data sekunder lainnya yang dijadikan acauan adalah data-data
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yang didokumentasikan seperti dalam bentuk laporan penelitian, jumnal,
pedoman pelaksanaan kegiatan PNPM PISEW, laporan pelaksanaan kegiatan
PNPM PISEW oleh LKD serta data lain yang didokumentasikan terkait

dengan pencapaian maksud dari penelitian yang dilakukan ini.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan reliable maka dipilihlah tehnik
yang tepat dan benar. Menurut Vredenbregt (1987; 72-98), t¢knik umum yang
digunakan dalam studi kasus adalah observasi langsung, obscrvasi partisipasi dan
wawancara bebas.

Tetapi dalam penelitian ini /digundakan tehnik wawancara bebas
(interview) sebagai teknik umum denfan maksud untuk menjaga data primer
yang relevan terhadap setiap/variabel penelittan maka wawancara yang akan
dilakukan didasarkan pada pedoman wawancara yang berisikan pertanyaan
terbuka (open ended quesiion), kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada,
dengan demikian, dikarapkan informan akan dapat menjawab dengan leluasa dan
bebas dalam)mémberikan berbagai alternatif jawaban.

Langkah-langkah mengumpuikan/ memperoleh data dilapangan atau
teknik penelitian digunakan :

1. Pengamatan (Observasi), merupakan suatu pengamatan yang sistematis yang
bersifat fisik maupun non fisik dengan menggunakan indera atau nalar,

terutama dalam mengamati dan menafsirkan gejala-gejala yang akan
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berhubungan dengan objek penelitian. Pengamatan yang dilakukan terhadap
kegiatan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan
Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) di Kecamatan
Airgegas khususnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan kemitraan
antara LKD dan Pemerintah Daerah. Kegiatan yang diamati dalam peneltian
ini adalah rapat dalam rangka koordinasi program, monitoring dan evalust
program.

2. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan
pertanyaan-pertanyaan dan yang di wawancarai (interviewee) yang
memberikan jawaban-jawaban atas’, perfanyaan tersebut. Wawancara
dilakukan untuk mengetahui secafa,mendalam dan mengkaji aspek yang
menjadi fokus dalam baliasan'dan rumusan masalah, dan kemungkinan
aspek-aspek yang belum dirumuskan. Bentuk wawancara yang dilakukan
yaitu wawancara bebas yakni wawancara dilakukan tanpa daftar pertanyaan.
Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang akrab dan harmonis
serta’ diharapkan dapat memberikan kebebasan dan ketentraman dalam
membeberkan permasalabhan. Peralatan yang digunakan dalam wawancara
salah satu adalah menggunakan alat perekam. Tahapan wawancara dilakukan
pada beberapa informan yang dinilai mampu memberikan informasi
mengenai permasalahan yang akan diteliti yang dipilih secara purposive

sampling yaitu sebagai berikut :
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No. | Unsur/ Instansi/jabatan Profil Ket
1. BP3MD Ketua Tim Koordinasi PNPM- | 1 orang
PISEW Kabupaten
2. | Dinas Pekerjaan Umum | Dinas mitra, Instansi Pemerintah | 3 orang
Kabupaten yang menjadi mitra LKD
3. | Kelompok Kerja (Pokja) | Bertugas mensosialisasikan program | 1 orang
Kecamatan ' PNPM PISEW, memantau
pelaksanaan program, memonitor
serta mengumpuikan laporan
pelaksanaan kegiatan, membantu
penyelesaian masalah yang timbul di
wilayahnya.
4. | Penanggungjawab Bertugas membantu | I orang
Operasional  Kegiatan | pengadministrasian. ddn’ pengawasan
(PJOK) pelaksanaan kegiatan
Ketua LKD Penanggungjawab/kegiatan LKD 6 orang
Konsultan Pendamping | Bertugas sebagat fasilitator dalam | 1 orang
kegiatan
Warga Masyarakat 3 orang
8. | Camat Koerdinator Program Tingkat | 1 orang
Kecamatan

3. Telaah Dokumen dan - Studi Kepustakaan, tehnik ini mengumpulkan data

yang diperoleh télalui bahan yang tertulis seperti Nota Kesepakatan antara

Pemerintah pusat dengan Pemenintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan, SK

Bupati, laporan evaluasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah

(PNPM-PISEW), data LKD, pedoman program, review hasil penelitian,

literatur berupa buku, jurnal, dan melalui media interet yang membahas

tentang hal itu.
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E. Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana menggambarkan
kemitraan LKD dan Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan
kemiskinan di Kecamatan Airgegas. Fakta-fakta tersebut dikumpulkan
selanjutnya menganalisis informasi berupa data dengan tidak menggunakan uji
statistik, melainkan analisis non statistik sesuai dengan rancangan penelitian.
Analisis data penelitian ini berasal dari beberapa sumber informasi, yang didapat
dari wawancara mendalam. Proses pengolahan data  dengan” menggunakan
analisis tema dapat diurutkan sebagai berikut : Telaah selurub data/ informasi
yang dikumpulkan dari wawancara mendalam, ‘meéredaksi data/informasi dengan
merangkum dan menyimpulkan sesuai data yang telah diteliti. Selain itu juga,
analisis dilakukan berdasarkan pandangan-pandangan informan (emik) dan
interpretas: peneliti (etic) terhadap’ data di lapangan, analisis dilakukan dengan
menghubungkan dan disesuaikan dengan teori yang digunakan schingga dapat
dihasilkan kesimpulkan-dan rekomendasi penelitian.

Penjelasan’ emik dimaksudkan untuk dapat mengungkapkan apa yang
dipikirkan, |diketahui, dilakukan, diharapkan oleh informan sesuai apa yang
disampaikan informan sendiri (native's point of view). Beberapa karakteristik
pendekatan emik adalah (1) metode utama adalah wawancara mendalam
(indepth interview) dengan bahasa lokal;, (2) maksudnya adalah untuk mencari
kategori-kategori makna (the categories of meanings), sedekat mungkin dengan

cara-cara orang lokal mendefinisikan sesuatu; (3) definisi-definisi makna olch
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orang lokal dan sistem ide mereka dilihat sebagai penjelasan penting dari
perilakunya. Pendekatan emik memungkinkan suatn ide atau perilaku informan
dikaitkan dengan konteks-nya (context-bound). Disamping pendekatan emik,
penelitian ini juga menggunakan pendekatan etik (etic). Penjelasan etik adalah
suatu penjelasan tentang gejala atau fenomena yang diberikan oleh peneliti
berdasarkan pengamatan dan pemahamannya. Beberapa karakteristik
pendekatan etik adalah (1) metode utamanya adalah observasi terhadap perilaku;
(2) maksudnya adalah untuk mencari poly perilaku sebagaimana didefinisikan
oleh peneliti; (3) sistem dan pola-pola didefinisikan"'melalui analisis peristiwa
dan tindakan (evenis and actions). Penjelasan efik dalam kasus penelitian ini
terutama digunakan untuk menilai mafiajernén kemitraan dan model-model
kemitraan. Penjelasan etik int dimwaksudkan sebagai perbandingan dengan
penjelasan emik yang diberiKan oleh informan, artinya penjelasan etik inipun
dikonfirmasikan dengan-pénjelasan emik. Dengan demikian terjadi saling silang
(cross check) antdr dua penjelasan. Melalui pengkombinasian ini d]]larapkan

dapat diraih keleluasaan kajian dan kedalaman analisisnya.
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BABYV
ANALISIS MANAJEMEN KEMITRAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA (LKD) DENGAN PEMERINTAH DAERAH

Kemitraan LKD dengan pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam
upaya penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-
PISEW) merupakan program untuk mendorong dan memperkuat-kemitraan sinergis
antara masyarakat dan pemerintah daerah sehinggad- upaya penanggulangan
kemiskinan dapat dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan serta melembaganya

proses pembangunan yang bersifat partisipatif ditingkat daerah.

Kegiatan PNPM PISEW _di ‘Kecamatan Airgegas merupakan program
penanggulangan kemiskinan ydng-dilakukan secara terpadu. Terpadu yang dimaksud
disini adalah (1) terpadu’dalam hal pendanaan dan (2) terpadu dalam pelaksanaan
kegiatan. Yang dimaksud- dengan terpadu dalam hal pendanaan adalah dana yang
digunakan untuk menanggulangi persoalan kemiskinan berasal dari Pemerintah Pusat
melalui APBN” dan juga berasal dari Pemerintah Daerah melalui APBD serta
swadaya masyarakat baik dalam bentuk dana maupun dalam bentuk lainnya sesuai
dengan kemampuan masyarakat. Selanjuinya, terpadu dalam hal pelaksanaan
kegiatan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terpadu oleh pemerintah dan

masyarakat,
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Kemitraan [LKD dengan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan
kemiskinan melalui PNPM PISEW dengan sumber dana dari Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Pusat yang disebut dengan sharing dana. Sharing dana ini merupakan
bentuk penyertaan dana penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari kedua
pihak dengan porsi yang seimbang. Selain itu juga sumber dana berasal dari swadaya
masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat tidak saja

berbentuk dana tetapi juga dalam bentuk lainnya.

Rencana kegiatan I.LKD yang ada di singkronkan dengan tencana program
yang ada di dinas atau instansi teknis dan kegiatannya didanai’oleh Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah. Dalam pengelolaan kegiatan dimulai dard tahap
perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pertanggungjawaban dilaksanakan bersama
antara LKD dengan Pemerintah Daerabmelalui dinas terkait dan LKD. Melalui
kegiatan PNPM PISEW ini ferlihat kemitraan antara LKD> dengan Pemerintah
Daerah melalui dinas terkait,

Berikut imi akai{ dipetakan bentuk kemitraan sebagai berikut :
1. Model kemiltaan pseudo parinership, atau kemitraan semu.
a. Hubungan kedua pihak tidak serius melakukan kerja sama, kalaupun itu ada
sifatnya hanya formalitas.
b. Tidak memahami untuk apa melakukan hubungan kerjasama atau kemitraan.
c¢. Tidak ada tujuan yang jelas, sehingga visi yang diperjuangkan tidak ada

kejelasan.
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d. Manfaat yang diperoleh atau yang didapatkan hanya oleh salah satu pihak,
dalam hal ini yang kuat.
e. Tidak ada otonomi dalam kekuasaan, sehingga masih ada dominasi salah satu
pihak
f. Relasi hubungan atas bawah sehingga lebih bersifat top down
2. Subordinate union of partnership
a. Status dan kemampuan masing-masing pihak tidak seimbang
b. Tidak berada pada garis lurus yang seimbang
¢. Adanya dominasi salah satu pihak yang kuat sehingga tidak ada sharing dan
peran serta fungsi yang seimbang.
d. Relasi hubungan atas bawah sehingga lebilnbersifat top down.
3. Contributory partnership
a, Kedua pihak dalam melakukan kegiatan faktor dana merupakan aspek utama
untuk suksesnya suatu k€giatan, sementara aspek lain tidak begitu penting.
b. Lebih berorientastpadahasil, bukan pada proses
¢. Dominasi pada pihak yang mempunyai kontribusi banyak
d. Relasi hubungan atas bawah sehingga lebih bersifat top down
4. Operational Partnership
a. Sistem pembagian kerja yang terpisah
b. Saling membagi sumberdaya, dalam arti harus mempunyai sumber daya atau
kekuatan yang seimbang.

c. Otoritas kekuatan dipegang oleh pemilik dana terbesar.
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d. Relasi hubungan atas bawah sehingga lebih bersifat top down
3. Consultative Partnership
a. Bersifat konsultasi saja atau sekedar forum sumbang saran
b. Otoritas berada pada pihak tertentu dalam menentukan saran yang akan
diputuskan
¢. Relasi hubungan atas bawah schingga lebih bersifat top down
6. Colaborative Partnership
a. Adanya pembagian kekuasaan dalam pengambilan kepufusan
b. Tujuan diterima semua pihak
¢. Saling tukar informasi, dana dan tenaga
d. Setiap pihak mempunyai otonomi
e. Pihak lain (pemerintah) memberikan kepada pihak lain atau organisasi lain di
luar pemerintah, akan tetapi tidak disertai tanggung jawab
f. Otonomi masih dipegang oleh instansi pemerintah
g. Relasi hubungari atas bawah sehingga lebih bersifat top down
7. Linear union of parirership
a. Posisi kedua pihak pada ganis lurus
b. Mempunyai kesamaan tujuan atau misi, besaran/volume usaha atau
organisasi, status atau legalitas
8. Linear Colaborative of partnership
a. Tidak membedakan besaran volume, status/legalitas kekuatan kedua pihak

b. Visi, Misi saling mengisi
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¢. Hubungan secara linear, pada garis lurus tidak saling tersubordinasi
9. Kemitraan mutulistik

a. Memahami pentingnya melakukan kemitraan

b. Saling memberi dan mendapatkan manfaat

c. Tujuan jelas dan dapat dilakukan secara optimal

d. Sumberdaya tidak harus sama, tidak membedakan besar volume,
status/legalitas kekuatan pihak lain

e. Saling melengkapi atas kekurangan yang dimliki oleh pihak lain

f. Posisi kedua pihak berada pada posisi yang \sama dan tidak saling
tersubordinasi

g. Tidak ada pihak yang merasa dominan

Sumber dana PNPM-PISEW berasal dari pemerintah (Pinjaman Luar Negeri,
Rupiah Murni APBN, dan Rupidh, Murni APBD), dan masyarakat (swasta dan
swadaya masyarakat. Sebagai komitmen untuk pelaksanaan Program PNPM-PISEW
Pemerintah Kabupaten diwajibkan mengalokasikan dana APBD sebagai dukungan
operasional sesuaijadwal kegiatan PNPM-PISEW tahun 2012.

Sumber pembiayaan kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan
PNPM PISEW berasal dari Activity Sharing Tahun 2012 di Kabupaten Bangka
Selatan sebesar 2.022.500.000,- dengan perincian, untuk peningkatan jalan sebesar
Rp. 2.000.000.000,- dan pengadaan lantai jemur Desa Sidoharjo sebesar Rp.
22.500.000,-. Sedangkan dari Pemerintah Pusat, dapat disajikan dalam tabel 5.1 di

bawah ini.
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Tabel. 5.1 Kegiatan dan Biaya Pengembangan Insfrastruktur Sosial Ekonomi
Wilayah (PISEW) Tahun Anggaran 2012

No Desa Nama Kegiatan Volu | Satu | Nilai Paket | Keteran
me an (Rp.) gan
[ | Airgegas | l. | Pembangunan 0.55 km 43.500.000 1
Jalan Baru Paket 1
2. | Pembangunan 0.55 km 43.500.000 2
Jalan Baru Paket 2
3. | Pembangunan 0.55 km 43.500.000 3
Jalan Baru Paket 3
4, | Pembangunan 0.55 km 43.500.000 4
Jalan Baru Paket 4
5. | Pembangunan 0.55 km 43.500.000 5
Jalan Baru Paket 5
6. | Pembangunan 0.55 km 43.500.000 6
Jalan Baru Paket 6
7. | Pembangunan 0.55 lem 43.500.000 7
Jalan Baru Paket 7
8. | Pembuatan 4x454 m' 44.200.000 8
Jembatan Beton
0 | Airbara 1. | Pembangunan 140 m' 35.000.000 9

Parit  Pasangan
Batako Paket |

2. | Pembangunan 120 | m' 30.100.000 10
Parit Pasangan
Batako Paket 2

3. | Pembangunan 60 | m' 41.300.000 11
Talud Penahan
Tanah Paket 1

4| Pembangunan 60 m' 41.300.000 12
Talud Penahan
Tanah Paket 2

5. { Pembangunan i unit 32.500.000 13
Sarana Pemandian
Umum
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Lanjutan Tabel 5.1

No Desa Nama Kegiatan Volu j Satn | Nilai Paket | Keteran
me an (Rp.) gan
Il | Bencah 1. | Penimbunan Jalan { 0.55 [ km 43.500.000 14
Tanah Puru Paket 1
2. | Penimbunan Jalan | 0.55 | km 43.500.000 15

Tanah Puru Paket 2
3. | Pembangunan 1 unit 50.000.000 16
Posyandu
IV | Delas 1. | Pembangunan 1 los 36.400.000 17
Pasar Desa

V | Nangka |I.|Pembangunan Parit| 150 | m' 37.300.000 18
Pasangan Batako
Paket 1
2. | Pembangunan Parit | 150 |-~m" 37.300.000 19
Pasangan Batako
Paket 2

VI | Nyelandi | 1. | Pembangunan Parit | 153 | m' 38.000.000 20
ng Pasangan Batako
Paket 1

2. | Pembangunan\Parit [ 153 | m' 38.000.000 21
Pasangan~, ‘Batako
Pak£t 2

3. { Pembangunan Parit| 153 | m' 38.000.060 22
Pasangan  Batako
Paket 3

4. Pembangunan 190 | m' 40.900.000 23
Jalan Paving Block
5. | Pembangunan 1 Unit 34.100.000 24
Sarana Pemandian
Umum

VI | Pergam 1. | Pembangunan 1 unit 50.000.000 25
Posyandu
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Lanjutan Tabel 5.1

No Desa Nama Kegiatan Satua { Volu { Nilai Paket | Keteran
n me (Rp.) gan
VIII | Ranggas | 1. | Pembangunan 150 | m' 40.900.000 | 26
Talud Penahan
Tanah Paket 1
2. | Pembangunan 150 | m' 40.900.000 27
Talud Penahan
Tanah Paket 2
3. { Pembuatan 4x4.5 44.200.000 28
Jembatan Beton

IX | Sidoharjo | 1. | Penimbunan 0.55 | km 41.100.000 29
’ Jalan Tanah
Puru Paket 1
2. | Penimbunan 0.55 km 41:100.000 30
Jalan Tanah
Puru Paket 2
3. | Penimbunan 0.55/7], km 41.100.000 31
Jalan Tanah
Puru Paket 3
4, | Pemimbunan 055 | km 41.100.000 32
Jalan Tanaly
Puru Paket4
5. | Penimbunan 0.55 | km 41.100.000 33
Jalan Tanah
Puiu Peket 5
6. | Petimbunan 0.55 km 41.100.000 34
Jalan Tanah
Plru Paket 6
7./{ Penimbunan 0.55 km 41.100.000 35
Jalan Tanah
Puru Paket 7

X | Tepus 1. | Pembuatan H Unit 40.000.000 36
MCK
2. | Pembangunan 1 unit 30.400.000 37
Sarana
Pemandian
Umum

TOTAL 1.500.000.000 | 37 Paket
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Pelaksanaan kegiatan provek yang didanai Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi
Wilayah (PNPM-PISEW), dengan paparan kegiatan kemitraan sebagai
berikut :

a. Talud Penahan Tanah dan Parit Pasangan Batako

Dinding penahan tanah adalah suatu bangunan yang berfungst
untuk menstabilkan kondisi tanah tertentu pada umumnya dipasang pada
dacrah tebing yang labil. Jenis konstruksi antaral lain pasangan batu
dengan mortar, pasangan batu kosong, beton, kayu dan scbagainya.
Fungsi utama dari konstruksi penahan tanah.adalah menahan tanah yang
berada dibelakangnya dari bahaya longset akibat :

1) Benda-benda yang ada atas” fanah (perkerasan & konstruksi jalan,

jembatan, kendaraar, dll)

2) Berat tanah

3) Berat air{tanah)

Dinding penahan tanah merupakan komponen struktur bangunan
penting utama untuk jalan raya dan bangunan lingkungan lainnya yang
berhubungan tanah berkontur atau tanah yang memiliki elevasi berbeda.
Secara singkat Dinding penahan merupakan dinding yang dibangun

untuk menahan massa tanah di atas strukfur atau bangunan yang dibuat.
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b. Pembangunan Jalan Tanah

Jalan Desa adalah jalan yang dapat dikategorikan sebagai jalan
dengan fungsi lokal di daerah pedesaan. Ariinya jalan desa dapat
berfungsi sebagai penghubung antar desa atau ke lokasi pemasaran, atau
berfungsi sebagai penghubung hunian/perumahan, serta juga berfungsi
sebagai penghubung desa ke pusat kegiatan yang lebth tinggi
tingkatannya (kecamatan).

Jalan desa dibangun atau ditingkatkan unhtuk membangkitkan
manfaat bagi masyarakat pedesaan, seperti :
1) Memperlancar hubungan dan komunikasi.dengan tempat lain
2) Mempermudah pengiriman sarana produksi ke desa
3) Beroreintasi kepada pengemibangan wilayah (jalan poros/ penghubung

desa) antara lain :

a) Menghubungkan pusat kegiatan (pasar, TPI, sentra produksi) ke
ourlét /ntara lain jalan poros desa, jalan fungsi lebih tinggi,
sungai, laut dan ferry

b) ‘Membuka isolasi desa

4) Memenuhi standar teknis pembangunan jalan dan jembatan pedesaan

5) Mempermudah pengiriman hasil produksi ke pasar, baik yang di desa
maupun yang diluar

6) Meningkatkan jasa pelayanan sosial, termasuk kesehatan, pendidikan

dan penyuluhan
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c. Pembangunan Jalan Paving Blok

Paving block menurut SNI 03-0691-1996 didefinisikan sebagai
suatu komposisi bahan bangunan yang dibuat dari campuran semen
portland atau bahan perekat hidrolis sejenisnya. air dan agregat dengan
atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak mengurangi mutu paving
block tersebut.

Paving block sering dipergunakan untuk mengeraskan jalan,
halaman kantor atau rumah atau pun areal parkir. Fingsi utama bahan ini
adalah untuk menutup lantai dengan bersih dan'dalam jangka waktu yang
lama. Paving blok dapat dipaéang tanpa menggunakan semen. Hal ini
membuatnya sebagai altemnatif yarig mufah dan mudah untuk penyerapan
air dan tempat yang bebas lumpur. Dar segi keindahan, bangunan yang
sederhana akan lebih _indah' dengan lantai dan tempat yang bagus. Di
pasaran dapat ditemiukan berbagai bentuk, motif dan pola sesuai dengan
selera konsuimen,

Keberadaan paving block bisa menggantikan aspal dan pelat
beton, dengan banyak keuntungan yang dimilikinya. Penggunaan paving
block memiliki beberapa keuntungan, antara lain :

1) Dapat diproduksi secara massal.
2) Dapat diaplikasikan pada pembangunan jalan dengan tanpa

memeriukan keahlian khusus.
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3) Pada kondisi pembebanan yang normal paving block dapat digunakan
selama masa-masa pelayanan dan paving block tidak mudah rusak.

4) Paving block iebih mudah dihamparkan dan langsung bisa digunakan
tanpa harus menunggu pengerasan seperti pada beton

5) Tidak menimbulkan kebisingan dan gangguan debu pada saat
pengerjaannya.

6) Paving block menghasilkan sampah konstruksi lebih sedikit
dibandingkan penggunaan pelat beton.

7) Adanya pori-pori pada paving block\ meminimalisasi aliran
permukaan dan memperbanyak infiltfasi dalam tanah.

8) Perkerasan dengan paving bléck ‘miampu menurunkan hidrokarbon
dan menahan logam berat.

9) Paving block memiliki nilai estetika yang unik terutama jika didesain

dengan pola dan“watna yang indah (www.paving.org.uk).

10) Perbandifigdn, harganya lebih rendah dibanding dengan jenis
perkerasan konvensional vang lain.
k) Pemasangannya cukup mudah dan biaya perawatannya pun murah

(www.paving,org.uk)

d. Pembangunan Jembatan Beton
Jembatan adalah suatu bangunan kontruksi di atas sungai atau
jurang yang di gunakan sebagai prasarana lalu lintas darat. Tujuan dari

pembangunan jemabatan di pedesaan adalah sarana penghubung pejalan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




119
13/40951.pdf

kaki atau lalu lintas kendaraan ringan di pedesaan. dengan kontruksi

sederhana dan menggunkaan bahan-bahan lokal atau bahan setempat.

Jembatan pada jalan desa yang menghubungkan perkampungan dengan

pusat kegiatan produksi. seperti pertanian, perkebuanan dan lain-iain.

Jenis jembatan dikembangkan di pedesaan terdiri dari jembatan gantung,

jembatan kayu, jembatan beton dan jembatan kayu dengan gelegar besi.

Pada program tahun 2012 ini akan dibangun jembatan beton. Untuk

desain dan kontruksi jembatan beton konsultan péndamping dapat

menggunakan Standar bina Marga atan \kimpraswil kabupaten.

Keuntungan penggunaan jembatan betofi dibanding jembatan kayu atau

jembatan gelegar besi, antara lain :

1) Masa pakainya lebth lama

2) Kebutuhan untuk peineliharaan seharusnya/ relatif lebih kecil

3) Harga tidak jauli berbeda dengan jembatan kayu, dan lebih murah
daripadagelegar besi

4) Dapat dibangun di tempat yang tidak ada kayu dan pengangkutan
gelegar besi sangat sulit/ relatif mahal

5) Masyarakat mendapatkan ketrampilan baru, yaitu cara menggunakan
bahan beton yang notabene sangat dipengaruhi oleh tingkat dan

kualitas pemahaman struktur beton dan cara pengerjaannya.
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Sedangkan kerugiannya antara Jain :

1) Perlu ketrampilan khusus dalam desain

2) Periu pengawasan tenaga trampil yang dapat mengawasi tanpa
meninggalkan lokasi bangunan

3) Perlu perhatian khusus untuk menjamin kualitas pekerjaan

4) Sangat peka terhadap penurunan tanah/ turunnya pondasi, maka perlu
pondasi yang terjamin kuat

5) Lebih sulit pemeliharaan bila ada kerusakan

6) Kerusakan lebih sulit di detekst sampai dengan jembatan ambruk,
maka lebih berbahaya

7) Bila di buat lebar dan panjang;, proporsi biayanya sangat besar, dan
proposal dana untuk bahan“iebih tinggi di banding proporsi untuk
tenaga kenja

8) Tanpa pengawasan yang ketat, resiko kegagalan cukup besar

9) Ketrampilan untuk membangun jembatan beton tidak dapat diterapkan
oleh ‘masyarakat sendiri pada masa pasca provek. karena sangat
tergantung pada konsultan dan pengawas. Mereka tidak mendapatkan
ketrampilan yang dapat diterapkan pada kebutuhan lain-lain.

¢. Pembangunan Posyandu Desa
Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya keschatan
bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan

dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan
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pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan
memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh
pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka
kematian ibu dan anak.

Pembangunan posyandu bertujuan untuk (1) meningkatkan peran
serta dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan fasilitas
kesehatan dasar (Posyandu) dalam menunjang percepatan penurunan
Angka Kematian lbu (AKI) dan Angka Kematian(Bayi (AKB) di
Indonesia, (2) meningkatkan peran lintas sektor dalam penyelenggaraan
Posvandu, terutama berkaitan dengan gperurtanan AKI dan AKB (3)
meningkatkan cakupan dan japgkauaf” pelayanan kesehatan dasar,
terutama yang berkaitan dengan-penuruanan AKI dan AKB.

Pembangunan Pésyaridu telah memenuhi beberapa kriterta sebagai
bentkut (1) dipriontaskan pada wilayah rawan penyakit (2) lokasinya
strategis dek@tdergan pemukiman penduduk dan transportasinya mudah
dijangkau, (3)1ahan telah dibebaskan dan luas tanah yang dipergunakan
diperhitungkan untuk perkembangan yang akan datang (4) diupayakan
pembangunannya pada tanah yang relatif datar.

f. Pembangunan Pasar Desa
Pasar desa merupakan suatu jenis sarana dan prasarana pedesaan

yang digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi jual-beli. Persyaratan
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utama untuk pengadaan pasar adalah ada penjual dan pembeli serta
komoditi yang akan diperjualbelikan.
g. Pembangunan MCK dan Sarana Pemandian Umum

Sanitasi adalah merupakan manajemen segala bentuk buangan
limbah yang berpengaruh pada keschatan baik itu limbah padat maupun
cair. Fasilitas sanitasi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam
suatu kawasan permukiman. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait
dengan pemanfaatan sanitasi dapat memperburuk( kudlitas lingkungan
tersebut.

Kondisi rendahnya kualitas lingKungah merupakan permasalahan
yang hampir sama bagi selurub permukiman. Lingkungan yang buruk
dapat di identifikasi dengan meliliat‘aspck-aspek yang yang berpengaruh
pada kualitas hunian Aersebut seperti jaringan air bersih, drainase,
persampahan, fasilitas 'MCK, tingkat kepadatan dan kemiskinan,
Berdasarkan<berbagai aspek yang berpengaruh di atas keberadaan MCK
merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam penciptaan kualitas
lingKunigan perumahan yang sehat, hal ini dikarenakan limbah yang
ditimbulkan dari manusia tersebut apabila tidak dibuang pada tempat
yang disediakan maka dapat menurunkan kualitas dari lingkungan serta
menimbulkan berbagai macam penyakit yang berpengaruh pada

keschatan.
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Buruknya kualitas lingkungan pada masyarakat. minimnva MCK
yang ada, serta masyarakat yang masih memanfaatkan tempat terbuka
untuk buang air (sungai dan hutan), mendorong masyarakat untuk
meningkatkan kualitas lingkungan yang ada dengan penyediaan fasilitas
MCK.

PNPM PISEW merupakan sarana pembelajaran kemitraan antara masyarakat
dengan pemerintah daerah. Indikator pelaksanaan dan capaian Program PNPM
PISEW dapat dilihat pada tumbuhnya kebutuhan rasa kebersamaan dan kemitraan
antara LKD dengan Pemerintah Daerah, muiai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
pertanggungjawaban kegiatan serta pengawasan kegiatan,

Kemitraan LKD dengan Pemerintah Daerali’dalam upaya penanggulangan
kemiskinan melalui program PNPM PISEW) mierupakan langkah tindak lanjut dari
upaya-upaya penangulangan kemiskinan”yang telah dilakukan oleh masyarakat.
Melalui kemitraan tersebut. diharapkan terbangun dan melembaganya proses
konsultatif antara Pemerntah’ Daerah dan LKD dalam melakukan penanggulangan
kemiskinan. LKD, juga “diharapkan dapat mengakses dan menggalang berbagai
sumber daya yang dimiliki oleh berbagai pihak di tingkat daerah sehingga
diharapkan dapat lebih mendorong kemandirian upaya-upaya penanggulangan
kemiskinan. Kemitraan antara LKD dengan pemerintah daerah melalui dinas atan
instansi terkatt dalam penanggulangan kemiskinan melalui program PNPM PISEW

yang diuraikan di atas dapat di sajikan dalam gambar 5.2 di bawah ini.
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Persiapan &
Sosialisasi > Pokja
[ T
[ Penilaian Monitoring
Program LKD & et Evaluasi
Program Pemerintah v_]\}
____________________________ Pengawasan LKD |___
@ dan Dinas Mitra
Pelaksanaan

Perencanaan

-

Pertanggungja I

waban

P e ke

______

Sumber : Diolah dan Interpretasikan dari PNPM PISEW

Gambar 5.1"Kemitraan LKD dan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan
Kemiskinan Melalui PNPM PISEW

Gambar 5.2. Memperlihatkan adanya hubungan kemitraan antara LKD dan

Pemerintah daerah melalui dinas, dimana LKD dan dinas Pemerintah Kabupaten

Bangka Selatan menyatu dalam suatu wadah yang akan melakukan serangkaian
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kegiatan bersama mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertangggungjawaban
kegiatan dan pengawasan kegiatan.

Membangun kebersamaan antara LKD dan Pemerintah Daerah dalam suatu
wadah sebagai proses pembelajaran bersama kedua pihak. Dari proses pembelajaran
tersebut, maka dapat dikembangkan prinsip-prinsip (1) pelembagaan kemitraan dan
pembangunan partisipatif, khususnya dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan
antara LKD dan pemerintah daerah, (2) menumbuhkembangkan transparansi dan
akuntabiiitas dalam tata kepemerintahan melalui mekanismé komuinikasi timbal
balik, (3) mendorong proses alih pengetahuan, sumber daya, teknologi, informasi dan
lain-lain dari dinas/ instansi terkait kepada masyarakat, (4 mendorong dinas/ instansi
terkait lebih memabami kultur, dinamika ddn Kebutuhan il serta permasalahan
masyarakat, (5) mengoptimalkan keterpadian potensi masyarakat dengan sumber
daya dan potensi yang di miliki dirias/ instansi terkait; (6) membangun kepercayaaan
dan kerjasama sinergis antara.l.KD dengan pemerintah daerah melalui dinas/ instansi

terkait.

A. Perencanaan Kegiatan
LKD mengajukan usulan kegiatan untuk mendapatkan dana PNPM
PISEW. Kemitraan yang terjadi antara LKD dan Pemerintah Daerah pada awal
rencana kegiatan adalah penentuan jenis kegiatan yang akan diusulkan.
Penentuan kegiatan ini dilakukan bersama antara LKD dan Pemerintah Daerah.

(1) Melalui rapat koordinasi tingkat kabupaten yang difasilitasi oleh BP3MD
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bersama Pokja dan dihadiri oleh seluruh LKD dan Dinas. (2) rapat koordinasi
yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan. Rapat ini dihadir oleh anggota Pokja.
PJOK, Pemerintah, dinas terkait dan seluruh LKD. Tahap perencanaan dapat

digambarkan seperti gambar 5.2 dibawah ini :

Ketua T
LKD K
» Kegiatan LKD a
s b
: Rapat Rencana u
D p ) (
Tei?us't —» Koordinasi > .Keglatan_ _»Y Kegiatan | 4
Kabupaten Dinas Terkait Bersama :u
‘ e
»| Usuldn Pekja a
Pokja l
Seluruh T
LKD
¥ K
h e
Dinas - Rapat_/ R Paripuma Kegiatan ¢
Terkait Qg (Hasil Kabupaten) Bersama a
Kecamiatan m
1 a
Pokja ;
Pjok 2

Sumber : Data diolah dari dokumen PNPM PISEW

Gambar 5.2 Skema Tahap Perencanaan PNPM PISEW
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Pada tahap ini terjalin sinergi antara LKD) dan dinas terkait yang tefah
memutuskan kegiatan-kegiatan yang akan diusulkan dan dilaksanakan secara
bersama.

Kepedulian Pemerintah Daerah dalam mengakomodir hasil LKD
merupakan suatu yang luar biasa dalam kemitraan antara LKD dengan
Pemerintah Daerah. Kepedulian tersebut jarang tegjadi karena biasanya
pemerintah daerah jarang mengakomodir kebutuhan masyarakat walaupun dalam
mekanisme perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang diiulai dari tingkat

desa akan tetapi sangat jarang mengakomodir usulan-usulan masyarakat

1. Penyusunan proposal kegiatan

Dalam penyusunan proposdl)kégiatan ini akan terjalin kemitraan
antara LKD dengan Pemerintah Daerah melalui dinas terkait. Dalam hal ini,
kedua pihak sccara hersama-sama menyusun proposal sesuai dengan jenis
kegiatan yang  telah, disepakati bersama pada awal kegiatan perencanaan.
Terjalinnya kemitraan antara LKD dan pemerintah daerah diketahui dari hasil
wawancara dengan salah seorang ketua LKDD. Dalam wawancara itu ketua
LKD menyatakan :

“ Sebelum penyusunan proposal kegiatan dilaksanakan, dinas
terkait melakukan bimbingan teknis tentang pembuatan rencana
detail kegiatan. LKD melakukan persiapan bahan-bahan terkait yang
dibutuhkan, jadi ada kerjasama antara unsur dinas dan LKD.
{(Wawancara, 18-07-2012)”
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Hasil pengamatan vang dilakukan melalui dokumen rencana kegiatan
seperti  proposal Program  Nasional Pemberdayaan  Masyarakat
Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW)
ditemukan proposal vang berisi (1) susunan angggota, (2} lembar
pengesahan; (3) penjelasan tentang pentingnya kegiatan proyek bagi
masyarakat; (4) usulan kegiatan dan rencana detail kegiatan.

Informasi yang dj_peroieh dari hasil wawancara dengan Ketua LKD
terdapat kerjasama atau kemitraan antara unsur pemerintali dan LKD dalam
penyusunan proposal kegiatan. Kemitraan yang terjalin di antara kedua belah
pihak terlihat pada kesamaan peran antara Kedua pthak tersebut. Pemerintah
Daerah melalui dinas terkait melakikan\bimbingan teknis kepada LKD
terkait proposal kegiatan yang diuSulkan. Hal im juga dapat dilihat pada
penandatanganan proposal yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan,
Pemerintah Daerah yang diwakili oleh dinas mitra, dan perwakilan LKD.
Setelah proposal kégiatan disusun bersama antara LKD dengan dinas terkait,
kemudian preposadl kegiatan tersebut di verifikasi dan direkomendasikan oleh
TimVerifikasi dan selanjutnya diajukan ke Pemerintah Daerah.

Proposal yang diajukan memenuhi persyaratan sesuai dengan
pedoman teknis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan
Infrastruktur  Sosial dan Fkonomi Wilayah (PNPM-PISEW). Tahap
penyusunan proposal kegiatan dapat digambarkan pada gambar 5.3 berikut

ini :
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Gambar 5.3 Skema Tahap Penyusunan Proposal PNPM PISEW

Unsur kemitraan.ini” Jmelihat perbedaan antara LKD dan Pemerintah
Daerah terkait dengdn/kepemilikan sumber daya atau kekuatan potensi salah satu
pihak. Dalam«organisasi kemitraan di tingkat kecamatan, ada satu pihak yang
merasa mempunyai kewenangan yang besar. Mempunyai otoritas yang tinggi,
atau merasa dominan karena mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan
dengan pihak lain hal ini tampak pada proses pengambilan keputusan dalam
setiap tahapan penyusunan proposal kegiatan. Peran LKD dalam melaksanakan
penyusunan proposal kegiatan pelaksanaannya secara umum masih belum

optimal, pada awal kegiatan bisa memberikan akses luas kepada LKD, dan
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pengambilan keputusan pun juga dilakukan secara demokratis, namun setelah itu
dalam perjalanan selanjutnya, berbagai macam rapat dalam penyusunan prepoesal
program kerja, ada keputusan yang mengikuti keputusan pemerintah yang
mempunyai program pada tahun berjalan terutama pada kegiatan yang dana dari
APBD, seperti peningkatan jalan Desa Sidoharjo sebesar Rp. 2.000.000.000.-.
Hal ini seperti pemyataan salah satu pejabat Dinas PU di Kabupaten Bangka
Selatan :

“ Untuk sharing dana dart Kabupaten Bangka Selatan, biasanya
mengikuti program yang telah tercariturn dalam Diokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Kabupaten Bangka ~Selatan tahun berjalan”
(Wawancara, 18-07-2012).

Pada tahap penyusunan proposal kégiatatrmemiliki model kemitraan dua
arah antara pemerintah dan masydrakat, dengan tanpa melibatkan swasta.
Kemitraan antara pemerintah dan ‘masyarakat tidak berada pada derajat atau
status yang setara. Hal ini.ditunjukkan oleh hubungan peran yang tidak setara
antara keduanya. Dalam\hal ini pemerintah berada pada level perencana dan
donator yaitu, ‘sebagai menentukan petunjuk teknis dan mendanai program.
Sedangkan ‘masyarakat pada fevel program lokal, yang mana bisa mengusulkan
kegiatan yang dibutuhkan. Pemerintah memberikan fasilitast kebutuhan tenaga
konsultan yang didistribusikan ke desa-desa, yaitu scbagai konsultan yang
bertugas mendampangi LKD. Dapat disimpulkan kemitraan yang dilakukan,
masing-masing aktor berada pada level yang berbeda, dan memainkan peran

yang berbeda pula.
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2. Pengajuan proposal kegiatan

Proposal  Program  Nasional Pemberdayaan  Masyarakat
Pengembangan Infrastruktur  Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-
PISEW) vang telah di susun oleh LKD sebelum diajukan untuk
mendapatkan dana, terlebth dahulu diverifikasi menyangkut kelengkapan
dan kebenaran pengisian data secara berjenjang yang dimulai dan Tim
Fasilitator Kecamatan, TTI, POKJA, PJOK sampai pada unsur Dinas PU.
Setelah dilakukan penelusuran terhadap dokumeh-dékumen tersebut,
ditemukan adanya kemitraan dinas/ instansi tetkait pemerintah dengan LKD
melalui satu bagian yang tidak terpisahkan.

Pada tahap ini keberadaan dinasvmitra dan LKD yang merupakan
satu bagian yang tidak dapat-dipisahkan, selain itu juga keteriibatan
Pemerintah Kecamatan dalam' hal ini Camat sebagai unsur pemerintah di
tingkat kecamatan memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan di
wilayah kerjaiya dapat berjalan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku.
Selain hal\ tersebut, kemitraan juga terjadi pada saat tim Verifikasi
melakiikan pemeriksaaan terhadap proposal, ini dapat terlihat pada struktur
anggotanya yang terdiri pemerintah daerah, masyarakat dan konsultan. Hal
ini menunjukkan bahwa bentuk kemitraan yang dibangun di dasarkan atas
prinsip kebersamaan karena kedua pihak mempunyai tanggungjawab yang
sama dan prinsip kesetaraan karena kedua pihak berada pada posisi yang

setara. Tahap pengajuan proposal kegiatan seperti gambar 5.4 berikut tni:
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Gambar 5.4 Skema Tahap Pengajuan Proposal PNPM PISEW
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3. Pencairan dana
Setelah proposal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan Infrastruktur  Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-
PISEW) dan dokumen pencairan dana diverifikasi oleh Tim Verifikasi,
pada proses selanjutnya dilakukan pencairan dana.

Ketua LKD mengajukan permintaan pembayaran kepada PPK
PISEW, dengan melampirkan dokumen (back up data) yang telah disetujui
Konsultan Teknis (FK dan Ttl) dan memberikan nomgr rekening Bank
LKD. Atas dasar pengajuan dokumen permintaan dana dari LKD maka
PJOK akan memberikan verifikasi séielab”/memenksa kelengkapan
dokumen dan kemudian meneruskan \dokumen tersebut kepada PPK
PISEW.

PPK PISEW mergajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS)
ke KPA, dengan melampirkan dokumen SP3, BAP, surat rekomendasi,
rencana jadwal keérja dan kwitansi pembayaran. KPA menerbitkan SPM-LS
setelah dilakuKan pengujian atas SPP yang diajukan.

KPPN menerbitkan SP2D-RK dan mengirimkannya ke Bank
Operasional Mitra Kerja KPPN. Bank Operasional Mitra Kerja KPPN
mentransfer dana ke rekening ketua LKD. LKD dapat segera memanfaatkan
dana yang tersedia di rekening LKD. Mekanisme pencairan dana tersebut

dapat di gambarkan 5.5 sebagai berikut :
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Sumber : Buku Panduan PNPM PISEW

Gambar 5.5 Mekanisme penyaluran dan pericairan dana PNPM PISEW

Dalam pelaksanaan dilapafigan’ tata cara pencairan dana PNPM
PISEW dengan pengaturan\pembayaran sebanyak empat tahap pencairan.
Setelah SP3 ditandatangarmi oleh PPK dan LKD maka LKD dapat
mengajukan pefmintaan uang muka scbagai pembayaran tahap pertama
kepada PRK\di Kabupaten yang akan mengajukan SPP langsung (SPP-LS)
kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selanjutnya KPA menerbitkan
Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor perbandaharaan Negara (KPPN).
SPP-LS tahap I sebesar 30% dari nilat SP3 tanpa jaminan bank garansi,
dengan lampiran :

a. SP3 (Form LKD-6)

b. Surat Rekomendasi Camat (Form LKD-5a)
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Pakta Integritas (Form LKD-13)
Rencana Jadwal Pelaksanaan {Form LKD-8f)
Berita Acara Pembayaran Uang Muka (Form LKD-10.a.1)

Pencairan Tahap II dan III masing-masing sebesar 30% dari nilai SP3

dapat diajukan setelah prestasi pekerjaan mencapai 40% dan 80% dengan

dilampirkan :

d.

b.

Berita Acara Pembayaran/ Penarikan Dana (Form LKD-10.a.2)
Berita Acara Prestasi Pekerjaan (Form LKD-.10.c)

Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (Form LKD-10.d)
Kwitansi Pembayaran Angsuran tanpa materai {form LKD-10.b)
Rencana Penggunaan Dana (form JEK1)+10.a)

Pencairan Tahap IV sebesar'10% dari nilai SP3 dapat diajukan setelah

prestasi pekerjaan selesai miencapai 100% dengan dilampiri :

Berita Acara Pembayaran/ Penarikan Dana (Form LKD-10.a.2)

Berita Acard Prestast pekerjaan (Form LKD-10.c)

Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (Form LKD 10.d)

KEwitansi Pembayaran Angsuran Tanpa materai (Form LKD-10.b)

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari LKD ke PPK (Form LKD-11.a)
Foto dokumentasi pelaksanaan (0%, 50% dan 100%) pada titik atau

station (STA) yang sama
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g. Rencana kegiatan Operasional dan Pemeliharaaan (OP) oleh Tim OP
vang dibentuk berdasarkan rembug Kelompok Pemanfaat dan
Pemeliharaan (KPP) di tingkat desa.

Kemitraan yang terjadi dalam proses pencairan dana tersebut sesuai
dengan penelusuran terhadap dokumen pencairan dana, Penanggung Jawab
Operasional Kegiatan (PJOK) bertindak atas nama Pemerindah Daerah
sebagai Pihak Pertama melakukan perjanjian dengan pihak kedua yaitu Ketua
LKD dan Kepala Dinas. Kedua belah pihak sepakat melaKsanakan kegiatan
sesuai dengan usulan berdasarkan ketentuan-ketentwan yang berlaku. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa Ketua LKD/dan"Pemerintah Daerah yang
diwakili oleh Kepala Dinas terkait mienjadi satu bagian yang tidak dapat
dipisahkan (Pibak kedua) melakukan)perjanjian dengan PJOK selaku pihak
pertama. Bahwa kedua pihiak baik LKD dan dinas mitra bertangggungjawab
terhadap pelaksapaan.kégiatan, mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku
dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan beserta dana yang
telah digunakan secara transparan. Demikian juga dalam rekening dana
bantnan atas nama LKD, dimana spesiment tanda tangan terdini dari Ketua
LKD dan perwakilan dinas terkait, schingga setiap penarikan dana di bank
harus ditanda tangani oleh kedua pihak.

Setelah selesai dokumen yang digunakan untuk mencairkan dana
untuk memulai pelaksanaan kegiatan di verikasi, saat pengajuan pencairan

dana haruslah menunggu semua dokumen masuk sebanyak 7 (Tujuh)
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Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan ke Bank mitra. Pada tahap ini
sering terjadi keterlambatan memasukan dokumen dari LKD. Kondisi ini
berimplikasi pada keterlambatan pencairan dana termin pertama dan
terakumulasi pada pembuatan pertanggungjawaban program untuk pencairan
termin kedua, hal ini seperti dikatakan oleh PJOK Kecamatan sebagai
berikut :

“ Kami menerima kebijakan Bank yang baru mau mencairkan
dana setelah semua dokumen terkumpul ‘tetapi kéini.mengharapkan
kesadaran dari kawan-kawan LKD untuk kerjasamanya’sehingga tidak
menggangu kegiatan lain yang mau dijalankam\ “(Wawancara, 18-07-
2012).

B. Tahap pelaksanaan
Sebelum pekerjaan kegiatan/ proyek PNPM PISEW dilaksanakan, LKD
melakukan pertemuan dengan‘warga untuk membahas pelaksanaan pekerjaan
proyek, seperti yang dikemukan oleh salah seorang anggota LKD sebagai
berikut :

“ Sostalisasi dilaksanakan sebelum kegiatan PNPM-PISEW di
kefjakan” untuk menginformasikan pekerjaan proyek yang akan
dilaksanakan. Selanjutnya LKD menyusun jadwal kerja, rencana
kebutuhan dana dan tenaga”. (Wawancara, 18-07-2012).

Pertemuan yang dilaksanakan oleh LKD dengan warga masyarakat
selain membicarakan hal-hal tersebut, juga menyepakati bentuk swadaya
masyarakat terkait dengan pelaksanaan pekerjaan proyek. Dari hasil pengamatan

melalui catatan/ notulen rapat yang diselenggarakan oleh LKD tersebut,
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ditemukan kesepakatan menyangkut tugas-tugas yang harus dilakukan oleh
LKD, yaitu :
1. Mengadakan/ menyediakan bahan-bahan yang berhubungan dengan
pekerjaan proyek termasuk tenaga kerja dan peralatan kerja
2. Mengelola administrasi dan keuangan proyek

3. Mengawas jalannya pengerjaan proyek

Sebagai wujud transparansi pelaksanaan pengerjaati~proyck kepada
masyarakat, masyarakat dapat meltbatkan diri dalam pengerjaan proyek mulat
dari pengadaan atau penyediaan bahan, pengéfjean proyek, sampai pada
pengawasan pengerjaan proyek. Hal ini, dilakukan agar mereka mengetahui
setiap dana yang keluar untuk pengerjaan proyek tersebut.

Aktivitas kemitraan yang dilakukan oleh LLKD dan pemerintah Daerah
adalah kedua pihak bertanggungiawab terhadap pelaksanaan pekerjaan kegiatan
proyek, tidak terbatas ‘pada pembagian tugas. Sebagai wujud tanggung jawab
dinas mitra sebagai lembaga yang mengetahui atau lembaga yang mempunyai
keahlian dalam bidang tertentu, dinas mitra melakukan bimbingan secara terus
menerus terhadap panitia terkait dalam pelaksanaan tugas-tugas kepanitiaan.
Upaya ini dilakukan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar
masyarakat mengetahui dan memahami cara melakukan suatu pekerjaan denga.n

baik, disamping itu juga terjalin komunikasi timbal balik dan proses konsultatif.
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1. Realisasi Kegiatan
Pelaksanaan pekerjaan proyek yang didanai PNPM PISEW dapat

terlihat dalam gambar 5.6 pada peta wilayah Kecamatan Airgegas :
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Gambar 5.6 Peta Lokasi Realisasi Program PNPM PISEW di Kecamatan Airgegas

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



140
13/40951.pdf

I.egenda Peta :

1. Talud Penahan Tanah

2. Parnt Pasangan Batako

3. Pembangunan Jatan Tanah

4, Pembangunan Jalan Paving Blok

5. Pembangunan Jembatan Beton

6. Pembangunan Posyandu Desa

7. Pembangunan Pasar Desa

8. Pembangunan Sarana Pemandian Umum

9. Pembangunan MCK

Paparan realisasi  kegiatan ‘kemitraan Program  Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi
Wilayah (PNPM-PISE W) sebagai berikut :

a. Talud Penahan Fdnah
Pembuatan talud penahan tanah yang merupakan bagian dari kepiatan
PNPM PISEW disesuaikan dengan kondisi geografis desa. Secara
geografis, desa Airbara dan Ranggas termasuk daerah yang kondisi
tapahnya tidak stabil. Kondisi geografis seperti ini rentan dengan
robohnya tanah. Karena itu, beberapa masyarakat di desa tersebut
merekomendasikan pembangunan talud penahan tanah sebagai kegiatan

prioritas. Realisast pekerjaan Talud Penahan Tanah Paket 1 dan 2 di Desa
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Airbara Senilai Rp. 82.600.000,- dan Talud Penahan Tanah Paket 1 dan 2
di Desa Ranggas senilai Rp. 81.800.000,-. Lokasi pembangunan talud
penahan tanah dapat dilihat pada gambar 5.6 diatas.
b. Parit Pasangan Batako
Keberadaan parit pasangan batako di kompleks pemukiman penduduk
adalah untuk mengatasi masalah genangan air di jalan.. Namun demikian,
dibeberapa loksi, parit ini dijadikan sebagai tempat pembuangan air
limbah, Realisasi pekerjaan Parit Pasangan Batako Pakét 1'dan 2 di Desa
Airbara senilai Rp. 65.000.000,- dan Parit Pasangan Batako Paket 1 dan 2
di Desa Nangka senilai Rp. 74.600.000,;"serta Parit pasangan Batako
Paket 1 sampai 3 di Desa Nyelanding'sénilai Rp. 114.000.000,-. Lokasi
pembangunan parit pasangan batikodapat dilihat pada gambar 5.6 diatas.
c. Pembangunan Jalan Tarah

Nilai strategis dan~terseédianya sarana prasarana dalam bentuk jalan
adalah mendukung” aktivitas keseharian masyarakat. Jalan merupakan
kebutuhan yang tidak kalah penting dengan kebutuhan saranan prasarana
lainnya,” Hal ini tercermin melalui PNPM PISEW  Tahun 2012
Pembangunan Jalan Tanah Puru Paket 1 s/d 7 di Desa Airgegas senilai
Rp.304.500.000,- dan Penimbunan Jalan Tanah Puru Paket 1 dan 2 di
Desa Bencah senilai Rp. 87.000.000,-. Peningkatan Jalan Tanah Puru

Paket 1 sampai Paket 7 di Desa Sidoharjo senilai Rp. 287.700.000,~ serta
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peningkatan jalan Sidoharjo senilai Rp. 2.000.000.000,-. Lokasi
pembangunan jalan tanah dapat dilihat pada gambar 5.6 diatas.

d. Pembangunan Jalan Paving Blok
Kegiatan pembangunan jalan paving blok merupakan salah satu pilihan
kegiatan yang diusulkan dalam program PNPM PISEW. Kegiatan
pembangunan jalan paving blok dilaksanakan mengingat kondisi jalan
ckonomi yang ramai dilalui masyarakat tapi dalam kondisi berair dan
licin. Manfaat pelaksanaan kegiatan ini dirasakan \0leh 250 orang.
Pembangunan Jalan Paving Blok dilakukan di\Desa'Nyelanding senilai
Rp. 40.900.000,-. Lokasi pembangunanjalan paving block dapat dilihat
pada gambar 5.6 diatas.

e. Pembangunan Jembatan Beton
Penduduk Desa Airgegas.dan Desa Ranggas sebagian besar adalah petani.
Pembangunan jembatan beton merupakan salah satu kebutuhan dasar
scbagian bésat masyarakat petani karena dampak langsung dari
keberaddan jembatan sangatlah membantu dalam perlancar arus barang
dan jasa’ Pembangunan Jembatan Beton di Desa Airgegas senilai Rp.
44.200.000,- dan Desa Ranggas senilai Rp. 44.200.000,-. Lokasi
pembangunan jembatan beton dapat dilihat pada gambar 5.6 diatas.

f. Pembangunan Posyandu Desa
Kegiatan sosial lain yang direkomendasikan oleh masyarakat dalam

program PNPM PISEW di Kecamatan Airgegas salah satunya yaitu
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dengan memberikan perhatian kepada kesehatan ibu dan anak yang ada.
Bentuk kegiatan ini dilakukan dengan Pembangunan Posyandu di Desa
Bencah senilai Rp. 50.000.000,- dan di Desa Pergam senilai Rp.
50.000.0000,-. Lokasi pembangunan posyandu desa dapat dilihat pada
gambar 5.6 diatas.
g. Pembangunan Pasar Desa
Salah satu aspek yang juga menjadi perhatian masyarakat dalam program
PNPM PISEW adalah perhatian kepada kelompok/ usaha ekonomi
pedesaan. Bentuk kegiatan tersebut adalah dehgan miemberikan peluang
tempat usaha bersama dengan dibangundya pasar desa. Penyerapan dana
untuk kegiatan Pembangunan Pasar Désa di Desa Delas senilai Rp.
36.400.000,-. Kegiatan ini bé¢omianfaat bagi masyarakat desa delas dan
sekitarnya. Lokasi pembangunan pasar desa dapat dilihat pada gambar 5.6
diatas.
h. PembangundnSarana Pemandian Umum

Sarana, Pemandian Umum merupakan kebutuhan masyarakat yang
penting,Oleh sebab itu, kegiatan pembangunan sarana pemandian umum
yang dilakukan PNPM PISEW mendapat dukungan dari masyarakat. Hal
ini terbukti dengan adanya antusias masyarakat sebagai wujud pemberian
dukugan atas program tersebut. Pembangunan Sarana Pemandian Umum

dilakukan di Desa Nyelanding senilai Rp. 34.100.000,- dan Desa Tepus
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senilai Rp. 30.400.000,-. Lokasi pembangunan sarana pemandian umum
dapat dilihat pada gambar 5.6 diatas,
i. Pembangunan MCK

Kebutuhan masyarakat akan keberadaan sarana MCK di Desa Tepus tidak
kalah pentingnya deangan kebutuhan akan prasarana dasar lingkungan
yang lain. Pembangunan MCK dilakukan menghindan perilaku buruk
sebagian masyarakat yang menjadikan sungai sebagai tempat
pembuangan hajat. Total realisasi pembangunan MCK dalam pelaksanaan
kegiatan ini 1 paket yaitu di Desa Tepus senilai\Rp. 40.000.000,-. Lokasi

pembangunan MCK dapat dilihat pada gambar 5.6 diatas.

C. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban /‘terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan
merpakan suatu keharusan sebagai wujud tanggungjawab yang mencerminkan
transparansi dan akuntabjlitas terhadap pengelolaaan administrasi kegiatan dan
keuangan. Prinsip pertanggungjawaban dalam hubungan kemitraan secara
kelembagaan irienjadi akhir dari keseluruhan proses interaksi. Setelah melewati
proses sepanjang rentang waktu yang disepakati, hubungan yang dibangun
berdasarkan prinsip kepercayaan akan dipertanggungjawabkan. Melalui prinsip
tersebut, semua pihak yang terlibat mendapatkan kesempatan untuk memberikan
bukti atas pelaksanaan semua komitmen yang telah disepakati bersama dan

pencapaian hasil-hasilnya.
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Penyusunan aporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawabannya
dilakukan bersama-sama dalam kemitraan antara LKD dan Pemerintah Daerah
melalui dinas terkait meliputi seluruh yang berhubungan dengan pengelolaan
sumber daya serta pengelolaan kegiatan.

Dalam rapat LKD, ketua LKD membacakan pertanggungjawaban
pelaksanaan pekerjaan proyek. Telaah terhadap dokumen laporan
pertanggungjawaban berisi laporan realisasi kegiatan proyek dengan realisasi
pendanaan yang bersumber dari pemerintah maupun ¢$wadaya masyarakat.
Pertangggungjawaban terutama terkait dengan hal-hal “yang berhubungan
dengan jumlah dana, penerima dana, realisasi pembelanjaan. Di samping itu
juga pertanggungjawaban dalam kemitradn meliputi pengelolaan kegiatan yang

difaksanakan.

D. Tahap Pengawasan
Pengawasan{mérupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memantau
proses dan perkembangan pelaksanaan suatu program. Bentuk dan kegiatan
pengawasan ini‘bisa berupa :
1. Pemantauan langsung/ kunjungan ke lapangan
2. Pemantauan terhadap laporan/ surat/ email
3. Pemantanan berdasarkan informasi per telepon atau sarana komunikast

lainnya.
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Secara umum tujuan dari pelaksanaan pengawasan adalah untuk :
1. Mengetahui pelaksanaan program, apakah berjalan sesuai dengan mekanisme
yang ditetapkan
2. Mengetahui hambatan/ permasalahan yang terjadi dan bagaimana mengatasi
masalah tersebut
3. Mengetahui s¢jauh mana kemajuan/ progress atau hasil-hasil program yang
telah dicapai

4. Mendapatkan umpan balik bagi penyempumaan pelaksanaai program.

Muatan dari kegiatan pengawasan 4ni’_bisa ditambahkan dengan
memberikan penguatan kepada institusi/ lemibaga atau personal/ individu
terhadap materl/ teknis pelaksanaait-yang dirasakan masih kurang. Dalam
pelaksanaan kegiatan pengawssan bisa dilakukan secara bersama, yang biasa
disebut pengawasan terpadu”yaitu dinas mitra, Fasilitator Kecamatan (FK), Ttl,
LKD, masyarakat dap/Titn Monitoring dan Evaluasi PNPM PISEW. Pada tahap
ini terjalin kenasama dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan dilaksanakan
dengan baik)dan berkesinambungan schingga semua kegiatan dalam program
bisa terpantau dan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

Kesadaran tentang peran dan kapasitas perempuan dalam kegiatan
infrastruktur belum terwujud di Kecamatan Airgegas. Kegiatan infrastruktur yang
umumnya identik dengan kegiatan kaum laki-laki, masih menjadi hambatan bagi

kaum perempuan yang tergabung dalam LKD PKK untuk mengambil peran
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dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan peningkatan jalan oleh PNPM
PISEW, hal ini sebagaimana di kemukakan ketua LKD PKK Airgegas sebagai
berikut :

“ Bahwa dalam melaksanakan kegiatan ini LXD berkeyakinan bahwa
laki-laki lebih mampu untuk melaksanakan program terutama dalam
kegiatan fisik yang memerlukan tenaga seperti pembuatan jalan baru”
(Wawancara, 18-07-2012).

Gambaran kemitraan yang diuraikan di atas memperlihatkan pola
hubungan kebersamaan antara LKD) dan pemerintah daerah 'melalui program
PNPM PISEW dalam upaya penangggulangan kemiskinan dalam bentuk
bantuan teknis, pendanaan, komunikasi, Jnformasi dan edukasi. Bentuk
kemitraan yang dilakukan yaitu kebersamaan dalam kegiatan PNPM PISEW
mulai dad perencanaan dalam_menentukan dan menyusun kegiatan,
melaksanakan kegiatan, pertangggungjawaban kegiatan sampai pada
pengawasan kegiatan.

Kemitraah therupakan aktifitas bersama di antara dua pihak atau lebih
yang berkepentingan dalam mencapai tujuan bersama dan di dasarkan pada
pengenalan/ kekuatan dan kelemahan masing-masing. Penangggulangan
kemiskinan merupakan tanggungjawab bersama, maka dilakukan suatu
kerjasama untuk mencapai tujuan, karena Kkedua pihak menyadar
penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Untuk itu,

jalan pelaksanaannya dipandang penting melibatkan unsur-unsur terkait seperti
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LKD dan pemerintah dalam suatu bentuk kemitraan. LKD di nilai pemerintah
cukup aktif dan respon dalam persoalan penanggulangan kemiskinan.

Demikian juga, Pemerintah daearah di nilai LKD memiliki kepedulian
terhadap penanggulangan kemiskinan dengan mengalokasikan dana melalui
APBD. Kepedulian pemerintah diwujudkan pula dalam  bentuk
pengakomodasian  program-program masyarakat. Pelaksanaan kegiatan
penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Airgegas telah menumbuhkan
kepercayaan kepada LKD untuk mengelola kegiatan' penanggulangan
kemiskinan dengan fasilitas yang disediakan oleh petnerintah, sebaliknya, LKD
menjaga kepercayaan tersebut dengan melaKsanakan kegiatan dengan baik

sebagaimana tergambar dalam tabel 5.2 bérikat/imi

Tabel 5.2 Rekapitulasi Realisasi Prograin PNPM PISEW Tahun 2009, 2010, 2011, 2012

No MNama Kegiatan Tahun | Volume Lokasi Biaya
Pembukaan Jalan Lingkar 2009 Desa Air
1 [ Desa Air Gegas 3000 m § Gegas 150,000,000.00
Jalan Tembus/Pengerasan 2009 Desa Air
2 I Tanah Puru Desa Air gegas ' 1000 m | Gegas 131,000,000.00
2009 Desa Aar
3 F Gorong™\Dcsa Air Gegas - 12 Unit § Gegas 32,000,000.00
Pembuatan Siring 2009 Desa
4 | Sidoharjo 200 m Sidoharjo || 50,000,000.00
o 2009 Desa
5 | Gorong" desa Sidoharjo 54 buah | Sidoharjo { 113,400,000.00
2009 Desa
6 J Pembukaan Jalan Desa 1000 m | Nangka 50,000,000.00
2009 | .. Desa Air
7 { Pembuatan Jalan Baru 1000 m § Bara 50,000,000.00
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Lanjutan Tabel 5.2

No Nama Kegiatan Tahun | Volume Lokasi Biaya
Peningkatan Jalan Desa 2009 Desa
8 § Pergam 1500 m [ Pergam 196,000,000.00
2009 Desa
9 || Jalan Setapak 1130 m } Tepus 195,000,000.00
2009 Desa
10 || Pembukaan Jalan Baru 3000 m || Ranggas 109,600,000.00
Pembukaan Jalan Baru 5009 Desa
11 1000 m | Bencah 63,000,000.00
Jalan Semeninasi 2009 Desa
12 340 m { Nyelanding { 50,000,000.00
Pembuatan Pasar Rakyat 2009 Desa Air
13 8§ x4 Badra 50,000,000.00
Pembuatan Posyandu 2009 Desa Air
14 6 x6 Bara 50,000,000.00
Pembuatan Posyandu 2009 Desa
15 6X6 Ranggas 50,000,000.00
Penambahan HU PAM dsn 2009
16 fi Il Dan II 9 Unit § Desa Delas | 160,000,000.00
Pembuatan Posyandu 2010 Desa
17 1 Unit { Tepus 50,000,000.00
2010 . jDesa
18 | Plat Deucker (1 x1x2) 1 Unit Tepus 22,114,000.00
. 2010 . qDesa
19 {f Gorong" desa Sidoharja 3 Unit Sidoharjo | 113,000,000.00
2010 . |Desa
20 § Plat Deucker 2 Paket 2Unit || Pergam 61,680,000.00
Pengerasan Tanah Puru 2010 Desa
21 § JLInveksiSawah 1 Km Pergam 125,000,006.00
2010 0.130
22 | Tatud Jembatan Jalan Pasar km Desa Delas | 50,000,000.00
Peningkatan Jalan Tanah 2010 Desa Air
23 I Puru 1500 Gegas 200,000,000.00
2010 Desa Air
24 | Gorong" Desa Air Gegas 1 Unit Gegas 50,000,000.00
Siring Jalan 2010 300 m Desa Air
25 (Gegas 109,000,000.00
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Lanjutan Tabel 5.2

No Nama Kegiatan Tahun | Volume Lokasi Biaya
Pembuatan Jalan Baru 2010 1.5km | Desa

26 Nyelanding } 138,779,000.00
Penimbunan Tanah Puru 2010 1000 m | Desa

27 Nyelanding { 125,000,000.00
Jembatan Beton 2010 1 Unit § Desa

28 Nangka 50,000,000.00
Rabat Beton 2010 500m { Desa

29 Bencah 80,000,000.00
Siring Jalan 2010 345 Desa

30 Bencah 125,427,000.00
Jembatan Beton 2010 3Unit § Desa

31 Ranggas 150,000,000.00
Pembangunan Jembtan 2011 IUnit § DesaAir

33 § Beton Gegds 42.496,000.00
Penimbunan Tanah Puru 2011 1650 mt'_l/Desa Air

34 (Gegas 156,000,000.00
Pembukaan Jalan Baru 2011 1500 | Desa Air

35 Gegas 100,000,000.00
Parit Pasangan Batu 20H 210m { Desa

36 Bencah 50,006,000.00
Parit Pasangan Batu 2011 210m | Desa

37 Nangka 50,600,000.00
Posyandu 2011 1 Unit } Desa Delas

38 50,000,000.00
Parit Pasangan Batu 2011 400 m ¢ Desa

39 Nyelanding | 100,000,000.00
Pembukaan Jalah Baru 2011 2 Paket | Desa

40 Nyelanding § 90,160,000.00
Pembukaan Jalan Baru 2011 4 Paket | Desa

41 Pergam 186,040,000.00
Parit Pasangan Batu 2011 200 m { Desa

42 Pergam 50,000,000.00
Pembuatan MCK 2011 2Unit § Desa

43 Pergam 50,000,000.00
Pembuatan Talud 2011 152m [ Desa

44 i Ranggas 48,875,000.00
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Lanjutan Tabel 5.2

No Nama Kegiatan Tahun | Volume Lokasi Biaya
Pembuatan MCK 2011 1 Unit Desa

45 Ranggas 35,979,000.00
Pembuatan MCK 2011 2 Unit Desa

46 Ranggas 46,450,000.00
Parit Pasangan Batu 2011 1,295 Desa

47 Sidoharjo  § 350,000,000.00
Parnit Pasangan Batu 2011 190 m Desa

48 Tepus 50,000,000.00
Parit Pasangan Batu 2011 200 m Desa Air

49 Bara 50,000,000.00
Pem. Talud penahan tanah 120 m Desa Air

50 2012 Bara 82,600,000.00
Parit pasangan Batako  f160m Desa Air

51 2012 Bara 65,100,000.00
Pembuatan Sarana Pemandian 1 Unit Desa Air

52 § Umum 2012 Bara 32,500,000.00
Pembangunan Jalan Tanah 3850 Desa Air

53 | Puru 2012 Gegas 304,500,000.00
Pembangunan Jembtan Beton 4x4,5m § Desa Air

54 2012 Gegas 44,200,000.00
Pembangunan Posyandu 1 Unit Desa

55 2012 Bencah 50,000,000.00
Penimbunan Jalan Tapah Puria 1,100 Desa

56 ) _ 2012 Bencah §7,000,000.00
Pembangunan PasarDésa 1 Los ‘Desa Delas

57 2012 36,400,000.00
Parit pasangan Batako 300 m Desa

58 2012 Nangka 74,600,000.00
Parit pasangan Batako 459 Desa

59 2012 Nyelanding § 114,000,000.00
Pembangunan Jalan Paving 190 m Desa

60 § Blok 2012 Nyelanding § 40,900,000.00
Pembuatan Sarana Pemandian 1 Unit Desa

61 f Umum 2012 Nyelanding § 34,100,0600.00
Pembangunan Posyandu 1 Unit Desa

62 2012 Pergam 50,000,600.00
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Lanjutan Tabel 5.2

No Nama Kegiatan Tahun | Volume Lokasi Biaya
Pem. Talud penahan tanah 300 m Desa

63 2012 Ranggas 81,800,000.00
Pembangunan Jembtan Beton 4x4,5m | Desa

64 2012 Ranggas 44,200,000.00
Peningkatan Jalan Tanah Puru 3,850 Desa

65 2012 Sidoharjo | 287,700,000.00
Pembangunan MCK 1 Unit Desa

66 2012 Tepus 40,000,000.00
Pembuatan Sarana Pemandian 1 Unit Desa

67 | Umum 2012 Tepus 30,400,000.00

Total 6.000.000.000,00

Kerjasama antara LKD dengan Pemerintdh,Daerah melalui dinas terkait
dalam wadah kemitraan, mengindikasikaft_bahwa adanya persekutnan antara dua
pihak yang bekerjasama yang pada akhimya diidentifikasi sebagai bentuk kemitraan
(partnership). Hal ini berarti(dua ‘pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan
kerjasama atas dasar késepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka
meningkatkan kapaSitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan
tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Bentuk kemitraan yang terjadi antara LKD dengan Pemerintah Daerah dalam
program penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui program PNPM PISEW.
Dalam program ini terutama dalam tahap perencanaan (pengajuan proposal dan
pencairan dana), pelaksapaan kegiatan, pertanggungjawaban kegiatan dan

pengawasan kegiatan, kedua belah pihak berada pada posisi yang seimbang,. Artinya,
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kedua belah pihak memiliki peran yang sama. Temuan dilapangan menunjukkan
bahwa dalam penentuan kegiatan baik pada tahap perencanaan kegiatan khususnya
pada pengajuan proposal kegiatan dan pencairan dana, tahap pelaksanaan kegiatan,
tahap pertanggungjawaban hasil kegiatan maupun pengawasan kegiatan, kedua pihak
memiliki peran yang sama. dengan kata lain, inisiasi tidak hanya datang dar1 salah
satu pihak saja, tetapi juga berasal dari kedua pihak. Demikian juga, dalam
kepemilikan sumber daya, kedua pihak mempunyai kesamaan dalam kepemilikan
sumber daya.

Bentuk kemitraan antara LKD dan Pemerintah“Daerah tidak membedakan
besaran atau volume, status/legalitas, atau kekaatan“vpara pihak yang bermitra.
Perhatian utama adalah potensi yang dimiliki kédda pihak yang saling mengisi satu
dengan lainnya dalam program PNPM PISEW schingga kedua pihak memiliki tujuan
yang sama. Hubungan kemitraanini terjalin secara liniear, yaitu berada pada garis
lurus, tidak saling tersubordinas,

Bentuk kemitfaan ‘antara LKD dan Pemerintah Daerah adalah bentuk
kemitraan yang, dilakukan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan. Prinsip
kebersamaan varnig dimaksud adalah bahwa tidak ada perbedaan status atau kekuatan.
Kedua pihak melakukan kreativitas bersama dan kedua pihak saling membutuhkan.
Akibatnya, tercipta adanya ketergantungan satu sama lain karena potensi yang
dimiliki, terbatas walaupun mempunyai kesamaan. Selain itu, kedua pihak juga

mempunyai tujuan yang sama dan kedua pihak saling mendapatkan manfaat dan
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memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama yaitu menanggulangi kemiskinan
secara bersama.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat distmpulkan bahwa pada tahap
perencanaan khususnya pada pengajuan proposal kegiatan dan pencairan dana,
pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban kegiatan dan pengawasan kegiatan,
bentuk kemitraan vang terjadi antara LKD dengan Pemerintah Daerah melalu
program PNPM PISEW mengandung unsur (1) kedua pihak berada pada posisi yang
sama dan tidak tersubordinasi antara satu dengan yang lain; ((2)/melakukan kerja
sama yang seimbang; (3) kedua pihak mendapatkan_ mmanfaat; (4) kedua pihak
mempunyai potensi yang relatif sama; (5) visi{ miisi”Saling mengisi sehingga
mempunyai kesamaan tujuan. Berdasarkan haltersebut maka bentuk kemitraan LKD
dengan Pemerintah Daerah lebih mengarah-ke bentuk mutualistik.

Prinsip mendasar den utams dan kemitraan secara kelembagaan adalah saling
percaya (mutual trust) di antara-Xedua pibak yang terlibat di dalamnya. Berpijak pada
prinsip tersebui, LKD dar’ Pemterintah Dacrah melakukan interaksi untuk mencapai
tyjuan bersama .dengan” sejumlah sumber daya yang dimiliki dengan tetap
menghargai . idéntitas masing-masing pibak. Selain prinsip saling percaya yang
menjadi dasar terbangunnya kemitraan antara LKD) dan Pemerintah Daerah, terdapat
nilai-nilai lainnya yang terbangun sebagai penentu bentuk kemitraan antara kedua
pihak seperti kesamaan visi, saling membutuhkan dan saling menguntungkan.
Berikut ini akan dijelaskan nilai-nilai dalam kemitraan antara LKD dan Pemerintah

Daerah.
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E. Kesamaan Visi

Kedua pihak memiliki visi yang sama, LKD dengan visinya “Terwujudnya
masyarakar yang sejahtera, damai dun kompetitif dengan didukung oleh
agribisnis dan pariswisata”. Sedangkan Kecamatan Airgegas dengan visinya
“Terwuwjudnya Airgegas Sejahtera, Terdepan Dalam Layanan Menuju
Pemerintahan Yang Amanah, Bersih Dan Berwibawa”. Sehingga kalau
dipadukan kedua visi tersebut mempunyai kesamaan terwujudnya masyarakat
yang sejahtera dengan mewujudnya pemenuhan kebutiharn dasar masyarakat
miskin melalui program penanggulangan kemiskinan ferpadu. Kesamaan visi
diwujudkan dalam aktivitas kemitraan yangd{dilakukan oleh kedua pihak dari
tahap perencanaan khususnya pengajuanv/proposal dan pencairan dana,
pelaksanaan dan pertanggungjawabar serta pengawasan kegiatan. Perwujudan
dari unsur kemitraan ini adalah pemerintah yang merumuskan dan membuat
kebijakan program PNRM PISEW dan didukung oleh kemampuan pendanaan
yang dilakukan mélaiui mekanisme penyertaan dana (sharing dana), kemampuan
pengetahuam, ketersediaan program, dan kemampuan SDM yang handal (tenaga
ahli). KD dengan program, swadaya, tenaga kerja, dan pengetahuan yang
didapatkan dari pengalaman. Potensi yang dimiliki oleh kedua pihak digunakan
untuk mewujudkan visi yaitu masyarakat yang sejahtera, sehingga kemitraan
yang terjalin, kedua pihak mempunyai visi yang sama dan saling memperkuat.

LKD diakomodir oleh pemerintah karena pemerintah sendin mempunyai
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program yang sama, kemudian dalam implementasinya difasilitasi dengan
potensi yang dimiliki oleh kedua pihak.

Dari hasii wawancara yang dilakukan, beberapa tanggapan yang
disampaikan oleh ketua LKD :

“.....Pada prinsipnya visi antara LKD dan Pemerintah Kecamatan
Airgegas tidak beda, meskipun dalam redaksi yang berbeda tetapi intinya
tetap sama yaitu bagaimana mencapai masyarakat yang sejahtera dan
berdaya...”(Wawancara, 27-06-2012).

Pendapat lain yang disampaikan oleh Camat Airgegas mengatakan :

“...Tugas Pemerintah Kecamatan Airgegas memberikan pelayanan
kepada masyarakat termasuk mensejahterakan masyarakat, jadi siapapun
pejabatnya kesejahteraan masyarakat menpadiv prioritas, demikian juga
dengan KD sudah scjalan visinya membantu masyarakat miskin agar
berdaya....”(Wawancara, 27-06-2012),

Kemitraan antara LKI? dengan Pémerintah Daerah diletakkan pada konteks
sinergi dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Syarat terpenting untuk itu
adalah kesamaan atasy pefsoalan yang akan diselesatkan dan cara
penyelesaiannya. Kesamaadn visi diperlukan dalam kemitraan antara LKD dan
Pemerintah Diaerab Karena keduanya memiliki rasa kebersamaan atas persoalan
yang dihadapi”dan kedua pihak disatukan oleh kepentingan bersama, yaitu
berkontribusi bagi penanggulangan kemuskinan.

Ditinjau dari peran yang dilakukan antara LKD dan Pemerintah Daerah
dalam kemitraan ini keduanya mempunyai peran yang sama tetapi dalam

implementasinya, peran dilakukan kedua pihak pada sasaran yang berbeda sesuai
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dengan status kedua pihak. Adapun peran yang dilakukan LKD adalah sebagai

berikut :

1. Merumuskan kebijakan dan strategi dalam rangka upaya penanggulangan
kemiskinan di desa dengan :

a. Menjaring aspirasi masyarakat LKD dan melakukan komunikasi dengan
masyarakat.

b. Merumuskan program yang ditunjang oleh kemampuan SDM yang
memadai.

2. Mengorganisasi masyarakat yaitu kegiatan LKD juntuk menggerakkan
partisipasi dalam pembangunan masyarakaf desa yang bersangkutan secara
aktif mulai dari tahap perumusan progmsam kerja, pelaksanaan kegiatan
maupun pemantauan dan pengawédSannya dalam kegiatan pemberdayaan
masyarakat dengan :

a  Melakukan koordimasy dengan tokoh masyarakat untuk mendapatkan
dukungan dan’ simpati dalam melibatkan masyarakat miskin dalam
kegiatam\ LK1,

b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah baik dalam penyusunan
program maupun pelaksanaan kegiatan LKD.

¢. Melakukan koordinasi dengan Pemertntah Daerah yang difasilitasi oleh

BP3MD.
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3. Melakukan singkronisasi atau penyelarasan program-program
penanggulangan kemiskinan LKD) dan Pemerintah Daerah serta menetapkan
kegiatan-kegiatan yang akan didanai.

4. Melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan serta ikut
bertanggung jawab keberhasilan program PNPM PISEW

5. Melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan, yaitu kegiatan LKD untuk
memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kegiatan yang
dilaksanakan kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur
sampai sejauhmana penyimpangan pelaksanaan Kegiatan yang diukur
berdasarkan rencana program tersebut. Aertanggungjawaban dilakukan
melalui musyawarah bersama yang dihddiri oleh perwakilan masyarakat,
tokoh masyarakat, pemerintahl de¢sal Hasil-hasil pertanggungjawaban
disebarkan melalui media/informasi seperti papan informasi, dan secara
administrasi disampaikan’Kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah.

6. Menjamin keterlibatan semua masyarakat miskin, yaitu kegiatan LKD untuk
mengikutseitakan~ semua masyarakat miskin baik laki-laki maupun
perempuan {anpa memandang jenis kelaminnnya untuk mengikuti dalam
kegiatan pemberdayaan program PNPM PISEW. Dalam setiap tahapan
pelaksanaan kegiatan mulai dan perencanaan, pelaksanaan  dan
pertanggungjawaban harus dipastikan melibatkan masyarakat miskin.

Scdangkan Pemerintah Daerah mempunyai peran scbagai berikut :
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1. Formulasi dan arahan kebijakan program PNPM PISEW dan merealisasikan
dana bantuan.

2. Melakukan pembinaan secara berjenjang dan struktur pemerintahan yang ada
sampai ketingkat pemerintahan desa.

3. Melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam melakukan
pembinaan secara umum bagi pelaksanaan dan kelangsungan program.

4. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak latn termasuk dengan LKD terkait
dengan penggalangan potensi dalam pelaksanaan dan kelangsungan program.

5. Melakukan kontrol dan pengawasan secara umum ‘pelaksanaan program serta
ikut bertanggung jawab keberhasilan progrant PNPM PISEW

6. Pemerintah desa berperan memberikan{pembinaan sekaligus mendorong bagi
terwuyjudnya pemberdayaan masyarakat dalam program PNPM PISEW,
memberikan fasilitas yang dibutuhkan bagi terwujudnya kondisi positif bagi
pengembangan kegiatan” LKD), serta bertanggungjawab secara umum bagi

keberhasilan [_)emberdayaan dalam program PNPM PISEW.

F. Saling Membutuhkan
Keterbatasan potensi yang dimiliki oleh kedua pihak menimbulkan sifat
ketergantungan pada kedua pihak. Keterbatasan potensi yang dmmiliki oleh LKD
mengharuskan LKD melakukan hubungan kerjasama dengan Pemerintah Daerah
terutama dalam mengakses sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah seperti

pendanaan dan SDM (tenaga ahli) untuk membiayai program-program LKD.
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Demikian juga sebaliknya, LKD yang memiliki program-program yang telah
direncanakan yang didukung oleh masyarakat dan data-data akurat yang
berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan (by name by address) sangat
dibutuhkan oleh pemerintah karena selama ini pemerintah merasa kesulitan
dalam merealisasikan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, seperti
vang diungkapkan oleh seorang pejabat salah satu dinas di Kabupaten Bangka
Selatan, sebagai berikut :

“ ....Kami mempunyai program pengentasan kemisKipan tetapi tidak
dilengkapi data pendukung, schingga kami tidak dapat merinci program
tersebut dalam bentuk kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara
nyata di lapangan...... Itu menjadi kelemahad kami” (Wawancara, 20-06-
2012).

Keterbatasan pemerintah dalam merencanakan program disebabkan oleh
banyaknya rencana program yang-harug'dibuat. Keterbatasan pemerintah tersebut
karena kurangnya data-data\yang akurat sebagai pendukung rencana program,
sehingga menyulitkad Jpemi€rintah dalam penyusunan kegiatan yang akan
dilaksanakan di| tingkat masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat..Masing-masing desa di Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan
mempunyai tingkat kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga jika dilaksanakan
program-program pemerintah tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, tidak didukung oleh masyarakat, masyarakat bersikap apatis atau

cuek dengan program pemerintah tersebut karena masyarakat sejak awal tidak
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mengetahul. Hal yang sama juga disampaikan oleh seorang pejabat salah satu
dinas di Kabupaten Bangka Selatan.

*.....Karena selama ini masyarakat beranggapan proyek pemerintah hanya
untuk menghabiskan anggaran, pekerjaan proyek diserahkan kepada pihak
ketiga dan masyarakat tidak pernah dilibatkan. Namun hasil yang diperoleh
kurang optimal dan kami kesulitan menentukan lokasi proyek yang benar-
benar dibutuhkan masyarakat. Ada informasi dari pthak yang mengatakan
bahwa di desa ada program yang berisi rencana program masyarakat secara
detail, akhimya kami memutuskan untuk berkonsuitasi dengan LKD ....”
(Wawancara, 20-06-2012).

Prinsip saling membutuhkan dalam bentuk kemitraan ‘mutualistik menjadi
unsur yang menentukan terhadap keberlanjutarh Kemitraan Belajar dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka ,Selatan” yang merupakan daerah
pemengkaran dan ketiadaan unsur swadaya masyarakat sebagai bentuk kontribusi
vang harus disiapkan oleh kedua piliak’/berdampak pada kinerja kemitraan kedua
pihak terganggu karena umnsur ‘utama dalam kemitraan antara LKD dan
Pemerintah Daerah tidak dapat dipenuhi.

Prinsip salifigZmembutuhkan erat kaitannya dengan prinsip saling mengisi,
seperti yang'disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat,

“/.Pemerintahpun  kami rasa tidak mampu sepenuhnya
menyelesaikan masalah kemiskinan. Dalam kegiatan PNPM-PISEW
masyarakat mempunyai kelebihan potensi tenaga dan swadaya, maka perlu
untuk  saling mengisi dan menutupi kekurangan masing-masing
pihak...”(Wawancara, 27-06-2012).

Prinsip saling mengisi dalam kemitraan antara LKD dan Pemerintah Daerah

bertitik tolak atas kesadaran terhadap keterbatasan pihak lain sekaligus melihat
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adanya kelebihan pada pihak lain yang diharapkan dapat menutupinya. Dengan
demikian kemitraan yang dibangun berdasarkan prinsip ini pada semua aspek
yang diperlukan sehingga diperoleh pencapaian tujuan yang sama.

Saling mengisi juga tampak pada bentuk kontnbusi yang disediakan oleh
kedua pihak terutama dalam bentuk dana dari Pemerintah Daerah dan swadaya
dari masyarakat. Kedua kontribusi tersebut mutlak disediakan. Swadaya yang
diberikan oleh masyarakat sifatnya wajib karena hal ini berkaitan erat dengan
sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat itu semdiri, seperti yang
diungkapkan oleh salah seorang warga masyarakat di Desa Sidobharjo sebagai
berikut :

“...Untuk kemajuan desa, kami reta meinberikan swadaya seperti tanah,
tenaga, dan material serta telah disepakati dalam rapat LKD tentang
bentuk partisipasi masyarakat=”..” {Wawancara, 06-06-2012).

Swadaya masyarakat «nerupakan salah satu faktor yang penting dalam
menggalang partisipasi™ymasyarakat terutama dalam melaksanakan suatu
pekerjaan proyek. Seperii’ yang disampaikan oleh salak seorang warga di Desa
Sidoharjo Kecamatan Airgegas, bahwa penyertaan swadaya masyarakat dalam
bentuk pembebasan lahan dan tanaman sangat membantu pemerintah terutama
dalam mengurangi beban anggaran Pemenntah Daerah terutama yang ada pada
dinas terkait. Kondisi ini akan sangat membantu dalam penyelesaian pekerjaan

proyek.
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Berdasarkan uraian di atas, diperolebh satu pemahaman bahwa dalam
menanggulangi suatu permasalahan, dibutuhkan kebersamaan termasuk dalam
menyatukan potensi yang dimiliki oleb masing-masing pihak agar tujuan
terbangunnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan akan terwujud. Dalam
program PNPM PISEW swadaya masyarakat merupakan salah satu hal yang
penting dalam kemitraan LKD dengan pemerintah daerah. Itulah sebabnya,
swadaya masyarakat harus ada karena tanpa swadaya masyarakat usulan kegiatan
tidak akan direalisasikan walaupun usulan itu sangat profitas dan sangat
dibutuhkan oleh warga terutama masyarakat miskin.) Dalam pelaksanaan
monitoring persiapan pelaksanaan kegiatan PNPM PISEW di Desa Nyelanding
Kecamatan Airgegas, salah seorang anggotd POKJA menyatakan :

“...Dalam program PNPM PISEW masyarakat diharapkan tidak hanya
bicara tetapi harus membeiikan sumbangan nyata atau swadaya terkait
dengan kegiatan yang”akan -dilaksanakan dan harus dibuktikan tidak
sckedar formalitas dalam proposal usulan kegiatan....” (Wawancara, 06-
06-2012).

Hal yang sama jdga disampaikan oleh salah seorang warga yang tanahnya
dijadikan lokasi\kegiatan tersebut, yakni :

“ “Pcrmbangunan jalan setapak di desa demi kepentingan orang banyak.
Jalan yang sebelumnya licin dan becek, sekarang sudah diperkéras
sehingga mempermudah lalu lintas orang dan barang. Jadi kami sangat
setuju menyerahkan tanah dan tanaman kami yang terkena proyek jalan
setapak dan dibuktikan dengan pernyataan tertulis.....”(Wawancara, 06-
06-2012).
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Mekanisme untuk memperoleh swadaya dari masyarakat dilakukan oleh
LKD melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang program PNPM PISEW pada
tahap persiapan pclaksapaan program di tingkat desa, kegiatan mustembang
tingkat desa, dan pada pertemuan lainnya yang dilaksanakan di desa, lingkungan,
RT, RW. Sementara itu, penetapan swadaya tersebut dilakukan melalui
musyawarah bersama yang difasilitasi oleh LKD, Pemerintah Desa dan dihadiri
oleh masyarakat di lingkungan tempat pelaksanaan kegiatan.

Dalam penelusuran melalui dokumen administrasi \EKD, ditemukan
pernyataan secara tertulis dari masyarakat yang membenkan swadaya terutama
menyangkut pembebasan lahan dan tanaman. Pernyatadn tertulis ini dimaksudkan
untuk menghindari adanya protes warga ‘yang tanahnya dijadikan lokasi
pembangunan proyek. Dengan kata lain;pernyataan tertulis itu merupakan bukti
yang sah bahwa masyarakat telah mengikhlaskan tanahnya untuk dijadikan lokasi
pembangunan proyek. Perfiyataan tertulis itu dibuat sendini oleh yang
bersangkutan di atas’kertas yang bermaterai tanpa ada investasi dari pihak lain.

Pada .saat “monitoring tersebut pihak POKJA dalam meinastikan
kebenaran akan surat pernyataan tersebut, pihak POKJA melakukan pertemuan
langsung dengan masyarakat terutama bagi masyarakat yang lahannya menjadi
lokasi pembangunan suatu proyek. Pada kesempatan lain setelah pelaksanaan
monitoring oleh POKJA selesai, dilakukan wawancara dengan beberapa
masyarakat menyangkut swadaya tersebut. Berikut petikan pernyataan warga

pada saat ditakukan wawancara.
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“_..Pemerintah bertanggungjawab terhadap sarana dan prasarana yang ada,
masalah dana pembangunan sudah menjadi beban pemerintah, kami
kurang setuju dengan swadaya tersebut, tapi setelah di ben pengertian dan
penjelasan oleh POKJA perlunya partisipasi masyarakat dalam
pembangunan, dalam dalam bentuk apapun...” (Wawancara, 03-07-2012).

Ada beberapa kelompok masyarakat yang kurang setuju dengan persoalan
swadaya terutama masyarakat miskin. Mereka yang tidak setuju memberikan
alasan bahwa tanah tersebut adalah satu-satunya aset yang mereka miliki.
Mengenai persoalan ini, beberapa warga dimintai pendapat untuk memberikan
solusi atas ketidaksetujuan pemilik tanah. Pada saat itu, kétua-PJOK menyatakan
hal berikut :

“ ..Pada saat sosialisasi dengan masyarakat, membahas persiapan
pelaksanaan kegiatan dan mencari(sofusi terhadap setiap permasalahan
yang ada dimasyarakat termasuk mengenai pembebasan lahan tersebut,
salah satu kesepakatan adalah ‘memberikan ganti rugi kepada masyarakat
miskin yang tanahnya menjadi lokasi, pembangunan proyek dengan cara
menghimpun dana dari\masyasakat yang mampu...” (Wawancara, 03-07-
2012).

Dart hasil teldah terhadap dokumen notulen rapat yang dilaksanakan oleh
[LKD dan dihadirioleh Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat
lainnya ditemukan adanya kesepakatan warga masyarakat di lingkungan tersel:;ut
dalam hal menanggulangi persoalan di atas. Isi kesepakatan tersebut adalah
bahwa masyarakat yang mempunyai kelebihan pendapatan siap membantu
masyarakat miskin yang tanahnya dijadikan lokasi pembangunan proyek.
Bantuan yang diberikan oleh warga yang memiliki kelebiban dari segi keuangan

adalah memberikan dana secara sukarela sebagai ganti rugi kepada warga miskin
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yang keberatan tanahnya dijadikan iokasi pembangunan proyek. Dengan
pemberian ganti rugi tersebut, persoalan yang berkaitan dengan swadaya
masyarakat akhirnya teratasi.

Pemberian swadaya oleh masyarakat merupakan wujud tanggung jawab
masyarakat terhadap apa yang dibutuhkannya. Dengan kata lain, jika masyarakat
membutuhkan sesuatu, masyarakat hendaknya memberikan swadaya. Hal seperti
ini diperiukan sebagai proses pembelajaran bagi masyarakat, bahwa
masyarakatpun berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan
pembangunan tidak melihat miskin dan kaya. Masyarakat tidak sekedar
menikmati apa yang disediakan oleh pihak lain.

Berdasarkan hasil wawancara tefthadap” beberapa orang dan telaah
terhadap dokumen-dokumen, unsur keswadayaan dalam program PNPM PISEW
merupakan sesuatu yang wajih bagi masyarakat. Dalam hal ini, swadaya
masyarakat merupakan bentdk partisipasi masyarakat dalam kemitraan LKD dan
pemerintah daerah{ mielalai program PNPM PISEW. Tanpa ada swadaya
masyarakat tidak akan terlaksana apabila salah satu pihak menarik dir1 dalam arti
tidak memberikan kontribusi. Dalam prinsip kemitraan tidak ada pihak yang
merasa dominan, artinya jika hanya salah satu pihak yang memberikan kontribusi
dan pihak lain tidak ada kontribusinya. Hal ini sangat menganggu kemitraan yang
sedang berjalan.

Jenis-jenis swadaya masyarakat sesuai data yang berhasil dihimpun

melalui Dokumen Efektifitas Realisasi Rencana Stra.teg_is Kecamatan adalah
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material, tenaga kerja, penambahan komponen, lahan dan lain-lain. Jenis-jenis

swadaya beserta pembiayaannya disajikan dalam tabel 6.1 di bawah ini :

Tabel 6.1. Bentuk dan Nilai Swadaya Masyarakat

No | Material | Tenaga | Penambahan Lahan Lain-lain Total
Komponen

1 12.899.000 | 1.450.000 | 5.000.000 383.000.000 | 45.000.000 | 437.349.000
(0,66%) | (0,33%) | (1,14%) (87,57%) | (10,28%)

Sumber : data diolah dari POKJA

Sehubungan dengan kemitraan melalui¢progtam PNPM PISEW kedua
pihak berada pada posisi yang setara. Jika\pemerintah memberikan bentuk
penyertaannya harus ditopang oleh berituk penyertaan dari pibak masyarakat.
Demikian juga, sebaliknya ~ketika masyarakat siap dengan swadayanya
pemerintahanpun harus,.siap /dengan dananya. Dalam proses pembelajaran
kemitraan dalam  program ini tidak ditentukan besar kecilnya swadaya
masyarakat, berapapun nilainya dan apapun bentuknya tidak menjadi persoalan,
yang penting Keédua pihak bersedia berkontribusi berdasarkan kemampuan yang

dimiliki.

G. Saling Menguntungkan
Prinsip saling menguntungkan dalam kemitraan antara LKD dan

Pemerintah aerah nampak pada manfaat yang didapatkan oleh kedua pihak.
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Kedua pihak saling mendapatkan manfaat dan keuntungan dengan melakukan
kemitraan dalam upaya menanggutangi kemiskinan. Bagi LKD dan masyarakat
manfaat vang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah mengakomodir rencana-rencana program LKD sehingga LKD
mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk mengelola kegiatan-
kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan.

2. Tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat miskin sehingga dapat
menambah penghasilan.

3. Terbangunnya sarana dan prasarana lingkungan sepertt’ rumah layak huni
(mahyani), jalan, jembatan, saluran air/irigdsi, MCK, tanggul dan fasilitas
umum lainnya yang diburukan oleh masyarakat miskin.

4. Peningkatan kesehatan masyarakadt melalui pembangunan posyandu desa dan
kegiatan-kegiatan sosial lainfiya.

5. Transfer ilmu pengetaliudn) dan teknologi kepada masyarakat sebagai proses
pembelajaran.

6. Terjalinnya“\komunikasi dua arah antara LKD dan Pemerintah Daerah
khususnya'déngan dinas-dinas atau instansi pemerintah.

7. Swadaya masyarakat ditunjang dengan dukungan dana pemerintah,

Sedangkan bagi Pemerintah Daerah manfaat yang diperoleh :

1. Pemerintah merasa terbantu dalam merealisasikan rencana program

penanggulangan kemiskinan.
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2. Kualitas pekerjaan terjamin karena pekerjaan tidak diserahkan atan
dikontrakkan kepada pihak lain.

Pengeluaran anggaran pemerintah lebih hemat karena didukung oleh swadaya

o)

masyarakat.

4. Terjalinnya komunikasi dua arah antara Pemerintah Daerah dan LKD

5. Pemerintah mendapatkan pengalaman bekerja dengan masyarakat, karena
selama ini pemerintah lebih banyak bekerja dengan pihak-pihak lain,

Terkait dengan manfaat yang didapatkan, dalam kemitraan antara LKD
dan Pemerintah Daerah terdapat unsur kepuasan terutama dengan apa yang telah
diberikan dengan manfaat yang diperoleh. Sepeftl yang diungkapkan oleh salah
seorang warga masyarakat yang wilayahnya merndapatkan bantuan pembangunan
MCK di Desa Tepus Kecamatan Airgegas, sébagai berikut :

£

. Kepuasan yang kami dapatkan adalah sckarang kami telah
memiliki MCK walaupuh, masih sifatnya milik umum, bertahun-tahun kami
kalau mau buang hajatke dalam hutan atau pinggir sunggai, dengan adanya
program PNPM<PISEW kami dapat merealisasikan MCK ini dengan
bantuan dapd sprogram dan swadaya yang kami kumpulkan....”
{Wawancara, 04+07-2012).

Hal ini-séjalan dengan hasil penelitian Gaffar (2010) menyatakan pada
prinsipnya-pembangunan MCK yang pendanaanya berasal dari program PNPM-
P2KP yang berada di lingkungan Mangeramba Kelurahan Takatidung Kabupaten
Polewali Mandar, telah berhasil dalam mempengaruhi perubahan sikap
masyarakat yang ada di Kelurahan Takatidung, masyarakat puas dan sudah

menerima serta memanfaatkan fasilitas yang ada. Perubahan sikap masyarakat
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dalam hal ini, masyarakat sudah mulai beradaptasi dan menerima serta
mermnanfaatkan fasilitas yang ada dengan tidak menggunakan lagi ruang terbuka
(hutan dan sungai) sebagai sarana untuk BAB.

Kepuasan tidak saja datang dari masyarakat, pemerintahpun, mecrasakan
kepuasan tersendiri melalui kemitraan yang dibangun antara LKD dan
Pemerintah Daerah, seperti yang disampaikan oleh salah seorang pejabat salah
satu dinas di Kabupaten Bangka Selatan.

“...Sebagai dinas yang melayani bidang cipta karya, Pemerintah
Kabupaten Bangka Selatan merasa puas, karena<salah satu tujuan kami
adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kebutuban
sarana dan prasarana jalan, dan melalui program PNPM PISEW tujuan ini
tercapai  berkat  kerjasama  antara \( Pemerintah  Daerah  dan
LKD....”(Wawancara, 04-07-2012).

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah seorang anggota POKJA

“....Kami senang dan bangga terhadap semangat gotong-royong dan
kebersamaan masyarakat untuk membantu merawat dan memelihara dan
ada rasa memiliki, dtas ‘sarana dan prasarana yang sudah dibangun
sedangkan kepuasan pemerintah dapat dilihat dalam bentuk realisasi dana
PNPM PISEW("(wawancara, 05-07-2012).

Berdasarkar» pendapat tersebut, prinsip saling menguntungkan dalam
bentuk kemitraan mutualistik tidak saja didapatkan oleh salah satu pihak, tetapi
juga oleh pihak lain. Keuntungan atan manfaat yang didapatkan adalah benar-
benar nyata. Semua pihak yang berkepentingan maupun yang tidak

berkepentingan dapat menyaksikan manfaat atau keuntungan yang diperoleh.
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Perwujudan nilai-nilai tersebut diatas dalam konteks kemitraan telah
mewamai interaksi antara LKD dan Pemerintzh Daerah dalam menanggulangi
kemiskinan melalui program PNPM PISEW. Fenomena yang dijumpai dalam
penanggulangan kemiskinan melalui program, PNPM PISEW yang pada
kenyatannya melibatkan beberapa aktor seperti Pemerintah Daerah melalui dinas
terkait dan masyarakat melalui LKD mengiring pada terjalinya pola-pola
hubungan sosial antar aktor yang saling bekerjasama. Adanya unsur
ketergantungan, saling membutuhkan, saling menguntungkan,\ddanya kesamaan
visi masing-masing pihak dalam menuntut terjadinya jalinan kerjasama dari
masing —~ masing aktor baik mulai dari pros€s/pefencanaan khusunya pada
pengajuan proposal dan pencairan dana, jielaksanaan, pertanggungjawaban dan
pengawasan kegiatan.

Jalinan kerjasama terseb(t_terjadi karena dalam proses PNPM PISEW
sebelumnya telah terbentuk Jsuatu lembaga keswadayaan masyarakat yang
kemudian oleh masyarakat ditindaklanjuti dengan membentuk LKD. Salah satu
komponen dalarn, PNPM PISEW adalah tersedianya dana yang dapat diakses oleh
masyarakat \Unfuk dapat mengakses dana tersebut, LKD dan pemerintah daerah
melakukan kerjasama dalam hal pembiayaan kegiatan-kegiatan yang telah
direncanakan oleh masyarakat. Jalinan kerjasama ini dilakukan sebagai suatu
proses pembelajaran bersama antara LXD dengan pemerintah daerah melalui
dinas, bahwa ke depan model penanggulangan kemiskinan harus melibatkan

unsur pemerintah daerah melalui dinas atau instansi teknis serta menyediakan
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fasilitas pendanaan yang bersumber dari APBD dan sumber daya manusia yang
mempunyai keahlian-keahlian tertentu yang dapat diakses oleh LKD untuk
membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan dalam penanggulangan
kemiskinan.

Pemerintah Daerah melakukan kemitraan dengan LKD karena pihak
pemerintah melihat sejak awal proses PNPM PISEW dilaksanakan, masyarakat
telah membentuk suatu lembaga keswadayaan masyarakat, seperti yang
disampaikan oleh salah seorang pejabat di BP3MD Kabupaten’Bangka Selatan,
sebagai berikut :

. Pemerintah Kabupaten Bangka' Selatan melakukan kemitraan
dengan LKD karena di tingkat desa i¢lah ada LKD yang selama proses
PNPM PISEW telah melakukan refleksi‘Kemiskinan, pemetaan swadaya
dan perencanaan partisipatif mengenai masalah kemiskinan kemudian juga
dalam program PNPM PISEW ‘mengharuskan Pemerintah Daerah
mensinergikan program-program pemenntah dengan program LKD dan
melakukan  kerjasama\, dalam mengimplementasikan  kegiatan. ..
“(Wawancara, 05-07-2012)

Proses awal PNPM PISEW yang telah melahirkan kesepakatan masyarakat
untuk membentik LKD menjadi alasan pemerintah melakukan kerjasama dalam
upaya nierealisasikan program-program pemerintah dan program-program LKD.
LKD dalam melakukan kemitraan dengan Pemerintah Daerah lebih berperan
dalam mengimplementasikan program-program penanggulangan kemiskinan,
seperti yang disampaikan oleh salah scorang Konsultan Pendamping sebagai

benkut :
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“_.. Program-program yang kami rencanakan maksimal Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) per kelompok, pengelolaan diserahkan kepada
masyarakat, dalam hal ini harus kelompok yang resmi. Di desa kami
anggap cuma LKD) yang berstatus resmi dan mampu melaksanakan
program penanggulangan kemiskinan di masyarakat ...” (Wawancara, 05-
07-2012).

Alasan lain yang menjadi dasar pertimbangan kedua pihak melakukan
kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan berdasarkan analisis terhadap
proses PNPM PISEW yang sedang berjalan.

1. Dalam proses PNPM PISEW LKD telah melakukan refleksi kemiskinan,
pemetaan swadaya dan perencanaan partisipatif.

2. Kegiatan-kegiatan LKD direncanakan, diaksanakan, di evaluast dan
dipertanggungjawabkan kepada masydrakat schingga meningkatkan
transparansi dan dukungan warga dalam pelaksanaannya.

3. LKD telah terlatih meclakukan ‘kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai
program penanggulangarm) kémiskinan yang telah disusun sebelumnya.
Program LKD igi dalam pelaksanaan kegiatan PNPM PISEW disingkronkan
dengan prograft-program Pemerintah Daerah.

4. LKD rthemiliki data kemiskinan di wilayah (desa) yang setiap tahun
dilakukan pembaharuan terhadap data-data kemiskinan.

5. Kegiatan-kegiatan LXD diaudit untuk meningkatkan akuntabilitas.

6. Kedekatannya dengan masyarakat sehingga LKD lebih mampu menyalurkan

sumber daya dan dalam melaksanakan kegiatan LKD di dukung dengan
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swadaya masyarakat sehingga lebih mampu mencapai sasaran dengan biaya
murah.

7. Pemerintahan saat ini lebih baik jika dibandingkan dengan pemerintah pada
era sebelumnya yang terkenal dengan model pembangunan yang sentralistik.
Pemerintah saat ini memberikan peluang yang besar kepada pihak lain untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Alasan terhadap model kemitraan mutualistik yang terjadi antara LKD
dan Pemerintah Daerah pada karena nilai-nilai yang terkandung/dalam kemitraan
tersebut lebih banyak memenuhi bangunan kemitraan “antara LKD dan
pemerintah Dacrah. Sama halnya dengan modelXemiiraan linear collaborative of
partnershif, di mana nilai-nilai yang ada dalam bentuk kemitraan tersebut
terdapat dalam kemitraan antara LKI).dan Pemerintah Daerah akan tetapi nilai
yang terkandung di dalam bentdk kemitraan tersebut merupakan penjabaran dari
nilai — nilai yang ada padd bentuk murualistik. Jadi dapat dikatakan bentuk
kemitraan antara LK dan Pemerintah Daerah adalah bentuk kemitraan yang
memadukan model“riurualistik dan model linear collaborative of partnership.
Jika dibandingkan dengan bentuk kemitraan lainnya. ada beberapa nilai yang
mempunyai kesamaan akan tetapi ada juga nilai-nilai lainnya tidak mempunyai

kesamaan.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Pelaksanaan kemitraan LKD dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan
kemiskinan melalui Program PNPM-PISEW di Kecamatan Airgegas secara
umum telah berjalan dengan baik. Pelaksanaan kegiatan® penanggulangan
kemiskinan di Kecamatan Airgegas telah mepambulikan kepercayaan kepada

LKD untuk mengelola kegiatan penanggulangarn kemiskinan dengan fasilitas

yang disediakan oleh pemerintah;~sebaliknya, LKD menjaga kepercayaan

tersebut dengan melaksanakan kegiatan dengan baik
2. Model kemitraan antaraLKI dan Pemerintah Daerah yaitu :

a. Pada tahap penyuStnan program model kemitraan yang dibangun adalah
lebih mencermirikan kemitraan yang berhubungan bersifat Subordinatif
Unjon~Of Partnership. Dalam hal ini pemerintah sebagai lembaga yang
ada’diatas para mitranya. Pemerintah berposisi sebagai regulator yaitu
pthak perancang program sekaligus menentukan rambau-rambu program
sedangkan masyarakat sebagai pihak yang dibangkitkan dayanya melalui
usaha mandiri peningkatan infrastruktur sosial ekonomi. Kemitraan
dengan pihak pemerintah cukup dominan karena pemerintah mempunyai

program tahun berjalan dengan didukung oleh dana yang dimiliki
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kemitraan tersebut merupakan penjabaran dari nilai - nilai yang ada pada
bentuk mutualistik dan mempunyai keunikan terutama pada konteks
prinsip kebersamaan, dimana kedua pihak melakukan aktifitas bersama
sejak awal pelaksanaan kegiatan sampai pada akhir pelaksanaan kegiatan.
Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu berada pada
garis lurus, tidak saling tersubordinasi.

e. Pada tahap pertanggungjawaban juga menciptakin model kemitraan
linear collaborative of partnershif dengan_benthk” kerjasama antara
lembaga besar dan kecil, dimana nilai-gfilai_yang terkandung di dalam
bentuk kemitraan tersebut merupakan ‘pefijabaran dari nilai - nifai yang
ada pada bentuk mutualistik.~PDalam konteks kemitraan ini tidak
membedakan besaran/ valume, status/ legalitas, atau kekuatan para pihak
yang bermitra. Yangmenjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saling
mengisi satudengan-lainnya meliputi seluruh yang berhubungan dengan
pengeloladn.sumber daya serta pengelolaan kegiatan, Dalam hubungan
kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu berada pada garis lurus, tidak
saling tersubordinasi.

{. Pada tahap pengawasan lebih mengarah model kemitraan /inear
collaborative of partnershif dengan bentuk kerjasama antara lembaga
besar dan kecil, dimana nilai-nilai yang terkandung di dalam bentuk
kemitraan tersebut merupakan penjabaran dari nilai - nilai yang ada pada

bentuk mutualistik. Pihak-pihak yang bermitra saling memperkuat, saling
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melengkapi dan memberikan keuntungan untuk memantau proses dan
perkembangan pelaksanaan suatu program. Dalam hubungan kemitraan
ini terjalin secara linear, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling
tersubordinasi.

Prinsip saling percaya antara LKD dan Pemerintah Daerah
menjadi prinsip yang mendasari bentuk kemitraan. Berpijak pada prinsip
tersebut, LLKD dan Pemerintah Daerah melakukan \dinteraksi untuk
mencapai tujuan bersama dengan sejumlah sumbep daya yang dimiliki
dengan tetap menghargai identitas masing-masing pihak. Demikian juga
dengan nilai-nilai kemitraan yang laintya Seperti kesamaan visi, saling
membutuhkan, saling menglntungkan yang secara implisit telah
memaknai ketiga nilai tersebgt, menjadi pondasi dalam bingkai bangunan

bentuk kemitraan afitara LXD dan Pemerintah Daerah.

B. Saran
1. Perlunya“pada pelaksanaan program sebaiknya LKD lebih menjamin
keterlibatan perempuan untuk meraih akses kegiatan kemitraan yang
dilaksanakan oleh LKD tersebut ( mengacu ke MOD total partisipasi
perempuan adalah 25% ).
2. Pencairan dana LKD yang selama ini dirasakan sebagai hambatan utama
untuk melaksanakan program LKD tepat waktu, sebaiknya dibuatkan

mekanisme pencairan “ First Come First Out “ siapa yang memasukkan
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Laporan Pertanggungjawaban (LPJ} lebih dahulu maka akan mendapatkan

pencairan dana tanpa menunggu semua LPJ masuk.
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Pedoman Wawancara (Interview Guide)

Agar dalam proses pengumpulan data mengenai Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi

Wilayah (PNPM-PISEW) di Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan, maka

dipergunakan instrument penelitian berupa pedoman wawancara. Dalam penelitian

ini dipergunakan pedoman wawancara yang hanya secara garis besar saja dan akan

dikembangkan lebih mendalam pada saat wawancara kepada inforri{an dilakukan.

A. Materi pertanyaan untuk aparat pemerintah yang-tedibat secara langsung dalam

kegiatan pemberdayaan masyarakat.

1.

2.

Bagaimana Visi terhadap program penanggulangan kemiskinan ?

Bagaimana proses awal terjalinnya kemitraan int 7

Arti pentingnya kemitrgan.”?

Apa saja kelemaban'dinas dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan ?
Menggapa masyarakat bersikap apatis atau cuek dengan program pemerintah
dalam hal ini program penanggulangan kemiskinan 7

Bagaimana pelaksanaan kegiatan yang dananya berasal dari sharing dana
Kabupaten Bangka Sefatan ?

Apakah kepuasan (manfaat) yang didapat dari kegiatan kemitraan ?
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B. Materi pertanyaan untuk LKD (Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat}
1. Bagaimana visi LKD dengan Visi Kecamatan dalam penanggulangan
kemiskinan guna mencapai masyarakat s¢jahtera?
2. Bagaimana peran LKD dalam penyusunan proposal kegiatan dan bagaimana
proses terjalinnya kemitraan ini ?
3. Tanggapan terhadap program PNPM PISEW 7
4. Tanggapan masyarakat dengan kegiatan swadaya ?
5. Bagaimana tanggapan terhadap peran LKD perempuan’ dalam kegiatan
PNPM PISEW ?
C. Konsultan
1. Menggapa di perlukan kemitraan ?
2. Bagaimana pembagian tugas di ddlam kemitraan ?
D. POKJA dan PJOK
1. Hambatan yang dirasakaf selama kegiatan kemitraan dilaksanakan ?
2. Bagaimana pendapat’ masyarakat untuk memberikan solusi  atas
ketidaksetujuan pemilik tanah untuk dijadikan tempat proyek ?
3. Bantuan\aiag swadaya dalam bentuk apa yang diberikan untuk mendukung
kegiatan program penanggulangan kemiskinan ?
4. Adakah kesulitan pada saat pencairan dana ?

5. Apakah kepuasan (manfaat) yang didapat dari kegiatan kemitraan ?
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E. Materi pertanyaan untuk masyarakat sebagai sasaran program

1.

Menggapa kita perfu memegang prinsip saling membutuhkan/ prinsip saling
mengisi

Tanggapan masyarakat dengan kegiatan swadaya ?

. Tanggapan masyarakat yang tanahnya dijadikan tempat proyek ?

Apa saja yang menjadi sumbangan masyarakat sebagai wujud dukungan
swadaya masyarakat ?
Manfaat yang didapatkan masyarakat dalam kemitraan antara LKD dengan

Pemerintah Daerah ?

F. Materi pertanyaan untuk Camat tempat dildksanakan kegiatan PNPM PISEW

1.

Bagaimana Visi Kecamatan terhadap program penanggulangan kemiskinan
bila dihubungkan dengan Vist LKD ?
Tanggapan dengan kegiatan swadaya ?

Apakah kepuasah {manfaat) yang didapat dari kegiatan kemitraan ?
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Kesepakatan (member cheek) dengan Sumber Data

Hari/ Tanggal : Rabu, 23 Januari 2013

Nama :Ir. M. Sormin
Jabatan : Kepala BP3MD
Ttd/ Paraf p

1. Apa saja kelemahan dinas dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan ?

“ .....Kami mempunyai program pengentasan kemiskinan tetapi tidak dilengkapi
data pendukung, sehingga kami tidak dapat merinci program tersebut dalam
bentuk kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat” secara nyata di
lapangan...... Itu menjadi kelemahan kami” (Wawancara; 20-06-2012).

Nama :Ir. M. Sormin

Jabatan : Kepala BP3IMD
Ttd/ Paraf /@%

2. Menggapa masyarakat bersikap apatis atau cuek dengan program pemerintah
dalam hal ini program penanggulangan kemiskinan ?

“.....Karena selama.ini‘fmasyarakat beranggapan proyek pemerintah hanya untuk
menghabiskan anggaran; pékmjaan proyék' diserahkan kepada pihak ketiga dan
masyarakat tidak peraah dilibatkan. Namun hasil yang diperoleh kurang optimal
dan kami kesulitan menentukan lokasi proyck yang benar-benar dibutuhkan
masyarakat) Ada informasi dari pihak yang mengatakan bahwa di desa ada
program yang berisi rencana program masyarakat secara detail, akhimya kami
memutuskan untuk berkonsultast dengan LKD ....” (Wawancara, 20-06-2012).

Nama : Ir. M. Sormin
Jabatan
Ttd/ Paraf
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3. Arti pentingnya kemitraan ?

“.... Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melakukan kemitraan dengan
LKD karena di tingkat desa telah ada LKD yang selama proses PNPM PISEW
telah melakukan refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya dan perencanaan
partisipatif mengenai masalah kemiskinan kemudian juga dalam program
PNPM PISEW mengharuskan Pemerintah Daerah mensinergikan program-
program pemerintah dengan program LKD dan melakukan kerjasama dalam
mengimplementasikan kegiatan... “(Wawancara, 05-07-2012).

Nama : Agus Heru
Jabatan : KMK (PU)
Ttd/ Paraf c\:/% .....

4. Bagaimana pelaksanaan kegiatan yang dananya berasal dan sharing dana
Kabupaten Bangka Selatan ?

“ Untuk sharing dana dart Kabupaten Bangka Selatan, biasanya mengikuti
program yang telah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Kabupaten Bangka Selatan tahun berjalan™ (Wawancara, 18-07-2012).

Nama : Agus\Heru
Jabatan - KMK (PU)
Ttd/ Paraf

5. Apakah kepuasan (manfaat} yang didapat dari kegiatan kemitraan ?

“...Sebagai dinas yang melayani bidang cipta karya, Pemerintah Kabupaten
Bangka Selatan  merasa puas, karena salah satu tujuan kami adalah bagaimana
memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan sarana dan prasarana jalan,
dan melalui program PNPM PISEW tujuan ini tercapai berkat kerjasama antara
Pemenntah Daerah dan LKD....”(Wawancara, 04-07-2012).

Nama
Jabatan
Ttd/ Paraf
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6. Bagaimana Visi Kecamatan terhadap program penanggulangan kemiskinan bila
dihubungkan dengan Visi LKD ?

“_..Tugas Pemerintah Kecamatan Airgegas memberikan pelayanan kepada
masyarakat termasuk mensejahterakan masyarakat, jadi siapapun pejabatnya
kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas, demikian juga dengan LKD sudah
sejalan visinya membantu masyarakat miskin agar berdaya....”(Wawancara, 27-

06-2012).
Nama : Meli Pastika, A.Md
Jabatan 'K JOK
Ttd/ Paraf Y AU o

7. Adakah kesulitan pada saat pencairan dana ?

“ Kami menerima kebijakan Bank yang bani'mal mencairkan dana setelah
semua dokumen terkumpul tetapi kami mepgharapkan kesadaran dari kawan-
kawan LKD untuk kerjasamanya sehingga tdak menggangu kegiatan lain yang
mau dijalankan “{Wawancara, 18-07-2012): '

Nama : Mel Pastika, A .Md
Jabatan : Ketua PJOK
Ttd/ Paraf

8. Bagaimana pendapat’ masyarakat untuk memberikan solusi atas ketidaksetujuan
pemilik tanah untuk dijddikan tempat proyek ?

“...Pada sami-sosialisasi dengan masyarakat, membahas persiapan pelaksanaan
kegiatan, dan~ mencari solusi terbadap setiap permasalahan yang ada
dimasyarakat termasuk mengenai pembebasan lahan tersebut, salah satu
kesepakatan adalah memberikan ganti rugi kepada masyarakat miskin yang
ta.nahnya menjadi lokasi, pembangunan proyek dengan cara menghimpun dana
dari masyarakat yang mampu...” (Wawancara, 03-07-2012).

Nama : Sanol, SE

Jabatan : Anggota Pokja
Ttd/ Paraf 0"
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9. Bantuan atau swadaya dalam bentuk apa yang diberikan untuk mendukung
kegiatan program penanggulangan kemiskinan ?

“...Dalam program PNPM PISEW masyarakat diharapkan tidak hanya bicara
tetapi harus memberikan sumbangan nyata atau swadaya terkait dengan kegiatan
vang akan dilaksanakan dan harus dibuktikan tidak sekedar formalitas dalam
proposal usulan kegiatan....” (Wawancara, 06-06-2012).

Nama : Mustar Effendi, B.Sc
Jabatan : gota Pokja ‘
Ttd/ Paraf AL e

10. Apakah kepuasan (manfaat) yang didapat dari kegiatan kemitraan ?

“...Kami senang dan bangga terhadap semiangat” gotong-royong dan
kebersamaan masyarakat untuk membantu merawat) dan memelihara dan ada
rasa memiliki atas sarana dan prasarana  yang—sudah dibangun sedangkan
kepuasan pemerintah dapat dilihat dalam sbéntuk realisasi dama PNPM
PISEW...”(wawancara, 05-07-2012).

Hari/ Tanggal : Jum’at, 25 Januari 2013

Nama /Sobirin
Jabatan : Ketug LKD Kelompok Tani Serunting Sakti Airgegas
Ttd/ Paraf : ﬁ; ................

11. Bagaimana petan LKD dalam penyusunan proposal kegiatan dan bagaimana
proses terjdlinnyakemitraan ini ?

“ Sebelum penyusunan proposal kegiatan dilaksanakan, dinas terkait
melakukan bimbingan teknis tentang pembuatan rencana detail kegiatan. LKD
melakukan persiapan bahan-bahan terkait yang dibutuhkan, jadi ada kerjasama
antara unsur dinas dan LKD. (Wawancara, 18-07-2012)"

Nama : Amran
Jabatan : gota LKD Jaya Indah Airbara
Ttd/ Paraf LN

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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12. Tanggapan masyarakat terhadap program PNPM dan apa saja yang akan
dikerjakan (dalam rangka pelaksanaan pekerjaan proyek) ?

“ Sosialisasi dilaksanakan sebelum kegiatan PNPM-PISEW di kerjakan
untuk menginformasikan pekerjaan proyek yang akan dilaksanakan. Selanjutnya
LKD) menyusun jadwal kerja, rencana kebutuhan dana dan tenaga”. (Wawancara,
18-07-2012).

Nama : Pikoh
Jabatan : LKD PKK Airgegas
Ttd/ Paraf ;! @Wn ............

13. Bagaimana tanggapan terhadap peran LKD perempuan dalam’ Kegiatan PNPM
PISEW ?

“ Bahwa dalam melaksanakan kegiatan ini LKD), bérkeyakinan bahwa laki-laki
lIebih mampu untuk melaksanakan program terutania’datam kegiatan fisik yang
memerfukan tenaga seperti pembuatan jalan baru” “(Wawancara, 18-07-2012).

Nama : Sapli
Jabatan : Kema LKD) Jaya Sejahtera Pergam
Ttd/ Paraf XY e

14. Bagaimana visi LKD defigan-Visi Kecamatan dalam penanggulangan kemiskinan
guna mencapai masyarakat sejahtera?

“.....Pada‘prinisipnya visi antara LKD dan Pemerintah Kecarnatan Airgegas
tidak beda, Hieskipun dalam redaksi yang berbeda tetapi intinya tetap sama yaitu
bagaimdna mericapai masyarakat yang sejahtera dan berdaya...”(Wawancara, 27-

06-2012)
Nama : Surhana
Jabatan : Warga Masyarakat Sidoharjo
Tid/ Paraf ﬁ ....................

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Tanggapan masyarakat dengan kegiatan swadaya ?

“...Untuk kemajuan desa, kami rela memberikan swadaya seperti tanah, tenaga,
dan material serta telah disepakatt dalam rapat LKD tentang bentuk partisipasi
masyarakat....” (Wawancara, 06-06-2012).

Nama : Hermawan, S.Ag

Jabatan : Warga Masyarakat Nyelanding
Ttd/ Paraf : ‘Q"Lg ...........

Tanggapan masyarakat yang tanahnya dijadikan tempat proyek ?

“...Pembangunan jalan setapak di desa demi kepentingan( orang banyak. Jalan
yang sebelumnya licin dan becek, sekarang sudah “Vdiperkeras sehingga
mempermudah lalu lintas orang dan barang. .Jadi,/ Kami sangat setuju
menyerahkan tanah dan tanaman kami yang terkeu@a proyek jalan setapak dan
dibuktikan dengan pemyataan tertulis.....”’(Wawancara, 06-06-2012).

Nama : H. Buy

Jabatan : Warga Masyarakat Bencah
Ttd/ Paraf e YN U S

Apa saja yang menjad: sumbangan masyarakat sebagai wujud dukungan swadaya
masyarakat ?

“...Pemerintah bertanggungjawab terhadap sarana dan prasarana yang ada,
masalah dana_pembdngunan sudah menjadi beban pemerintah, kami kurang
setuju dengarn-swadaya tersebut, tapi setelah di beri pengertian dan penjelasan
oleh POKJA périunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dalam dalam
bentuk apapun,..” (Wawancara, 03-07-2012). ’

Nama : Tempellisani

Jabatan : Tokph Masyarakat Delas
Ttd/ Paraf . R

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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18. Menggapa kita perlu memegang prinsip saling membutuhkan/ prinsip saling
mengisi 7

“...Pemerintahpun kami rasa tidak mampu sepenuhnya menyelesaikan
masalah kemiskinan. Dalam kegiatan PNPM-PISEW masyarakat mempunyai
kelebihan potensi tenaga dan swadaya, maka perlu saling mengisi dan menutupi
kekurangan masing-masing pihak...”(Wawancara, 27-06-2012).

Nama : Sulaiman
Jabatan : Warga Masyarakat Desa Tepus

Ttd/ Paraf (}’ltu}_‘ ............

19. Manfaat yang didapatkan masyarakat dalam kemitraan @antara - LKD dengan
Pemerintah Daerah ?

“... Kepuasan yang kami dapatkan adalah.seKarang kami telah memiliki
MCK walaupun masih sifatnya milik umum; herighun-tahun kami kalau mau
buang hajat ke dalam hutan atau pinggir sunggai/dengan adanya program PNPM
PISEW kami dapat merealisasikan MCK 11, déngan bantuan dana program dan
swadaya yang kami kumpulkan....” (Wawarcara, 04—07—2012). '

Hari/ Tanggal : Rabu, 23 Januari 2013
Nama : Wisnu Wibowo, ST
Jabatan : Tt
Ttd/ Paraf LAY A
20. Menggapadiperlukan kemitraan ?
“... Program-program yang kami rencanakan maksimal Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) per kelompok, pengelolaan diserahkan kepada
masyarakat, dalam hal ini harus kelompok yang resmi. Di desa kami anggap

cuma LKD yang berstatus resmi dan mampu melaksanakan program
penanggulangan kemiskinan di masyarakat ...” (Wawancara, 05-07-2012).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Sipat
Lampiran
Perihal

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

KECAMATAN AIRGEGAS 13/40951.pdf

Airgegas, 01 Juni 2012

300/301/C. AGG/2012 | Yth. Ketua Program Pascasarjana
Biasa Universitas Terbuka UPBJJ
- - Pangkalpinang

Pemberian izin Penelitian
di- )
TEMPAT

Sehubungan dengan Surat Kementenary” Pendidikan dan
Kebudayaan Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-
UT) Pangkat Pinang Nomor : 978/ UN.31.55/ LY 2012 tanggai 28 Mei 2012
perihal Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini Camat Airgegas Kabupaten Bangka Selatan memberi

izin kepada :

‘Nama :  Fauziana

NIM - (D16093839

Judui Penelitian . <./ Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

dengan Pemerintah Daerah (Studi Kasus PNPM
PISEW di Kecamatan Airgegas
Untuk fnelakukan penelitian sesuai dengan permohonan dimaksud .

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Koleksi Perpustakaan Univérsitas Terbuka
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TERBUKA 13140951, pdf
Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Pangkal Pinang '
Ji. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu, Provinsi Kep. Bangka Belitung
Telepon: 071 7-424986, 437949, Faksimile: 0717-436140, 431315

Laman: ut-pangkalpinang@ut.ac.id

Pangkalpinang, 28 Mei 2012

Nomeor o Q?B fUN.31.55/LL /2012
Lampiran -
Hal . Permohonan Izin Penelitian

Kepada.Yth.
Camat Air Gegas
Di Air Gegas

Berkaitan dengan rencana penelitian mahasiswa Program PASCASARJANA (52) kami,
guna memenuhi persyaratan mata kuliah Tugas Akhir Prograim Magister (TAPM)/Tesis .
dengan ini kami mengajukan permohonan agar mahasiswa kamj .

No Nama NIM Kode Mata Kuliah

1. Fauziana 046093839 MAPUS5400

Di .izinkan untuk melakukan ‘pengiitian di Kecamatan Air Gegas dengan judul
“Kemitraan lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) dengan Pemerintan Daerah(Studi
Kasus PNPM PISEW di Kecamatan Air Gegas)”

Demikian atas perhatian dan‘bantuan bapak kami ucapkan terima kasih.

a.n Kepala,
Kasubag TU

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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SURAT REKOMENDASI CAMAT : {Form LKD-5a}
L S——— ‘
Berdasarkan hasil seleksi kemampuan LKD di Kecamatan ..........cccecr..rr.. yang dilakukan oleh Tim Seleksi LKD Kecamatan .......ccemmiciinnn

Kabupaten ... { terfampir ), maka dengan ini kami rekomendasikan hahwa nama nama LKD tersebut dibawah ini dapat

"melaksanaan pekerjaan paket-paket PNPM-PISEW , adalah sebagai berikut ;

Dernikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimara mestifiya.

................... Langeal. .
Camat......ooeenrirssienes
l (eeererremireemrrsrrer b ar s aassesnas )
Tembusan :
1. Bupati Kabupaten ...
2. Tim Sekretariat Kabupaten .................

3. Pertinggal

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN PEKERJAAN

Form-LKD-6

(SP3)

Proyek . Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi

Wilayah (PNPM PISEW) Tahun Anggaran ......., R
No Kode Loan | - JBIC - IP......... 2)
3)

Paket Perjanjian Kerja D reeerererenea s
No Perjanjian Pemberian Pekerjaan © ...

PERJANJIAN KERJA

Perjanjian ini (termasuk Lampiran yang merupakan satu kesatuan‘yang tidak terpisahkan
dari Perjanjian, yang selanjutnya disebut PERJANJIAN KERJA}, pada hari ............
tanggal.......ceve.. bulan ... tahun ........... 5 bertempat.di-Kabupaten .................
Kecamatan........ 7

Antara

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (yang selanjutnya disebut PEMILIK) yang diwakili
oleh, -

Nama ROV V0 VoS 8
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten ............
Alamat SRR 0 Ny’ A %

yang berwenang dalam hal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia,
c.q Departemen Pekerjaan\Umum (Direktorat Jenderal Cipta Karya), c.q Pemerintah
Kabupaten............cc... 5. [ BYKecamatan. ... N, berdasarkan Surat
Keputusan Nomor . o, tanggal .......cooevvrneenne bulan .....cccocvvriciininin, tahun
........................ 19, telah /ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten
revrerenenns. Program“Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Pengembangan infrastruktur
Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) Tahun Anggaran .......... ) selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA '

Nama Lot re e eeeeeenerareaeeeoatarseninieerrenaearnrrrsntnasenaenes
Jabatan  :Ketua LKD
Alamat L et rereranveeeeaneeeaaearareraerte aeaea st enaartararanas

¥ang berwenang dalam hal bertindak untuk dan atas nama LKD................ccooiiennneienns
3 DESA e 1 Kecamatan e, ., Kabupaten

....................................




). selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Maka dengan ini disetujui oleh dan diantara pihak pertama dan pihak kedua tersebut
diatas, hal-hal sebagai berikut :

PASAL 1
LINGKUP PEKERJAAN
LKD harus melaksanakan , menyelesaikan, memperbaiki Pekerjaan, yaitu :

PNPM PISEW Tahun Anggaran ........... N
PAKET & otovte et eeeeee e bstee s er ettt s %
PASAL 2
DOKUMEN PERJANJIAN KERJA

Dokumen Perjanjian Kerja sebagaimana ditentukan dibawah ini harus dibaca serta
merupakan bagian dari Perjanjian Kerja ini, yaitu :

(1} Perjanjian Kerja
(2) Syarat-syarat Perjanjian Kerja
(3) Spesifikasi Umum (terkait prasarana yang dibangun)
{(4) Surat Rekomendasi Camat
(5) Lampiran Dokumen Pendukung :
(i) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
(i) Daftar Kuantitas dan Harga yang telah §iisi (BOQ)
(i) Daftar Usutan Penggunaan Alaf-Becat {bila ada }
(iv) Daftar Usulan Ketua Pelaksana dan Tenaga Kerja
{v) Gambar Rencana (DEL)
(6) Pakta Integritas
PASAL 3
MASA PERJANJIAN KERJA

3.1. Sesuai dengan Perjanjian Kerja ini dan Dokumen Perjanjian Kerja sebagaimana telah
ditentukan. Waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja,
adalah......... 1) (eeereeeeee e '8} hari kalender kerja.

3.2. Perjénjian Kerja tersebut berlaku sejak tanggal penanda-tanganan oleh kedua belah
pihak yang bersangkutan. Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Perjanjian
Kerja ini ditandatangani.

PASAL 4
KEWAJIBAN LKD

4.1. Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja, LKD wajib melaksanakan, menyelesaikan,
memperbaiki pekerjaan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan, serta
menyediakan segala tenaga kerja termasuk pengawasannya, bahan-bahan,

oniversitas Terbuka
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peralatan, pengangkutan ke atau dari lapangan dan di dalam atau di sekitar
pekerjaan, serta melaksanakan segala sesuatu baik yang bersifat permanen maupun
bersifat sementara yang dipergunakan untuk pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan
sebagaimana yang dirinci dalam Perjanjian Kerja dan ditafsirkan secara wajar dalam

Perjanjian Kerja.

Melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai dengan
Perjanjian Kerja sampai diterima baik oleh PPK kecuali apabila menurut hukum
ataupun secara fisik tidak mungkin dilakukan.

Dalam rangka pencapaian Tujuan Proyek PNPM PISEW, LKD wajib menunjuk Ketua
Pelaksana yang mampu memberikan pelatihan kepada masyarakat desa baik untuk
pelaksanaan konstruksi maupun untuk pemeliharaan prasarana yang tetah dibangun.

PASAL 5
KEWAJIBAN PEMILIK/PPK

Memberikan akses kepada LKD ke lokasi pekerjaan, penggunaan semua fahan dan
bangunan sebagaimana yang dinyatakan dalam Gambar Rencana dan atau dokumen
lain dalam Perjanjian Kerja.

Membayar LKD atas pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan pekerjaan berdasarkan
hasil pengukuran pekerjaan terhadap harga satuan danfigrga-yang tercantum dalam
Daftar Kuantitas dan Harga, pada waktu dan dengamn ¢aia yang telah ditentukan
dalam Dokumen Perjanjian Kerja atau dengan harga-tjarga yang mungkin ditentukan
secara lain berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerja,

PASAL 6
PENGAWAS PELAKSANAAN

Pengawas pelaksanaan pekerjaannitakan dilakukan oleh PPK atau pihak lain yang
ditunjuk oleh PPK. LKD Harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
perintah/petunjuk tertulis PPK-dan atau PJOK Kecamatan / PJOK KSK yang ditunjuk
oleh Bupati Kepala Daerab.

Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan dilakukan oleh

- Konsultan Tenaga Teknis Lapangan.

PASAL 7
JUMLAH NILAI PERJANJIAN KERJA

Jumlah Nilai Perjanjian Kerja untuk pekerjaan yang tertuang didalam Pasal (1) Surat
Perjanjian ini, yang dihitung berdasarkan besarnya kuantitas pekerjaan yang
dicantumkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga,sebesar :
R etreevermsrnsesasssessssnssssorsasesasas s LEL I (OO OOy Rupiah)'®
tanpa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Biaya pekerjaan ini dibebankan pada sumber dana yaitu 100% Pinjaman Luar Negeri
(PLN), sedangkan pajak yang timbul sebagai akibat pembayaran oleh LKD,
diselesaikan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.




8.2.

8.3.

8.4.

PASAL 8
CARA PEMBAYARAN

Pelaksanaan pembayaran pekerjaan tersebut dalam pasal (1) Surat Perjanjian ini
akan dilaksanakan dalam 4 (empat}) tahap melalui Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) di .........ccccoveeiireiecrieereeeana, 19 ‘

Tahap Pertama sebesar 30 % (tiga puluh persen} dari nilai SP3 diberikan setelah
penandatangan dokumen SP3 tanpa harus ada jaminan/Bank Garansi. Ketua LKD
mengajukan permintaan pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dilampiri Dokumen SP3, Surat
Rekomendasi Camat, Jadwal Kerja, Berita Acara Pembayaran, dan Kwitansi
Pembayaran. ;

Tahap Kedua dan Ketiga masing-masing sebesar 30 % dari nilai SP3 dengan
ketentuan prestasi pekerjaan telah mencapai 40% dan 80%. Dckumen vyang
disertakan adalah:

1} Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (Form LKD-10.a.2)
2) Berita Acara Prestasi Pekerjaan (Form LKD-10.c)

3) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (Form LKD-10.d)
4) Kuitansi Pembayaran Angsuran (Form LKD-10.b)

5) Rencana Penggunaan Dana ( Form LKD ~10.a }

Tahap Keempat adalah 10% dari nilai SP3 dengan ketentUan.prestasi pekerjaan telah.
mencapai 100% dan telah diserahterimakan kepadd Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK). Dokumen yang disertakan adalah:

1) Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (Form LKD-10.a.2)

2) Berita Acara Prestasi Pekerjaan (Form LKD=10.c)

3) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan(Eorm LKD-10.d)

4) Kuitansi Pembayaran Angsuran (FormLKD-10.b)

5) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan LKD ke PPK (Form LKD - 11.a)

6) Gambar purna laksana (as built drawing)

7) Foto dokumentasi pelaksanaan' pékerjaan (0%, 50% dan 100%) pada titik atau
station (STA) yang sama.

8) Rencana kegiatan Opetasionial dan Pemeliharaan (OP) oleh Tim OP yang
dibentuk berdasarkan rembug Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP) di
tingkat desa :

PASAL 9
PENYERAHAN PEKERJAAN

Sefelah pekerjaan selesai 100%, Pengawas menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Akhir
Pekerjaan dan Kedua belah pihak melakukan penandatanganan berita Acara Serah Terima
Pekerjaan. Berita Acara penyerahan pekerjaan ini menjadi salah satu syarat penarikan
keuangan tahap keempat.

"Koleksi Perpustakaan Universitas Ierbuka
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PASAL 10
KETENTUAN HUKUM

Untuk kepentingan Perjanjian Kerja ini, LKD dan Pemilik/PPK sepakat untuk tidak
mengikuti Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 11
PERSELISIHAN
Penyelesaian perselisihan dapat melalui :
a. Diluar Pengadilan ; dengan cara Musyawarah ! Mediasi / Konsiliasi atau Arbitrase
b.. Pengadilan

PASAL 13
DOMISILI

Segala akibat yang terjadi dari petaksanaan pekerjaan ini, kedua belah pihak telah memilih
kedudukan (domisili} yang tetap dan sah diig\ﬁlayah Hukum Kantor Pengadilan Negen di

......................................................................

PASAL 14
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

14.1. Yang dimaksud dengan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak
para pihak sehingga kewajiban yang ditentukandatam SP3 tidak dapat dipenunhi.

14.2. Yang digolongkan dengan kahar adsfah{ Peperangan, Kerusuhan, Revolust,
Bencana Alam { Banjir, Gempa Bumi, Badai, Gunung Meletus, Tanah Longsor,
Wabah Penvyakit dan Angin Topan-), Kebakaran

14.3. Tindakan yang diambil untuk/mengatasi kaadan terjadinya kahar dan yang
menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar ditentukan berdasar
kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 15
LAIN-LAIN

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian Kerja atau disepakati oleh kedua belah
pihak maka alamat-alamat untuk penyampaian sertifikat, pemberitahuan, perintah dan
permintaan untuk masing-masing pihak adalah :

a. Pemilik { PPK KabUpPaten) ©........cccureevmrmieneessiisensorsseniins N

AlAMAt KAWL . o ooveerereeeceeirasrrsarreeretsseser e senia saatsseena s vas

AlAmat telEK/FAX e e rreeeeereneererssasrerereemserattrtssrrrnsysasasseaenanes
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DENGAN KESAKSIAN INI, pihak-pihak yang bersangkutan telah menanda-tangani
Perjanjian Kerja atas nama masing-masing pada tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun
yang tercantum diatas.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
Pejabat Pembuat Komitmen Ketua LKD
Kabupaten ......c..cc.......
Materai
---10}
- 7)
PENJELASAN

Tahun Anggaran Pelaksanaan Proyek

1)

2) = Nomor Kode Loan

3) = Nama Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan

4) = Nomor Perjanjian Kerja

5) = Hari dan tangga!l penandatangan Perjanjian Kerja

6} = Nama Kabupaten

7) = Nama Kecamatan

8) = Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK}

9) = Alamat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

10) = Nomor dan tanggal surat penunjukkan PPK

11) = Nama Ketua LKD

12) = Alamat LKD

13a) = Nama LKD, Nama Desa, Nama Kecamatan dan Nama Kabupten
13b) = Nama LKD, Nama Desa, Nama Kecaratan dan Nama Kabupten
13) = Domisili Bupati Kabupaten

14) = Jumiah hari /Perjanjian Kerja dalam angka

15} = Jumlah hari / Perjanjian Kerjetdalam huruf

16) = Nilai Perjanjian Kerja'dalam angka

17) = Nilai Perjanjian Kerja dalam huruf

18) = Alamat KPPN

19) = Lokasi dan wilayah hukum Kantor Pengaditan Negeri

Catatan:

Dokumen Perjanjian Surat Pemberian Pekerjaan (SP3) dibuat sebanyak 6 (enam) buku.
Copy 1 diberikan kepada PPK (tanda tangan asl dan cap basah)
Copy 2 diberikan kepada LKD (tanda tangan asli dan cap basah)
Copy 3 dan 4 diberikan kepada KPKN (fotocofy dan cap basah)

Copy 5 . diberikan kepada Satker (fotocofy dan cap basah)

Copy 6 diberikan kepada PJOK (fotocofy dan cap basah)

" Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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13/40951.pdf

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAY AAN MASYARAKAT
PENGEMBANGAN INFRASTUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PHPM - PISEW) TA....
RENCANA JADUAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
Desa \‘) Pakat Pakerjasn
Kecamatan
Kabupalen Volume
Provinsl Wakiu Pelaksanaan
g Renx. Tahun.,..........
Ho Uraan vame | = | BiavaiRp) | Bobot% | Redl. Aulan | Bulan I Bulan Il Bulan IV
s 2 od 41121314 i72]ala|1]2]3]s
‘ fenc.
' Real
: Reng,
i
Real.
/tRenc.
3
Real,
Reng.
%
Real
. Renc,
5
Red.
| Renc.
6
Raal,
Renc,
7
Resl,
| Jurplah
Rencand
Rencana Kumuiatf
Raglisasl
Raalises] Kumulatk
el o . ) N

FK/Td

" id LOL INPOW ~

MISId-WdINd :



Kabupaten
Kecamatan
Desa

Paket Pekerjaan

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT —PENGEMBAMGHN . pdf
INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PNPM — PISEW)

TAHUN ANGGARAN
RENCANA PENGGUNAAN DANA { RPD)

.............................

.............................

............................

---------

Form-LKD. 10.a “

Uraian bahan yang
No. akan dibeli Volume Satuan Harga { Rp.} | Total harga
Total
Diperiksa oleh Dibuat oleh
Tt Ketua LKD
(e ) (i )

Koleksi ﬁerpus-ta 3
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Form-LKD-10.a.1
BERITA ACARA PEMBAYARAN UANG MUKA
Nomor: ..o
|. Pada hariini,............... tanggal ... bulan ................. tahun...... kami yang
bertanda-fangan dibawah ini masing-masing : ;
L Nama @ e,
Jabatan : PPK Kabupaten ......... yPaket Proyek .......ooooiiiiiii e
....................................... v D888 e,
Kecamatan .............ccceeeiiivnnennnn. ,JKabupaten..........................
Alamat
2.Nama @ e,
Jabatan Ketua LKD, Desa ............ Kecamatan .............. Kabupaten ..................
Alamat
ll. Berdasarkan;
a. Surat Pengesahan DIPA,
Nomor D e,
Tanggal L et
b. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan ( SP3 ) :
Nomor P
Tanggal L e,
¢ Jumlah Biaya......oooeioeeeeeeeeeeiea, RD el oy e
. Maka Ketua LKD berhak menerima pembayaran uang Mang\Mdka dari PPK Kabupaten
................. dengan uraian sebagai berikut ;
a. UangMuka ...l =30%
b. Jumlah Uang Muka Jumlah Braya {(Rpwiyx 30 %

........................................................

b Bank D e,

Demikan Berita Acara Pembayaran Uahg Muka ini dibuat dalam rangkap .... {....) dan dapat
dipergunakan sebagaimanamestinya.

Diperiksa\Dlety: Diajukan Qleh,
PJOK Kecamatan / PJOK KSK Til ~ Ketua LKD
Kec./KSK
(eerererrrnemrerimeereeeeses e ) (coreeremrmneensrsae e ) P )
Disetujui Oleh,

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

* KolekS| Pérpustakaan Universitas Terbuka



4

I

Form LKD-10.a.2 .

BERITA ACARA PEMBAYARAN
NOMIOE & v veerervsssssrssansseninennises

. Padahariini,............... ANZEAL «oeeri i bulan .......coooovine tahun...... kami vang

bertanda-tangan dibawah ini masing-masing

I. Nama :
Jabatan :  PPK Kabupaten. ........... , PaKet PTOYEK v recsmecrensrrnessss s
reeveesenerery MBS tresrininiruninan

KECamatan we..evseseaesseserrees KADUBALEM i v
Alamat
2. NAMa | rcerrermimeermssesessasnyaeien
Jabatan Ketwa LKD, Desa ..........ceue Kecamatan .....oveeeniann , Kabupaten
AlAMAt 1 e e e
Il. Berdasarkan;
b, Surat Pengesahan DIPA,
Nomor
Tanggal
b. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan ( SP3 ):
Nomor
Tanggal D e
c. Laju Pekerjaan Fisik Sampai saat ini 1.........%
IIl. Maka Ketua LKD berhak menerima pembayaran uang Tahap kef...4.c..... sebesar
Rp() dari PPK Kabupaten ......0..0..04 ;

V. Posisi Keuangan Sekarang:
a. Penarikan s.d.yang falu
b. Penarikan tahapini
¢.  Penarikan s.d. tahap ini
d  Sisa yang belum ditarik

V. Ketua LKD sepakat atas jumlah pémbayaran tersebut diatas dan dibayarkan ke rekening;
a. Nomor Rek
b. Bank

Demikan Berita Acara, Pambayaran/Penarikan Dana ini dibuat dalam rangkap ...
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diperiksa Cleh ; Diajukan Oleh:
PJOK Kec./PJOK KSK Tt Ketua LXD
{ 3 T RO PRV P } { }
Disetujui Oleh,

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

) dan dapat




Form-LKD-10.b

KUITANSI
PEMBAYARAN ANGSURAN/TERMIN

Proyek . Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan
Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM PISEW)
Tahun Anggaran ......c..eeeie

Telah diterima dari : PPK Kabupaten.......

Uang Sebesar 3 2 TSP S SR
Untuk kepertuan : Pembayaran Tahap ke:.......

Atas paket pekerjaan ...
Sesuai dengan SP3 Nomor.....coee. TaNEEA) v
dan BAP Nomor......... Tanggal....cmie

Terbilang : Rp.

Setuju dibayar Yang menerima

PPK Kabupaten. ...... ... Kétuz’ LKD...........

(coreeemmeeesenenenenrarennrarans ) {cenee )
~No Rekening:.. ..o




Form LKD - 13

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan : Paket Pekerjaan
( sebutkan : Nama paket - Volume & Total nilai kontrak SP3 ) ......................
Kabupaten  ............ et Propinsi.....coccovviiiiie i
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat { PNPM } — Pengembangan Infrastruktur
Sosial Ekonomi Wilayah ( PISEW ) pada Satuan Kerja Pembinaan Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan TA ................. , dengan ini menyatakan bahwa kami

1. Tidak akan melakukan praktek KKN

2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada
indikasi KKN di dalam proses pekerjaan / kegiatan ini.

3. Dalam proses pekerjaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas.secara bersih,
transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segdla kemampuan dan
sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerfa“terbaik ‘mulai dari
penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/ kegiatan ini.

4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya/Tnyatakan dalam PAKTA
INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta
dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketefittian peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

Kab. oo, , (Tgl,binthn ). e

Kami yang menyatakal -

PPK T W 77 (...tanda 'tangan...)
Panitia/Pejabat Pengadaan BaranglJasa)

Ketua e (...tanda tangan...)
Sekretaris O, OO _ (.. tandar tangan ...}
Anggota Z e e e (.. tanda tangan...)
Anggota L e (...tanda tangan...}
Anggota e e {...tanda tangan...)
LKD e

Ketua - e {....tanda tangan...)
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PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASY ARAKAT MANDIRT
PENGEMBANGAN TNFRASTRUKTUR SOSTAL EKONOMI WILAYAH
{ PNPM. Mondivi PLSEW )

w— N— e treere —

KECAMATAN : Air Gegas .

Lokasi :
Kec. Air Geqas.

Desa Air Gegas

Kegiatan :
pembukaan Jalan
Baru Paket 1
Kemajuan Pisik =
0%

Kemajuan pisik
= Papan Proyek

Lokasi :
Kec.Air Gegas.
Desa Air Gegas

Kegiatan :
pembukaan Jzlan
Baru Paket 1
Kemajuan Pisik
=0%

Lokasi :
Kec.Air Gegas.
Desa Air Gegas}

Kegiatan :
pembukaan
Jalon Baru
Paket 1
Kemajuan Pisik
=40 %

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRT
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTLMR SOSTAL EXONOMI WILAYAH
{ PNPM. Mandiri PLSEW )

Lokasi :
Kec Air Gegas.
Desa Air Gegas

Kegiatan :
pembukaan Jalan
Baru Paket 1,

Kemajuan Pisik
=80 %

Lokasi :
Kec.Air Gegas.

Desa Alr Gegas

Kegiatan :
pembukaan Jalan
1Baru Paket 1

Kemajuan Pisik
=100 %

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

KECAMATAN AIR GEGAS

DESA AIR GEGAS
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah ( PISEW.)
Tahun Anggaran 2011

Berita Acara
Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan [ KPP )

“Pada hari ini jum’at Tanggal 20 Bulan mei Tahun Dua Ribu Sebefas telah diadakan rapat Pembentukan Kelompok

k
* Pemanfaat dan Pemelihara { KPP ) di Desa Air Gegasg

Da-am rapat pembentukan KPP ini juga tefah terbentuk pengurus dan anggota sesuai dengan tabel yang terlampir dalam

e T s

tberita acara ini

PR

?Demikian berita acara pembentukan Kefompok Pemanfzat dan Pemelihara ini dibuat, dan akanp dijadikan dasar bagi

;seiuruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan KPP padd AirGegasg

e

Pemimpin rapat Notulen / Sekretarts
U\
: t
; (Arifil) ( Abdul Sonik)

ey ot ST

Mengetahui,

.

ﬂ‘j?»ul’“"aﬁgg la Desa Air Gegasg
- % .
é - Gy
&
E )
:: ),

\\ 8LGAs T35
+ -
Kt‘%\_///
\\. HT‘A A‘“ G““ -~ ( Badrin )
\"‘—-'-::..-/
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LT e

S

13/40951.pdf

Pasal 12
Gotong Royong

Gotong royong dilaksanakan 1 x sebulan setiap hari jumat minggu pertama
Gotong royong dapat ditaksanakan sebelum jadwal apabila sangat mendesak

Pasal 13 i
Biaya Pemeliharaan

Diutamakan dari Kas Kpp yang berasal dari iuran masyarakat yang memanfaatkan
prasarana infrastruktur dikutip Rp. 5000/Perbulan.

Apabila biaya perbaikan melebihi jumlah Kas KPP, maka akan menggunakan Kas Desa
Pasal 14

Sesuai perkembangan pengembangan Desa, maka diadakan Musyawarah setiap bulan,

Perubahan baik perbaikan atau penambahan AD/ART diputuskan melalui Musyawarah
Desa,

Musyawarah sah apabila kehadiran anggota 2/3 jumlah aAnEEot/ Y% +1 jumlah anggota.

Ditetapkan

Air Gegas,20/05/ 2011

Bendahara Kpp

i -

Ropikoh ~Az7har

Ketua Kpp

_ Mengetahui

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Surat Pernyataan Kesanggupan 13/40951.pdf
Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana

Kami vang bertanda-tangan dibawah ini masing-masing:

. Nama : Badrin
- Jabatan : Kepala Desa Air Gegas -
Alamat : Desa Air Gegas

Selanjutya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama . Azhan
Jabatan : Kewa KPP
Alamat : Desa Air Gepgas

b e A o v Lt

Menyatakan kesanggupan untuk memanfaatkan dan memelihara prasarana Infrastruktur PNPM-
PISEW Tahun Anggaran 2011 di Desa Air Gegas.

Demikialah surat penyataan ini dibuat dengan sebenar-benarya.

Air Gegas, 20 Mei 2011

=~Diterima oleh Disepakati oleh

gla Desa Air Gegas Ketua KPP terpilih

N

N

%\
‘—Af_i-’t C,d.s- : 4%

i » ., . d

) . .

ﬂ,\\_/ /Badrin ) : ( Azban )

Lotw. REP
k\“"""AIHS""/
SN

e

|
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka - -
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DAFTAR PENGURUS DAN ANGGOTA
KPP DESA AIR GEGAS

13/40951.pdf

Kabupaten : Bangka Selatan
Xecamatan : Air Gegas
Desa : Air Gegas
Jenis
No. |- Nama Usia { Tha ) jKelamin Jabatan Alamat { RT/RW }
(LP)

Y]:_ Alhan B 59 L ) Ketua RT 04 Air Geg;s o
5 | ropikoﬁ—_ - ;ﬂ: 1 P | Be;dahara - éT 10 Air Gegas ]
"3- s;birin S 46 ) L_ Seksi pem;ﬂ{;raan ;iT 07 Air G_;-gas T

4 éumadi o ”"2_5" N —‘ L 1 Anggota RTO7 N ]

5 |suhardi T e ] Targgoa | [gT12
é- Sunaljongﬁ ) 36 L'i He Anggota RT3 o

H? P Az:;r__ T 30 B L T Anggota "1 04 Air Gegas

_E,, Munlia'ryati - —_—l o 3;_“ i P— ‘_ o Anggota RTO3 o
9 |Andrizni 32 P Anggota RTO2
10 |Fuhana T 30 L N Afiggota RT 12 T

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/AR?) P
KELOMPOK PEMANFAAT DAN PEMELIHARA (KPP)

DESAAIR GEGAS

=3

Nama
Tanggal Pendirian
Tempat

Ketua

Bendahara

Seksi Pemeliharaan

Sumardi
Suhardi
Sunaljono
Azwar
Munkaryati
Andriani
Suhana
Andi Lala
Romlah

Azwar

BABI
Keorganisasian

Pasal 1
Domisili

: Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara Desa Air Gegas
:20/05/2011
: Balai Desa Air Gegas

Pasal 2
Struktur Organisasi

s Azhari
: Ropikoh

: Sobirin

BABH
Kednggotaan

Pasal 3
Keanggotaan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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